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Puji syukur dengan berucap “al-hamdulillah” selalu penulis panjatkan kepada 
Allah Swt. karena berkat rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan, penulis dapat 
menyelesaikan diktat Mata Kuliah Manajemen Ziswaf ini. Shalawat serta salam 
semoga terus dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., yang selalu 
akan dinanti syafaatnya di hari pembalasan kelak.  
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Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang dengan 
caranya masing-masing memiliki kontribusi dalam proses penyelesaian penulisan 
diktat ini.  Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan diktat ini masih jauh dari 
kata sempurna. Oleh karena itu, sumbangan saran konstruktif dari semua pihak 
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KONSEP DASAR ZAKAT 
Kompetensi Dasar 
Setelah membaca diktat ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep 
dasar dalam zakat yang meliputi makna zakat, sumber hukum zakat, kedudukan 
zakat, fungsi dan tujuan zakat, serta menyebutkan objek zakat dan kalkulasinya.  
Indikator 
1. Menjelaskan makna zakat 
2. Menjelaskan sumber hukum zakat 
3. Menjelaskan kedudukan zakat 
4. Menjelaskan fungsi dan tujuan zakat 
5. Menjelaskan objek zakat dan kalkulasinya. 
A. Pendahuluan  
Diktat ini membahas tentang konsep dasar zakat yang harus diketahui dan 
dipahami terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam bahasan tentang pengelolaan 
zakat. Tanpa memahami konsep dasarnya terlebih dahulu, maka besar kemungkinan 
pengelolaan menjadi tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pasalnya, zakat merupakan 
bentuk donasi wajib yang harus dikeluarkan bagi setiap orang yang telah memenuhi 
kriteria wajib zakat dengan aturan yang detail dalam syariat. Oleh sebab itu, 
mempelajari konsep dasar zakat tidak dapat dihindari sebelum masuk ke dalam 
pengelolaannya.  
Bagian-bagian yang termasuk dasar dalam zakat meliputi makna zakat, sumber 
hukum zakat, kedudukan zakat, fungsi dan tujuan zakat, harta-harta yang masuk 
dalam kategori wajib dizakati, serta besaran nishab (batas wajib zakat) dan kalkulasi 






B. Pembahasan  
1. Makna zakat 
Secara bahasa, istilah zakat diambil dari bahasa Arab “zaka” yang 
menunjukkan arti tumbuh (al-numuwwu), bertambah atau berkembang (al-
ziyadah).
1
 Dari sini dapat dipahami jika zakat itu dibebankan pada harta 
yang dapat terus tumbuh dan berkembang. Dengan berzakat, sifat-sifat 
kebaikan akan terus tumbuh dalam hati mereka sekaligus dapat 
menyuburkan harta yang dimiliki.  
Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
dalam Bab 1 dan Pasal 1, dikatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib 
dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada 
yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 
Apabila makna zakat ditinjau berdasarkan ketentuan fikih, ulama 
memberikan definisi yang beragam meskipun substansinya mengarah pada 
arti yang sama, yakni suatu istilah untuk harta yang khusus yang diperoleh 
dari harta yang khusus dengan ketentuan khusus dan didistribusikan kepada 
kelompok yang khusus.
2 
Ketentuan serba khusus bagi zakat disebabkan 
karena sejak awal agama telah memiliki aturan tersendiri dalam urusan 
zakat, tidak seperti bentuk donasi dan filantropi lain yang dikenal dalam 
Islam dimana ketentuan yang mengaturnya lebih bersifat umum.  
Tidak semua orang wajib mengeluarkan zakat dan tidak semua orang 
boleh menerima zakat. Tidak semua harta wajib dizakati dan tidak boleh 
pula sembarang dalam mengeluarkan zakatnya. Semua sudah ada aturan 
mainnya sehingga setiap orang perlu memahaminya agar tidak salah dalam 
pelaksanaannya.  
 
                                                          
1
Ali ibn Muhammad al-Jurjani, al-Ta‟rifat (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), 114. Lihat 
pula: Fairuzabadi, al-Qamus al-Muhith (Beirut: Muassasat al-Risalah, 2005), 1292.  
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Pemahaman awal tentang zakat dapat dimulai dari analisa dasar 
melalui pertanyaan 5W+1H. Dimulai dengan “why” (kenapa), kenapa harus 
zakat?. Kedua adalah “who” (siapa), siapa yang wajib zakat dan siapa yang 
berhak menerimanya?. Ketiga “what” (apa), harta apa saja yang wajib 
dizakati?. Keempat “where” (dimana), dimana zakat itu disalurkan?. Kelima 
“when” (kapan), kapan mulai wajib zakatnya?. Keenam “how” (bagaimana), 
bagaimana zakat itu dilaksanakan?. Semua pertanyaan tersebut secara umum 
akan dibahas satu persatu dalam dalam pembahasan selanjutnya. 
2. Sumber Hukum Zakat 
Walaupun sebagaian ayat al-Qur‟an yang berbicara tentang zakat turun 
di Makkah, tetapi ulama sepakat jika periode kewajiban zakat baru berlaku 
dimulai sejak di Madinah, tepatnya bulan Syawal tahun kedua hijriyah 
setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitri.
3
 Adapun dasar hukum 
zakat berasal dari beberapa sumber, mulai dari al-Qur‟an, hadits, hingga 
riwayat dari para sahabat. Beberapa di antaranya akan disebutkan di bawah. 
 Sumber Hukum Zakat dalam al-Qur’an. 
Beberapa ayat al-Qur‟an yang menegaskan tentang kewajiban 
zakat antara lain:  
 Surat al-Baqarah ayat 43, 83 dan 110, surat an-Nisa‟ ayat 77, surat 
an-Nur ayat 56, al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi :  
ََكةَ  ْا الزَّ ََلةَ َوآحُ ْا الصَّ ًُ رِي
َ
 وَأ
dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat (QS. Al-Baqarah: 43, 83 
dan 110, QS. An-Nisa‟: 77, QS. An-Nur: 56, QS. Al-Muzammil: 20) 
 Surat al-Taubah ayat 103 
ْى وَاهلُل  ُّ َ ٌٌ ل ْى إِنَّ َصََلحََك َشَس ِّ  َغوَْي
ا َوَصنِّ َّ ِ ْى ة ِّ ي
ْى َوحَُزكِّ ُِ ُر ِّّ ْى َصَدقًَث ُتَع ِّ ِ َْال ْم
َ
ٌْ أ ُخْذ ِي
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يٌع َغوِيٌى   ًِ  َش
ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 
bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 
(QS. Al-Taubah:103) 
 Surat al-An‟am ayat 141 
 ُُ ْا َذقَّ َْْم َذَصاِدهِ{}َوآحُ  يَ
...dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya … (QS. Al-
An‟am:141) 
Sejumlah ulama menyebutkan jika ayat al-Qur‟an yang 
memerintahkan berzakat selalu berbarengan dengan perintah shalat. 
Salah satunya Wahbah al-Zuhaili yang mencatatnya kurang lebih 
terdapat di 82 tempat di dalam al-Qur‟an.
4
 Dari keterangan ini, terlihat 
jika shalat dan zakat sebenarnya memiliki “tekanan perintah” yang 
sama, yakni sama-sama wajib dilaksanakan dan tidak boleh 
ditinggalkan.
5
 Sedangkan ayat al-Qur‟an yang menerangkan tentang 
pihak-pihak yang berhak menerima zakat secara khusus tertera dalam 
surat al-Taubah ayat 60 yang berbunyi:  
قَاِب  ْى َوِِف الرِّ ُّ ُب ْْ َؤهََّفِث قُوُ ًُ ْ ا وَال َّ َصالِْْيِ وَاهَْػاِموِْْيَ َغوَْي ًَ
ْ َدقَاُت لِوُْفَقرَاءِ وَال ا الصَّ ًَ  إِجَّ
ُ َغوِْيٌى َذِمْيىٌ وَا ِ َواَّللَّ ٌَ اَّللَّ بِْيِن فَِرْيَضًث ِي ٌِ الصَّ
ِ َواةْ  هَْغارِِيْْيَ َوِِف َشبِْيِن اَّللَّ
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf 
                                                          
4
 Ibid., III, 1792. 
5
Ketika perintah shalat dan zakat sering disebutkan bersamaan dalam satu ayat, maka ini 
menandakan bahwa tidak boleh ada dikotomi di antara keduanya. Tidak tepat apabila berpemahaman 
bahwa shalat merupakan kewajiban prioritas yang tidak boleh dilupakan sementara zakat merupakan 
kewajiban yang berasaskan kesadaran. Mengapa dalam sejarah awal Islam disebutkan bahwa khalifah 
akan memerangi bagi setiap orang yang enggan membayar zakat (mani‟ al-zakat)? Jawabannya adalah 
karena zakat menempati prinsip yang sama sebagai bagian rukun Islam yang harus dijalankan bagi 
setiap pemeluk agama Islam. Apa yang akan membedakan antara muslim dan bukan non-muslim jika 




yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang 
yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang 
sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Bijaksana (QS. Al-Taubah:60) 
 Sumber Hukum Zakat dalam Hadits 
Keberadaan hadits sebagai perinci atas kemujmalan dan 
keumuman ayat al-Qur‟an tentu akan lebih banyak jumlahnya dibanding 
dengan al-Qur‟an itu sendiri. Pasalnya, ayat al-Qur‟an lebih banyak 
menyebutkan perintah zakat secara global tanpa disertai dengan rincian 
tentang tata cara dan ketentuan zakat. Oleh karena itu, dalam buku ini 
hanya akan disebutkan beberapa saja sumber hadits yang membicarakan 
tentang zakat.  
 Hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang rukun Islam    
ٌِ اةْ  َى " ةُِِنَ اإِلْشَلَُم َغ
ُِ وََشوَّ ِ َصَّلَّ اهلُل َغوَْي ا قَاَل/ قَاَل َرُشُْل اَّللَّ ًَ ُّ َْ ُ َخ َر، َرِِضَ اَّللَّ ًَ ٌِ ُخ
َلَةِ، َوإِيَخاءِ ا ِ، َوإِقَاِم الصَّ ًدا َرُشُْل اَّللَّ ًَّ نَّ ُُمَ
َ
ُ وَأ ْن الَ إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ
َ
اَدةِ أ َّ ََكةِ، لََعَ ََخٍْس/ َش لزَّ
ِْْم َرَمَضانَ وَ  ، َوَص  " احَلجِّ
Dari Ibnu „Umar, Rasulullah pernah bersabda “Islam dibangun atas 
lima perkara, 1) bersaksi bahwa tiada selain Allah SWT dan 
sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT, 2) 
mengerjakan shalat, 3) menunaikan zakat, 4) berhaji, 5) puasa 
Ramadhan.
6
   
 Hadits tentang penyempurna Islam  
ْى ََعَم  ُّ َ ُِ َوَشوََّى َقاَل ل نَّ اجلَِِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َغوَْي
َ
ْا/ أ ًُ ْشوَ
َ
َريِْصيِع ِذَْي أ ًُ ْ اِم إِْشََلِيُسْى »ال ًَ ٌْ َت ِي
َْاهُِسىْ  ْم
َ
وا َزََكةَ أ ْن حَُؤدُّ
َ
 «أ
Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda kepada mereka pada 
                                                          
6
Muhammad ibn Isma‟il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (T.Tp: Dar al-Thuq al-Najah, T.Th), I, 
11. Baca pula: Muslim ibn al-Hijaj al-Naisaburi, Shahih Muslim (Beirut: Dar Ihya‟ al-Turats al-






 ketika mereka baru islam seraya bersabda 
“di antara sebagian tanda kesempurnaan Islam Kalian adalah 
membayar zakat harta kalian”.
8
  
 Hadits tentang mandat Rasulullah SAW saat mengutus Muadz bin 
Jabal ke Yaman  
Pada waktu Muadz bin Jabal hendak diutus oleh Rasulullah ke 
Yaman, Rasulullah SAW menyampaikan kepada Muadz bahwa 
ketika sekelompok kaum dari golongan ahli kitab mendatanginya, 
maka Muadz diminta untuk mereka agar mengucapkan kalimat 
syahadat. Jika mereka ta‟at kepadamu dengan seruan itu, maka 
Rasulullah melanjutnya dengan perintah:    
 َ نَّ اَّللَّ
َ




ْى أ ُِ ٍْْم َوحَلْوٍَث، فَإِْن  َْاٍت ِِف ُُكِّ يَ ْى ََخَْس َصوَ ِّ َرَض َغوَْي
قَْد فَ
ْى َذُُتَدُّ لََعَ  ِّ ِ ْغََِيائ
َ
ٌْ أ ْى َصَدقًَث حُْؤَخُذ ِي ِّ َرَض َغوَْي
َ قَْد فَ نَّ اَّللَّ
َ
ْى أ ُِ ْخِِبْ
َ
لََك ةَِذلَِك، فَأ
ْى،.....  ِّ ِ    «ُذَقرَائ
Kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah SWT telah 
mewajibkan mereka shalat lima waktu pada siang dan malam. 
Apabila mereka ta‟at kepadamu dengan itu, maka kabarkanlah 
kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan 
mereka untuk shadaqah (zakat) yang diambil dari mereka yang 




 Ancaman bagi yang menolak membayar zakat 
Terdapat beberapa hadits yang memberikan informasi tentang 
sanksi bagi yang menolak membayar zakat. Beberapa di antara 
adalah sebagai berikut :  
ُِ وََشوََّى/   ِ َصَّلَّ اهلُل َغوَْي نِْيَ »قَاَل َرُشُْل اَّللَّ ُ ةِالصِّ ُى اَّللَّ ُِ ََكةَ إاِلَّ اْبَخََل ٌْْم الزَّ َََع قَ   «َيا َي
                                                          
7
 Istilah al-Muraisi‟ diambil dari nama sebuah sungai dekat perkampungan Bani Musthaliq. 
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Rasulullah SAW bersabda: “golongan orang-orang yang tidak 




Sebuah riwayat dari Ibnu „Umar bahwa Rasulullah pernah 
bersabda: 
َعُروا ًْ ائُِى لَْى ُح َّ اَل اْْلَ ْْ َ اءِ، َول ًَ ٌَ الصَّ ْا اهَْقْعَر ِي ْى، إاِلَّ ُيَُِػ ِّ ِ َْال ْم
َ
ْا َزََكةَ أ ََُػ ًْ  .....َولَْى َح
“Bila mereka tidak mengeluarkan zakat, berarti mereka 
menghambat hujan turun, seandainya binatang ternak tidak 
ada, pastilah mereka tidak akan diberi hujan”.
11
 
ُِ وََشوََّى/ " َيا  ا قَاهَْج/ قَاَل َرُشُْل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َغوَْي َّ َْ ٌْ ََعئَِشَث َرِِضَ اهلُل َخ َخ
 ُُ وََمْخ ِْ
َ
َدقَُث َيااًل إاِلَّ أ  ." َخاهََعِج الصَّ
Dari „Aisyah ra., Rasulullah pernah bersabda: “apabila 
sedekah (zakat) bercampur dengan kekayaan yang lain, maka 
kekayaan itu dapat binasa”.
12
 
ُِ وََشوََّى/ "  ِ َصَّلَّ اهلُل َغوَْي ، قَاَل/ قَاَل َرُشُْل اَّللَّ ُُ َْ ُ َخ َرْيَرةَ َرِِضَ اَّللَّ ُِ ِِب 
َ
ٌْ أ ٌْ َخ َي
ْقَرَع ََلُ َزبِيَتَخاِن 
َ
َْْم اهِقَياَيِث ُشَخاًَع أ ُُ ُيثَِّن ََلُ َياَُلُ يَ ُ َيااًل، فَوَْى يَُؤدِّ َزََكحَ آحَاهُ اَّللَّ
 ُِ ِزَيَخْي ّْ ُخُذ ةِوِ
ْ





ْى َلْنُ  ُّ َ َْ َخًْرًا ل ُِ  ُِ ٌْ َفْضوِ ُ ِي ُى اَّللَّ ُِ ا آحَا ًَ ِ ٌَ َحْتَلوَُْن ة ي ِ
ََّ َك، ُثىَّ حََلَ/ ََواَل َْحَْصََّنَّ ا
ْرِض 
َ
اوَاِت وَاْْل ًَ ِ ِيًرَاُث الصَّ َْْم اهِْقَياَيِث َوَّلِلَّ ُِ يَ ِ ْا ة
َّْقَُْن َيا ََبِوُ ْى َشُيَع ُّ َ َْ ََشٌّ ل ُِ ةَْن 
ا تَ  ًَ ِ ُ ة وَُْن َختًٌِر( "]آل غًران/ وَاَّللَّ ًَ  [081ْػ
Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW bersabda: barang 
siapa yang Allah SWT anugerahkan harta kepadanya tetapi 
tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia 
akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat 
berbisa dan snagat menakutkan dengan dua bintik di atas 
kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil 
berteriak, “saya adalah kekayaanmu, saya adalah kekayaanmu 
yang kau timbun-timbun dulu”, Nabi kemudian membaca ayat 
“sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta 
yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya 
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menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. 
sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta 
yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya 
di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang 
ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang 
kamu kerjakan”(QS. Ali Imran: 180).
 13
 
Riwayat dari Abu Hurairah ra., Rasulullah bersabda: 
 ُِ ٍث، اَل يَُؤدِّي »وََشوََّى/ قَاَل َرُشُْل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َغوَْي ٍب َواَل فِضَّ َِ ٌْ َصاِذِب َذ َيا ِي
ا ِِف  َّ ْذِِمَ َغوَْي
ُ
ٌْ ٍَاٍر، فَأ َرْج ََلُ َصَفائُِد ِي ُْْم اهِْقَياَيِث، ُصفِّ ا، إاِلَّ إَِذا ََكَن يَ َّ ا َذقَّ َّ َْ ِي
 ًَ رُهُ، ُُكَّ ّْ ُُ َوَظ َُ ُُ وََحتِي ُت َْ ا َح َّ ِ َْى ة َََّى، َذُيْم َّ ٍْْم ََكَن ٍَارِ َح





ا إََِل اْل ، إِيَّ ُُ ٍََث، َذَّتَّ ُحْقََض َبْْيَ اهِْػَتاِد، َذًَرَى َشبِيوَ هَْف َش
َ
ِيْقَداُرهُ ََخِْصَْي أ
ا إََِل اجلَّارِ   «َوإِيَّ
Rasulullah SAW bersabda: “pemilik emas dan perak yang tidak 
menunaikan kewajibannya (zakat), maka pada hari kiamat ia 
akan diseterika dengan setrika dari neraka yang dipanaskan 
dengan api neraka, lalu digosokkan ke rusuk, muka dan 
punggungnya. Ketika sudah dingin, maka terus menerus 
diulangi selama kurang lebih lima puluh ribu tahun hingga di 




 Sumber Hukum Zakat dalam Riwayat Sahabat 
Sebagai kelompok yang paling paham tentang ajaran Islam pasca 
Rasulullah karena menjadi murid yang diajari langsung oleh Rasulullah, 
banyak sahabat juga memberi penegasan terhadap eksistensi zakat 
sebagai bagian dari ajaran Islam yang sangat prinsip. Bahkan beberapa 
di antara mereka juga pernah memberikan statemen keras tentang 
masalah ini. Berikut pernyataan tegas sebagian sahabat dalam urusan 
zakat.  
 Ancaman perang dari Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq  
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َق َبْْيَ  ٌْ فَرَّ ٌَّ َي قَاحِوَ
ُ
ْْ ةَْسٍر/ وَاهللِ َْل ةُ
َ
ََكةِ قَاَل أ ََلةِ وَالزَّ  الصَّ
Abu Bakar as-Shiddiq pernah menyatakan: “Demi Allah, 
saya benar-benar akan memerangi mereka yang membeda-
bedakan (secara dikotomi) antara shalat dan zakat”.
15
  
 Dikotomi shalat dan Zakat menurut Ibnu Mas‟ud 
ََا َخْتُد الرَّْحَ  َث ِِب َذدَّ
َ
ٌْ أ ِِب إِْشَراَق، َخ
َ
ٌْ أ ائِيَن، َخ ٌْ إِْْسَ ، َخ ِديٍّ ّْ ٌُ َم ٌِ ْب
 ِ ٌْ َخْتِد اَّللَّ َِْص، َخ ْذ
َ
ََكةَ فَََل  اْْل ََلةَ َولَْى يَُؤدِّ الزَّ قَاَم الصَّ
َ
ٌْ أ ٍْْد ، قَاَل/ َي ٌِ َمْصُػ
اةْ
 َصََلةَ ََلُ 
... Abdullah ibn Mas‟ud bernah berkata: “barangsiapa yang 
menjalankan shalat dan tidak pernah membayar zakat, maka 
tidak ada (catatan) shalat baginya”.
16
  
3. Kedudukan zakat 
Bagi umat Islam, zakat memiliki kedudukan yang cukup sentral dalam 
penegakan Islam, bahkan zakat dipandang sebagai pilar bagi rukun Islam. 
Hal ini tercermin dari hadis Nabi SAW yang berbunyi :  
َلَةِ  ًدا َرُشُْل اهللِ َوإِقاَِم الصَّ ًَّ ْن ُُمَ
َ
ْن الَ إَِلَ إاِلَّ اهلُل وَأ
َ
َوإِيْخاَِء ةُِِنَ اإِلْشَلَُم لََعَ ََخٍْس / َشّاََدةِ أ
ِْم َرَمَضاَن وََذجِّ  ََكةِ َوَص ُِ َشبِْيأل الزَّ ٌِ اْشَخَعاَع إحَِلْ ًَ ِ  اْلَْيِج ل
Disamping sebagai pilar dari rukun Islam, keberadaan zakat dipandang 
sangat serius menurut Tuhan. Hal itu terbukti adanya seruan Tuhan pada 
umat Islam agar membayarkan zakat yang selalu berdampingan dengan 
seruan melaksanakan shalat. Zakat juga menjadi bukti jika seseorang 
bertakwa kepada Allah swt. Selain itu, kedudukan zakat juga dapat menjadi 
wasilah terwujudnya maqashid al-syariah. 
 
 
                                                          
15
Badruddin al-„Aini, „Umdatul Qari Syarh Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar Ihya‟ al-Turats al-
„Arabiy, T.Th), I, 183. 
16





4. Fungsi dan Tujuan zakat 
Ada sejumlah fungsi yang dapat dirasakan dari adanya syariat zakat. 
Beberapa fungsi tersebut di antaranya : 
 Fungsi moral 
Dengan berzakat, diharapkan setiap orang mampu menjadi pribadi 
yang tidak tamak, tidak serakah, dan tidak terlalu ambisi untuk mencari 
dunia. Zakat juga membangun kesadaran bahwa semua harta yang dimiliki 
adalah titipan Tuhan. Ketika pemilik hakiki menghendaki agar sebagian 
harta yang dititipkan kepada kita untuk dibagikan kepada orang yang 
membutuhkan, maka kita harus tunaikan itu. Meskipun Islam menghargai 
hak milik pribadi, tetapi seluruh harta yang telah diakumulasi tersebut 
memuat sebagian milik orang lain.    
 Fungsi sosial 
Zakat secara sosial dapat berfungsi sebagai jaminan sosial bagi para 
orang-orang yang berada dalam garis kemiskinan sehingga tetap bisa hidup 
layak seperti orang lain pada umumnya. Islam melarang membiarkan ada 
umat yang hidup di bawah rata-rata. Hidup layak adalah hak semua orang. 
Oleh karena itu, kehadiran Islam bertujuan untuk memberikan jaminan 
hidup layak bagi setiap orang.     
 Fungsi ekonomi 
Secara ekonomi, zakat dapat menjadi jembatan distribusi kekayaan 
sehingga tidak ada lagi kekayaan yang hanya menumpuk di segelintir 
orang-orang kaya saja. Selain itu, zakat juga dapat menjadi sumber 
perbendaharaan negara. 
Selain memiliki fungsi moral, sosial dan ekonomi, zakat memiliki 
beberapa tujuan. Beberapa di antara dapat dilihat dalam uraian berikut: 
 Bagi muzakki 




 Melindungi harta muzakki 
 Menumbuhkan harta muzakki dan menjadikannya semakin berkah  
 Menjauhkan muzakki dari sifat kikir dan membiasakan muzaki untuk 
selalu gemar berbagi agar tidak diperbudak dengan materi. 
 Wujud rasa syukur atas semua anugerah dan pemberian yang telah 
Tuhan berikan 
 Bagi mustahik 
 Zakat dapat memenuhi hajat atau kebutuhan bagi para mustahik 
 Menghindarkan diri para mustahik dari sifat hasud maupun iri hati 
terhadap orang-orang yang berkelebihan. 
 Bagi masyarakat umum 
 Menumbuhkan solidaritas sosial di antara sesama 
 Membantu pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi 
masyarakat 
 Menggerakkan ekonomi suatu negara 
 Mengurai penumpukan harta di tengah masyarakat 
 Menjadi solusi mengatasi berbagai penyakit masyarakat, mulai dari 
kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, dan lain-lain. 
5. Objek zakat dan kalkulasinya. 
Pada dasarnya, semua harta yang dapat tumbuh dan berkembang dapat 
dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Hanya saja, jika memandang obyek 
zakat sesuai dengan apa yang tertera di dalam hadits, maka harta wajib zakat 
menjadi terbatas.  
Sekurang-kurangnya ada delapan macam harta yang dikenai zakat 
sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hazm, yakni:  al-dzahab (emas), al-




al-ibil (unta), al-baqar (sapi), al-ghanam (kambing).
17
 Namun mayoritas ulama 
fiqh lebih cenderung memilih jalur qiyas dengan mencari „illat dari delapan 




Seiring dengan perkembangan yang terjadi, varian objek wajib zakat 
menjadi lebih banyak. Pertimbangannya utamanya karena obyek baru yang 
dianggap termasuk wajib zakat memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. 
Menurut ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011, 
zakat dikenakan terhadap harta-harta antara lain:   
a. Zakat Emas, Perak dan Uang (logam mulia dan batu mulia lainnya) 
b. Zakat Surat-surat berharga  
c. Zakat perniagaan atau perdagangan 
d. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan 
e. Zakat peternakan dan perikanan 
f. Zakat pertambangan 
g. Zakat perusahaan 
h. Zakat pendapatan, profesi dan jasa 
i. Zakat barang temuan. 
Berkaitan dengan syarat-syarat harta yang wajib dizakati, Yusuf al-
Qardlawi telah menguraikannya dengan lengkap dalam karyanya fiqh al-zakat. 
Syarat-syarat yang dimaksud antara lain:
 19
    
 Hak milik sempurna 
 Berkembang 
 Mencapai nishab (kecuali rikaz)  
 Lebih dari kebutuhan pokok 
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 Bebas dari hutang 
 Mencapai haul (telah berlalu 1 tahun qomariyah) 
Tentang besaran nishab bagi setiap objek wajib zakat, kadar dan waktu 















Harta kelebihan di atas 
kebutuhan pokok sehari 
Kebutuhan pokok sehari 
yang wajar pada Hari 
















Emas, perak & uang 
Setara 85 gram (emas dan 
uang), 595 gram (perak) 
2,5% Haul 8 asnaf 
Awal haul dihitung 
ketika harta mencapai 
nishab 
Nilai pokok dari 
tabungan, deposito, dan 
surat berharga 
Setara 85 gram emas 2,5% Haul 8 asnaf 
Hasil dari tabungan, 
deposito dan surat 
berharga 
Setara 85 gram emas 2,5% Haul 8 asnaf 
Barang dagangan Setara 85 gram emas 2,5%  Haul 8 asnaf 
Hasil pertanian, 
perkebunan dan hutan 









Peternakan Memiliki ketentuan khusus 
Haul 8 asnaf 
Awal haul dihitung 
ketika harta mencapai 
nishab 
Perikanan Setara 85 gram emas 2,5% 
Pertambangan Setara 85 gram emas 2,5% Haul 8 asnaf 
Awal haul dihitung 
ketika harta mencapai 
nishab 
Pendapatan profesi 




















Setara 85 gram emas 
2,5% Haul 8 asnaf 
Haul sama dengan 
tahun buku Laba sebelum pajak Setara 85 gram emas 
Laba bersih Setara 85 gram emas 
 
C. Evaluasi  
1. Jelaskan makna zakat ! 
2. Sebutkan sumber hukum zakat ! 
3. Bagaimana kedudukan zakat ? 
4. Sebutkan fungsi dan tujuan zakat ! 
5. Sebutkan objek zakat dan jelaskan bentuk kalkulasinya !. 
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MUZAKKI DAN MUSTAHIK ZAKAT DI INDONESIA 
Kompetensi Dasar 
Setelah membaca diktat ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami para pihak 
yang berhubungan langsung dengan zakat, baik sebagai pembayar zakat maupun 
penerimanya. Melalui diktat ini, mahasiswa diharapkan dalam memahami batasan 
seseorang dikatakan sebagai muzakki yang wajib zakat serta kriteria orang-orang 
yang mustahik atau penerima zakat dalam konteks di Indonesia. 
Indikator 
1. Menjelaskan makna muzakki 
2. Menjelaskan ketentuan muzakki 
3. Menjelaskan makna dan kriteria mustahik zakat di Indonesia 
 
A. Pendahuluan  
Membahas pengelolaan zakat berarti juga akan bersinggungan dengan para 
pihak yang menjadi pembayar zakat maupun penerimanya. Orang yang wajib 
membayar disebut sebagai muzakki sedangkan orang yang berhak menerima 
zakat disebut sebagai mustahik zakat. Tanpa memahami keduanya dengan baik, 
tidak mungkin pengelolaan zakat dapat berjalan secara optimal. 
Menurut sejumlah hasil penelitian, masih banyak ditemukan data yang 
menunjukkan jika orang-orang yang seharusnya wajib membayar zakat tidak 
membayarkannya lantaran tidak menyadari bahwa dirinya wajib zakat. 
Pemahaman urusan zakat yang masih terbatas ditambah dengan kesadaran 
masyarakat untuk membayar zakat yang masih rendah sering menjadi faktor 
utama belum optimalnya pengelolaan zakat. Selain persoalan itu muncul dari 
pihak muzakki selaku yang wajib zakat, persoalan lain yang tidak kalah penting 
adalah para pihak yang berhak menerima zakat atau mustahik. Tidak jarang 




yang masih kurang sesuai.  
Atas dasar persoalan yang telah diuraikan di atas, diktat ini mencoba 
menguraikan definisi muzakki dan ketentuannya, serta makna mustahik zakat 
beserta kriteria dalam konteks di Indonesia.   
B. Pembahasan  
1. Makna muzakki 
Secara bahasa, Muzakki berarti orang yang membersihkan. Namun 
secara istilah, muzakki adalah orang yang (wajib) membayar zakat.
21 
Jika 
mengacu pada Undang-Undang Zakat yang berlaku di Indonsia, dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
dikemukakan bahwa muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang 
berkewajiban menunaikan zakat.
22    
Kewajiban ini berlaku bagi semua kalangan, baik laki-laki maupun 
perempuan, anak-anak atau orang dewasa, hamba sahaya ataupun orang 
merdeka. Pendapat ini didasarkan pada hadits Ibnu Umar yang berbunyi:  
Sesungguhnya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah bagi setiap 
orang Islam, baik merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, 
anak-anak atau orang dewasa, sebanyak satu sha‟ kurma atau satu 
sha‟ gamdum. (HR. Imam Muslim) 
2. Ketentuan muzakki 
Para ulama telah bersepakat jika zakat hanya diwajibkan kepada 
seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan 
dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu.
23
 Sementara Abdurrahman al-
Jazairi menyampaikan bahwa syarat berlakunya wajib zakat apabila 
seseorang tersebut telah baligh, berakal, dan Islam. Oleh sebab itu, bagi 
anak-anak dan orang gila yang mempunyai harta –menurut tiga imam 
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kecuali Hanafiyyah– wajib dikeluarkan zakatnya yang dibebankan kepada 
walinya. Menurut Hanafiyyah tidak wajib zakat. Sementara harta orang kafir 
tidak wajib zakat.
24 
   
Adapun ketentuan berlakunya kewajiban zakat fitrah bagi kalangan 
yang telah disebutkan di atas baru terjadi jika telah memenuhi tiga 
persyaratan sebagaimana yang disinggung dalam kitab Bidayatul Mujtahid, 
yaitu; Islam, menemukan waktu terbenamnya matahari (hari penghabisan 
bulan Ramadhan), dan mempunyai kelebihan harta melebihi keperluan 
makan untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya saat 
datangnya kewajiban membayar zakat.
25  
 
3. Makna dan kriteria mustahik zakat di Indonesia 
Tujuan dari ada poin pembahasan tentang makna dan kriteria mustahik 
zakat dimaksudkan agar penyaluran zakat menjadi lebih tepat sasaran. Salah 
dalam menentukan makna maupun kriteria pada berujung pada kegagalan 
dalam penyaluran zakat yang efektif dan efisien. Lebih dari itu, dapat 
berpotensi terjadi tumpang tinding redistribusi.   
Orang yang berhak menerima Zakat disebut sebagai mustahik zakat 
(asnaf). Di antara orang-orang yang masuk dalam kategori mustahik zakat 
jumlahnya ada delapan sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur‟an surat 
al-Taubah ayat 60 sebagai berikut: 
ا ًَ َدقَاُت  إِجَّ َصالِْيِ  لِوُْفَقرَاءِ  الصَّ ًَ ْ ا وَاهَْػاِموِْيَ  وَال َّ َؤهََّفثِ  َغوَْي ًُ ْ ىْ  وَال ُّ قَاِب  َوِِف  قُوُُْب  الرِّ
ِ  َشبِينِ  َوِِف  وَاهَْغارِِيْيَ  ٌِ  اَّللَّ
بِينِ  َواةْ ٌَ  فَِريَضثً  الصَّ ِ  ِي ُ  اَّللَّ  )06/ اتلْبثَ  َذِميىٌ  َغوِيىٌ  َواَّللَّ
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang 
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam 
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perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah: 60). 
Berdasarkan ayat di atas, secara umum mustahik sebagai pihak 
penerima zakat dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Kategori 
pertama, mustahik yang dapat menggunakan harta zakatnya mutlak. Mereka 
antara fakir, miskin, amil, dan muallaf. Kategori kedua, mustahik yang hanya 
dapat mempergunakan harta zakat sesuai peruntukannya. Yang termasuk 
dalam kategori kedua ini adalah riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil.  
Pembagian di atas didukung oleh Fakhrudin ar-Razi dalam Tafsir al-
Kabir dimana ia menguraikan perbedaan faedah dari masing-masing huruf 
jer yang terdapat dalam surat al-Taubah ayat 60 tersebut. Menurutnya, Allah 
SWT  menetapkan zakat terhadap empat sasaran pertama menggunakan 
huruf jer (lam) yang berarti menunjukkan kepemilikan penuh, sementara 
empat sasaran kedua menggunakan huruf jer (fi) yang berarti ada tujuan 
khusus dengan diberikannya zakat.
26 
 Itu artinya, zakat yang disalurkan 
kepada fakir, miskin, amil dan muallaf terserah akan digunakan untuk apa 
saja dan bebas dimanfaatkan sesuai kehendak mereka. Berbeda dengan 
empat sasaran kedua dimana mereka tidak dapat menggunakan harta zakat 
sembarangan, harus sesuai dengan peruntukannya. Zakat bagi riqab berarti 
untuk memerdekakan diri dari tuannya, zakat bagi gharim berarti untuk 
melunasi hutang yang menjadi tanggungannya, zakat bagi sabilillah berarti 
untuk kepentingan jihad di jalan Allah, dan zakat bagi ibnu sabil berarti 
untuk memenuhi kebutuhan selama perjalanan mencapai tempat tujuan.  
Pengarang kitab Al-Mughni juga menambahkan, bagi empat sasaran 
pertama mustahik zakat tidak ada kewajiban atas mereka untuk 
mengembalikan zakat dalam kondisi bagaimanapun. Berbeda dengan empat 
sasaran kedua jika zakat tidak digunakan sesuai dengan peruntukan 
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semestinya, baginya wajib untuk mengembalikan zakat yang telah 
diterima.
27
  Ketentuan ini berlaku agar zakat dapat benar-benar dipergunakan 
sesuai dengan fungsi awalnya.  
Adapun makna dan kriteria lebih rinci dari mustahik zakat dalam 
konteks Indonesia akan diuraian dalam pembahasan di bawah ini. 
1) Fakir    
Menurut Imam at-Thabari sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf 
al-Qardlawi menegaskan jika fakir adalah orang yang membutuhkan, 
tetapi dapat menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Sedangkan 
menurut Imam Mazhab (malik, syafi‟i, dan hambali) mengatakan bahwa 
fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan dalam 
memenuhi keperluannya, mulai dari sandang, pangan, papan, tempat 
tinggal atau segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri 
maupun mereka yang menjadi tanggungannya.
28
   
Hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Wahbah az-
Zuhaili. Menurutnya, istilah fakir biasa diterjemahkan dengan orang 
yang tidak mempunyai harta maupun usaha (pekerjaan) untuk menutupi 
kebutuhannya.
29
  Ketiadaan pekerjaan baginya sebenarnya bukan tanpa 
sebab, melainkan ada sesuatu melatarbelakangi sehingga ia tidak 
bekerja. Hanya saja para ahli fikih tidak banyak yang merinci sebab 
tidak bekerja tersebut. Padahal menurut pandangan fikih pula, orang 
yang tidak bekerja tanpa sebab (yang dapat diterima oleh syariat) 
menjadikannya terhalang dari mendapatkan bagian harta zakat.     
Menurut Muchamad Ridho Hidayat dan Irfan Syauqi Beik, secara 
umum definisi yang operasional dari fakir dengan mempertimbangkan 
beberapa pandangan dari ahli fikih dapat ditarik kesimpulan jika „illat 
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dari adanya fakir sebagai bagian dari mustahik berasal dari kemuliaan 
dan ujian yang diberikan Allah. Dengan kata lain, orang-orang yang 
terhalang dari mencari nafkah itu dikarenakan sebab amal dan sebab 
uzur. Sebab amal adalah karena adanya aktifitas keagamaan atau amal 
syar‟i, seperti dakwah, jihad, dan lain-lain. Sementara sebab uzur 
dimaksudkan karena disabilitas yang disandang seseorang. Misalnya 
catat, lumpuh, atau sudah tua. Sebab-sebab inilah yang menjadi „illat 
bagi seseorang sehingga dipandang sebagai orang yang berhak 
menerima zakat atas nama fakir. Karena demikian, para fakir 
mendapatkan penghormatan dan kompensasi berupa zakat untuk 
mencukupi kebutuhan diri maupun tanggungannya.
30
  Adapun bentuk 
pemberian zakatnya bagi kelompok ini lebih bersifat konsumtif, yakni 
untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan konsumsi sehari-hari.   
2) Miskin    
Sebagai orang yang berada di urutan kedua sebagai mustahik 
zakat, miskin dapat dimaknai dengan orang yang walaupun memiliki 
pekerjaan namun penghasilan yang didapatkan belum mampu 
memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara wajar. Gambarannya, 
tingkat kebutuhan yang ia harus penuhi berjumlah 10 tetapi ia hanya 
mampu mewujudkan 8 saja. Di samping itu, kriteria orang miskin yang 
layak mendapat prioritas untuk mendapatkan bagian dari zakat ialah 
mereka yang mampu menahan diri dari meminta-minta. Hal ini sesuai 
dengan pesan surat al-Baqarah ayat 273 dan juga hadits yang pernah 
disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut:      
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ََا َث اجُ  َذدَّ ٌُ  َذخَّ اٍل، ْب َّ َْ ََا ِي َث ِن  ُشْػَتُث، َذدَّ ْخَِبَ
َ
دُ  أ ًَّ ٌُ  ُُمَ ْػُج / قَالَ  ِزيَاٍد، ْب ًِ ةَا َش
َ
 أ
َرْيَرةَ  ُ  َرِِضَ  ُِ ، اَّللَّ ُُ َْ ٌِ  َخ ُِ  اهللُ  َصَّلَّ  اجلَِِّبِّ  َغ ْصِمْيُ  هَيَْس / »قَالَ  َوَشوَّىَ  َغوَْي ًِ ِي ال ََّ  ا




ٌِ  وَاْل ْصِمْيُ  َوهَِس ًِ ِي ال ََّ وْ  َويَْصَخْرِي  ِغًًن، ََلُ  هَيَْس  ا
َ






Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah 
menceritakan kepada kami Syu‟bah telah mengabarkan kepada 
saya Muhammad bin Ziad berkata: Aku mendengar Abu Hurairah 
ra., dari Nabi SAW: “Bukanlah disebut miskin orang yang bisa 
diatasi dengan satu atau dua suap makanan. Akan tetapi yang 
disebut miskin adalah orang yang tidak memiliki kecukupan 
namun dia menahan diri (malu) atau orang yang tidak meminta-
minta secara mendesak”. (HR. Bukhari) 31 
 
Orang-orang yang tergolong miskin memungkinkan mendapatkan 
zakat yang bersifat konsumtif dan bisa juga zakat produktif tergantung 
kondisinya. Jika orang miskin tersebut masih dapat dipacu untuk 
produktif, maka tentu hal itu akan lebih baik. Rasulullah SAW sendiri 
dalam sebuah riwayat pernah memberikan zakatnya kepada orang 
miskin lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan 
lagi.
32 
Adapun anak yatim maupun yatim piatu, ia tidak berhak 
mendapatkan zakat atas nama keyatimannya sebab yatim bukanlah 
termasuk dalam kategori 8 asnaf. Namun anak yatim memungkinkan 
diberi zakat karena bila ia termasuk fakir dan miskin atau salah satu 
bagian mustahik zakat lainnya.  
Status fakir atau miskinnya seseorang, jika ia tidak memiliki 
keahlian dalam suatu bidang pekerjaan atau tertentu, maka ia dapat 
diberi zakat yang sekiranya dapat mencukupi sampai batas umur umum 
orang-orang yang berada di sekitarnya. Namun sebagai catatan, 
pemberian tersebut bukan dalam bentuk uang, melainkan diwujudkan 
benda atau barang-barang yang dapat ia jadikan sebagai passive income 
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baginya. Misalnya seperti dibelikan rumah untuk disewakan yang dapat 
diambil hasilnya olehnya dan dapat mencukupinya.
33
  Dengan begitu, 
zakat yang diberikan hanya sekali tetapi efek manfaat yang ditimbulkan 
bisa berkali-kali dan mampu mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya 
selama hidup sehingga hidupnya tidak lagi terus menerus hanya 
bergantung dari pemberian zakat. 
Adalah menjadi perdebatan pemberian zakat bagi orang 
menganggur yang malas bekerja sementara dirinya berbadan kuat dan 
masih sanggup berusaha menghidupi diri sendiri. Menurut pendapat 
yang tegas dari kalangan Syafi‟i dan Hambali bahwa zakat bagian fakir 
dan miskin tidak boleh diberikan kepada orang kaya, juga kepada orang 
yang masih mampu berusaha secara layak dan dapat mencukupi diri 
pribadi dan keluarganya.
34
   
Orang kaya yang dilarang mengambil zakat adalah mereka yang 
memiliki harta yang wajib dizakati sebanyak satu nishab dengan syarat-
syarat tertentu. Detailnya, menurut Sufyan al-Tsauri Ibnu Mubarak dan 
Ishaq bin Rahawih, orang yang haram menerima atau mengambil zakat 
adalah orang yang memiliki uang 50 dirham atau emas seharga itu, yaitu 
¼ nishab uang.
35
 Namun demikian, mendapat umum mengatakan bahwa 
sebenarnya tidak ada ketentuan baku tentang siapakah yang disebut 
kaya. Seseorang yang dianggap kaya atau miskin diukur dari lapang atau 
sempitnya hidup. bila ia berkecukupan maka haram baginya zakat. 
Sebaliknya, bila masih merasa berkebutuhan maka boleh baginya 
mendapatkan zakat.
36
   
Setiap pengelola zakat dalam menyalurkan zakat kepada fakir 
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maupun miskin perlu mempertimbangkan skala prioritas. Skala prioritas 
dimaksud bukan saja berkaitan dengan mendahulukan pemberian 
kepada pihak yang paling membutuhkan, akan tetapi juga berhubungan 
dengan kepribadian dan perilaku seseorang sehari-hari. Mereka yang 
hari-harinya lebih banyak berperilaku baik tentu saja perlu 
dikedepankan dibanding yang buruk. Hal ini bukan dalam rangka 
diskriminasi satu dengan yang lain, melainkan priotitas terhadap 
kebaikan dan hal-hal yang lebih positif yang cenderung lebih mudah 
untuk dientaskan dan diberdayakan. Zakat akhirnya dapat 
menumbuhkan motivasi bagi seseorang untuk terus berbuat kebaikan. 
Berikut ini hanya sebagai contoh tabel skala prioritas yang dapat 
dipertimbangkan dalam penyaluran zakat. 
3) Amil   
Menurut fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, 
Amil diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang diangkat 
oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat atau 
seseorang/sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan 
disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.   
Dalam rangka mencapai kelancaran pelaksanakan tugas keamilan, 
amil dapat mempergunakan haknya atas zakat. Hak amil yang dimaksud 
berupa bagian tertentu dari zakat yang dimanfaatkan untuk biaya 
operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam. Besaran hak 
tersebut kurang lebih sama dengan hak yang didapat oleh mustahik 
zakat lainnya, yakni 1/8 atau setara dengan 12,5% dari total zakat yang 
berhasil dihimpun. Hak amil ini akan diterima dengan catatan jika amil 
tersebut benar-benar telah menggunakan sebagian besar atau seluruh 
waktu yang dimiliki untuk melaksanakan tugas keamilan. Sekalipun 
termasuk orang kaya, amil tetap berhak menerima zakat karena status 




pertolongan bagi yang membutuhkan.
37      
  
Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 juga menyinggung perihal 
masalah biaya operasional pengelolaan zakat. Pada dasarnya biaya 
tersebut disediakan oleh pemerintah. Jika tidak, maka dapat diambil dari 
dana zakat yang menjadi bagian amil atau sabilillah dalam batas 
kewajaran atau dapat juga diambilkan dari dana di luar zakat. Berkaitan 
dengan gaji amil, Fatwa MUI telah mengatur jika amil zakat telah 
memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta tidak behak menerima 
bagian dari dana zakat yang menjadi bagian dari amil. Namun apabila 
amil tidak mendapat mendapat gaji baik dari negara maupun lembaga 
swasta maka ia berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi 
bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.  
Hendaknya yang bertugas selaku amil zakat hendaknya memiliki 
syarat atau kriteria sebagai berikut: 
38 
 
a) Beragama Islam 
b) Mukallaf (baligh dan berakal) 
c) amanah 
d) Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal 
lain yang terkait dengan tugas amil zakat. 
Selain syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, ada syarat lain 
yang perlu dimiliki oleh setiap amil antara lain; adil, sabar, visioner, 
optimis, profesional, serta memiliki kemampuan enterpreneur dan 
manajerial yang baik. Sebab, kemampuan enterpreneur dan manajerial 
akan mendorong terlaksanya pengelolaan zakat yang lebih optimal. 
4) Muallaf  
Pada umumnya, muallaf sering dipahami sebagai orang yang baru 
masuk Islam. Secara panjang lebar, Yusuf al-Qardlawi telah 
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menguraikan makna serta klasifikasi muallaf. Ia mengatakan bahwa 
muallaf adalah mereka yang diberikan harta zakat dalam rangka 
mendorong mereka untuk masuk islam, atau mengkokohkan keislaman 
mereka, atau agar condong dan berpihak kepada Islam, atau untuk 
menolak keburukan mereka terhadap kaum muslimin atau 
mengharapkan manfaat dan bantuan mereka dalam membela kaum 
muslimin, atau agar mereka dapat menolong kaum muslim dari musuh 
mereka, atau yang semisalnya.
39
   
Uraian ini menegaskan bahwa muallaf diberi zakat atas motif 
keimanan dan keagamaan, bukan karena ia termasuk orang yang 
membutuhkan atau tidak mampu. Dengan demikian, sekalipun muallaf 
orang yang kaya tetap berhak mendapatkan bagian dari zakat.     
Hal yang sama juga disampaikan oleh Hermien Triowati bahwa 
muallaf memiliki beberapa pengertian, yaitu orang yang diharapkan 
kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap 
Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau 
harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan 
menolong kaum muslimin dari musuh.
40 
 Lebih lanjut, Sayyid Sabiq 
dalam kitab Fiqhu al-Sunnah mengatakan bahwa ulama fikih telah 
mengklasifikasikan muallaf ke dalam dua kategori, yaitu muallaf 
muslim dan muallaf kafir.
41 
  
Muallaf muslim terdiri dari empat kelompok, yakni : 
1) Para tokoh kaum muslim yang memiliki pengikut atau teman dari 
kalangan orang-orang kafir.  
2) Orang-orang muslim yang imannya lemah, tetapi dihormati dan 
ditaati oleh kaumnya. 
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3) Kelompok muslim yang berada di perbatasan wilayah musuh.  
4) Kaum muslimin yang dibutuhkan bantuannya untuk mengambil 
zakat dari orang-orang yang tidak mau membayarnya, kecuali 
melalui kekuatan dan pengaruh kaum muslimin tersebut.
42
 
Sedangkan muallaf kafir terdiri dari dua kelompok, yaitu ; 1). 
orang yang diharapkan keimanannya dengan pemberian zakat 
kepadanya, dan 2) orang kafir yang dikhawatirkan melakukan tindakan 
buruk terharap Islam.
43
   
Melihat hasil klasifikasi dari makna muallaf, dapat disimpulkan 
jika orang yang tidak Islam (kafir) dapat dimasukkan dalam kategori 
orang yang memungkinkan diberi zakat dari kaum muslimin. Hal ini 
dimaksudkan atas pertimbangan jihad maupun dakwah. Sebab jalan 
jihad kepada orang-orang kafir bisa ditempuh dengan tiga jalan, yakni 1) 
dengan mengemukakan dalil dan argumentasi, 2) dengan jalan paksaan 
dan kekerasan, dan 3) dengan jalan pemberian dan kebaikan.
44
 Karena 
demikian, keberadaan zakat dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad 
dan dakwah melalui jalan pemberian dan kebaikan.  
Seiring dengan perubahan zaman, adakalanya penyaluran zakat 
kepada muallaf tidak langsung kepada yang bersangkutan. Zakat dapat 
disalurkan melalui lembaga-lembaga dakwah yang bertugas 
menyebarluaskan Islam di daerah-daerah terpencil maupun suku-suku 
pedalaman yang masih jauh dari pengenalan Islam. Adapun lembaga 
lain yang juga dapat menjadi mediator penyaluran zakat bagi muallaf 
yaitu lembaga-lembaga yang biasa memberikan training keislaman bagi 
mereka yang baru saja masuk Islam. Di antaranya seperti Muallaf 
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Center Indonesia, Muallaf Center BAZNAS, Muallaf Center PBNU, dan 
lembaga lain yang secara khusus menangani perihal urusan muallaf. 
5) Riqab   
Makna dasar dari riqab adalah budak. Sebagian ulama 
menganggap jika manivestasi dari riqab adalah budak mukatab. Budak 
mukatab berarti budak yang telah membuat kesepakatan maupun 
perjanjian dengan tuannya bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta 
untuk membebaskan dirinya. Selain itu, penggunaan bagian zakat atas 
riqab dapat diwujudkan melalui pembelian budak lalu dibebaskan. 
Semangat penghapusan perbudakan ini tercermin dalam al-Qur‟an surat 
al-Balad ayat 11 sampai 13 yang artinya “tetapi Dia tiada menempuh 
jalan yang mendaki lagi sukar (11). tahukah kamu Apakah jalan yang 
mendaki lagi sukar itu? (12). (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan 
(13)”. 
Walaupun menurut kesepakatan dunia internasional sistem 
perbudakan telah sepakat untuk dihapus, tetapi nilai-nilai perbudakan 
bisa saja masih dapat ditemukan.   
6) Gharimin   
Gharim merupakan orang yang terlilit hutang dan ia tidak dapat 
melunasinya. Yusuf al-Qardlawi menjelaskan, kalangan madzhab 
maliki, syafi‟i, dan Hambali membagi orang yang termasuk gharim ke 
dalam dua kategori, yaitu; gharim untuk kepentingan diri sendiri 
maupun keluarga, dan gharim untuk kemaslahatan masyarakat umum.
45
 
a. Gharim untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga 
Orang-orang yang masuk dalam kategori ini adalah mereka 
yang berhutang demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai 
dari sandang, pangan dan papan keluarganya, untuk kebutuhan 
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pengobatan, atau renovasi tempat tinggalnya. Kebutuhan yang 
dimaksud ukurannya adalah standar kebutuhan hidup layak, bukan 
dalam rangka kebutuhan yang bersifat gengsi.  
Secara khusus, kondisi gharim ini dilatar belakangi oleh 
musibah menimpa mereka, sehingga mengakibatkan harta mereka 
rusak dan hanyut oleh banjir, kebakaran, gempa dan kejadian 
lainnya yang diluar kontrol manusia (force majure). 
Ada beberapa persyaratan bagi orang-orang memiliki hutang 
sebagaimana deskripsi di atas sehingga mereka bisa mendapatkan 
bagian dari harta zakat. Persyaratan tersebut yaitu ; 46  
1) Dia dalam keadaan fakir atau miskin dan tidak memiliki 
sesuatu yang digunakan untuk melunasi hutangnya.  
2) Dia berhutang bukan untuk tujuan maksiat, seperti mabuk, zina, 
judi, dan lain sebagainya yang dilarang dalam agama. 
Termasuk sebagai maksiat yaitu menghambur-hamburkan dan 
berfoya-foya dengan hartanya (hedonisme).  
3) Utang yang ditanggungnya telah jatuh tempo. 
4) Utang yang ditanggung adalah utang yang apabila tidak 
dibayarkan, maka yang bersangkutan dapat ditahan (dipenjara).      
Apabila yang banyak berhutang (gharim) meninggal, maka 
menurut Imam Nawawi di kalangan madzhab syafi‟i terdapat dua 
pendapat dalam konteks pendistribusian zakat untuknya. Pertama, 
zakat tidak boleh disalurkan untuk melunasi hutang orang yang 
sudah meninggal. Kedua, zakat boleh disalurkan untuk melunasi 
hutang gharim yang meninggal dengan pertimbangan keumuman 
dari ayat sehingga tidak dibedakan antara gharim yang masih hidup 
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maupun yang sudah meninggal.
47 
     
b. Gharim untuk kemaslahatan masyarakat umum.  
Orang-orang yang masuk dalam kategori ini adalah mereka 
yang berhutang demi mendamaikan pihak yang bertikai meskipun 
yang bertikai adalah orang kafir dzimmi. Lebih lanjut, Yusuf al-
Qardlawi menambahkan jika gharim untuk kemaslahatan umum 
tidak terbatas pada urusan mendamaikan kelompok yang bertikai, 
melainkan juga mencakup orang-orang yang bergerak untuk 
kepentingan sosial yang diperintahkan agama, seperti yayasan yang 
merawat anak yatim-piatu, rumah sakit bagi orang miskin, lembaga 
pendidikan maupaun pengabdian bagi masyarakat.
48
 Penyaluran 
zakat oleh amil kepada yayasan sosial tersebut perlu hati-hati agar 
tidak salah menyalurkan kepada yayasan abal-abal (bodong). 
7) Sabilillah 
Secara bahasa, sabilillah dapat diartikan sebagai jalan Allah. 
Makna dasar dari sabilillah dapat mencakup segala tindakan yang tujuan 
utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah, baik yang bersifat 
wajib, sunnah, atau lainnya.   
Sabilillah dapat diartikan sebagai orang yang berada di jalan 
Allah. Makna sabilillah menurut para ahli fikih umumnya dipahami 
sebagai golongan yang berperang namun tidak memiliki gaji yang 
tetap.
49
 Mereka tetap mendapat bagian dari zakat walaupun mereka 
termasuk orang yang kaya. Pemberian zakat tersebut sebab status 
mereka sebagai pejuang, bukan atas dasar ketidakmampuan mereka dari 
segi ekonomi. Melalui zakat, semua kebutuhan selama berjuang dan 
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Menurut Sayyid Sabiq, istilah sabilillah telah mengalami 
perluasan makna setelah menimbang menunjukan lafadznya yang 
bersifat umum. Oleh karena itu, sebagian ulama memasukkan segala 
sesuatu yang bertujuan dan bernilai jihad fi sabilillah (berjuang di jalan 
Allah) termasuk juga sabilillah sehingga berhak mendapatkan zakat. 
Misalnya pembangunan rumah sakit militer, armada perang, dan segala 
sesuatu yang dibutuhkan bagi prajurit dan tentara selama masa 
peperangan. Bahkan, di zaman sekarang, pihak-pihak yang tidak kalah 
pentingnya mendapatkan alokasi zakat atas nama sabilillah adalah 
mereka para juru dakwah yang mengajak kepada Islam dan perdamaian. 
Pemenuhan kebutuhan bagi juru dakwah Islam perlu dipenuhi 




Sebagian ulama kontemporer ada yang memasukkan masjid, 
pembangunan pesantren, lembaga pendidikan, perpustakaan, atau 
mereka yang berstatus sebagai pelajar baik di lembaga pendidikan 
formal maupun di pesantren.   
8) Ibnu Sabil  
Ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan bekal selama perjalanan. 
Perjalanan yang dimaksud bukan untuk tujuan kemaksiatan. Ibnu sabil 
berhak diberi biaya guna untuk mencukupi kebutuhannya selama 
perjalan menuju tempat tujuan. Adapun ukuran perjalanan yang 
memungkinkan seseorang dikategorikan sebagai ibnu sabil ialah ketika 
jarak perjalanannya telah sampai pada batas diperkenankannya qashar 
shalat, yakni kurang lebih 80 km.   
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Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Zakat pasal 16 ayat (2), dikatakan bahwa secara umum 
penyaluran zakat kepada delapan macam mustahik mengakomodir pula 
orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, 
orang jompo, penyandang cacat, anak terlantar, para pengungsi dan 
korban bencana alam yang terlantar. 
C. Evaluasi  
1. Jelaskan makna muzakki ! 
2. Sebutkan ketentuan seorang muzakki ! 
3. Jelaskan makna dan kriteria mustahik zakat di Indonesia ! 
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MANAJEMEN FUNDRAISING ZAKAT 
Kompetensi Dasar 
Setelah membaca diktat ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami hal-hal 
yang berhubungan dengan fundraising zakat. Pemahaman fundraising zakat meliputi 
pengertian fundraising, tujuan fundraising zakat, metode fundraising, prinsip dan 
strategi fundraising zakat.  
Indikator 
1. Menjelaskan pengertian fundraising  
2. Menjelaskan tujuan fundraising 
3. Menjelaskan metode fundraising zakat 
4. Menjelaskan prinsip fundraising zakat 
5. Menjelaskan strategi fundraising zakat. 
A. Pendahuluan  
Salah satu kunci keberhasilan bagi entitas dakwah dalam menghimpun 
dana yang berasal dari masyarakat ialah tepat dalam memilih model fundraising 
yang sesuai dengan kebutuhan, tidak asal bergerak namun minim dampak. Bagi 
para pengelola zakat, mengerti dan paham dengan hal-hal yang berhubungan 
fundraising adalah sesuatu yang mutlak. Tidak cukup hanya mengandalkan cara-
cara lama padahal situasi dan kondisi masyarakat terus mengalami 
perkembangan. Dibutuhkan cara-cara terbaru yang dapat mendukung 
keberhasilan setiap lembaga dalam menghimpun dana.    
Beberapa hal yang terkait dengan fundraising yang perlu dipahami antara 
lain pengertian fundraising, tujuan fundraising, metode fundraising zakat, prinsip 
fundraising zakat, dan strategi fundraising zakat. Semua akan diuraikan dalam 





B. Pembahasan  
1. Pengertian fundraising  
Fundraising menurut April Purwanto merupakan proses 
“mempengaruhi” masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau 
perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada 
sebuah organisasi.
52
 Proses mempengaruhi masyarakat terdiri beberapa 
tingkatan, yaitu; memberitahu, mengingatkan dan menyadarkan, mendorong, 
membujuk, memaksa. Dalam rangka menjalankan fundraising, lembaga 
perlu senantiasa melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, maupun transfer 
informasi sehingga pelan-pelan dapat menciptakan maupun meningkatkan 
kesadaran bagi calon donatur untuk melakukan kegiatan program dari suatu 
lembaga.
53
   
Memberitahu merupakan tingkatan yang paling rendah. Ini berguna 
bagi masyarakat yang selama ini masih minim informasi mengenai zakat. 
Setelah masyarakat mengetahui, maka langkah selanjutnya ialah 
mengingatkan dan menyadarkan kepada masyarakat tentang pentingnya 
membayar zakat terutama melalui amil. Pada saat masyarakat telah sadar 
akan kewajibannya sebagai mustahik yang harus membayarkan zakatnya, 
posisi amil dalam konteks ini ialah mendorong dan membujuk agar mustahik 
menyalurkan zakatnya melalui amil. Sementara langkah terakhir yakni 
memaksa masyarakat agar menyalurkan zakatnya. Dalam melaksanakan 
langkah terakhir ini, pihak amil selaku pengelola zakat perlu melakukan 
koordinasi dengan pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif. 
Adanya keterlibatan pemerintah yang bernuansa “memaksa” ini tercermin 
dalam al-Qur‟an surat At-Taubah 103. 
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2. Tujuan fundraising 
Menurut Juwaini, adanya fundraising memiliki tujuan antara lain;  
menghimpun dana, menambah calon donatur, meningkatkan atau 




3. Metode fundraising zakat 
Secara umum, metode fundraising dibagi dua macam, yakni 
“fundraising langsung” dan “fundraising tidak langsung”. Metode 
fundraising langsung berarti melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. 
Sedangkan fundraising tidak langsung berarti mengarah kepada 
pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi pada 
saat itu. Berikut ini adalah uraian dari teknik fundraising langsung maupun 
tidak langsung yang dapat digunakan oleh setiap pengelola zakat (amil). 
a) Fundraising langsung (direct fundraising) 
Fundraising langsung dapat dipakai oleh amil ketika berinteraksi 
bersama calon muzakki yang konversi berzakatnya cukup tinggi 
sehingga respon terhadap kebutuhan layanan bagi calon muzakki dapat 
dilakukan secara seketika (langsung). Dengan menggunakan metode 
fundraising langsung, seandainya calon muzakki sudah berkeinginan 
untuk berzakat setelah mendapatkan promosi dari fundraiser, maka ia 
dapat dengan mudah membayarkan zakatnya karena kelengkapan yang 
dibutuhkan selama prosesi pembayaran zakat telah tersedia semua. Ada 
beberapa contoh dari fundraising langsung, di antaranya: 
1) Kampanye 
2) Iklan respon 
3) Direct mail (biasa dan elektronik) 
4) Telemarketing 
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5) Direct dialogue, 
6) Konter  
b) Fundraising tidak langsung (indirect fundraising) 
Metode fundraising tidak langsung merupakan sebuah metode yang 
dipakai dengan tidak melibatkan langsung partisipasi dari muzakki. Pada 
intinya, implementasi dari metode ini ialah dengan membangun citra 
(brand) suatu lembaga agar lebih kuat tanpa ada upaya untuk langsung 
menggiring para calon muzakki agar menyalurkan zakatnya kepada 
lembaga tersebut. Masyarakat dibiarkan tahu (aware) terlebih dahulu 
sehingga menjadi senang lalu tertarik (interest) dengan kegiatan-kegiatan 
yang diselenggarakan oleh lembaga. Ketika masyarakat sudah tertarik, 
maka besar kemungkinan mereka menjadi menyalurkan donasi zakatnya 
kepada lembaga tersebut. Pelaksanaan metode fundraising tidak langsung 
juga dapat melibatkan pihak ketiga baik institusi atau perorangan yang 
memiliki pengaruh agar mengenalkan kepada masyarakat luas tentang 
urgensi penyaluran zakat melalui amil.           
4. Prinsip fundraising zakat 
Dalam rangka menjalankan proses fundraising atau pengumpulan 
dana, minimal ada 3 prinsip pokok aman yang harus dipatuhi dan 
diperhatikan oleh setiap pengelola zakat. Ketiga prinsip tersebut yaitu; 
prinsip aman regulasi, prinsip aman syar‟i, dan prinsip aman manajemen. 
Uraian dari ketiga prinsip ini adalah sebagai berikut:
55
 
1) Prinsip aman regulasi 
Prinsip aman regulasi artinya pengelolaan zakat yang dilakukan 
oleh suatu institusi perlu merujuk pada ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. Di samping untuk membangun keseragaman dan kesatuan 
persepsi sebagai pengelola, juga mengantisipasi dan memitigasi 
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terjadinya penyalahgunaan dana. seperti contoh amanah yang 
disampaikan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Bab VIII Pasal 
28 yang menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang dengan sengaja 
bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian 
atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang”. 
Munculnya ketentuan ini bukan bermaksud mempersempit setiap 
individu yang ingin ikut terlibat berkontribusi mensukseskan program 
zakat, akan tetapi adanya legalitas bagi setiap pengelola zakat itu 
mendorong lahirnya akuntabilitas dan monitoring bersama sehingga 
akan bisa lebih transparan.  
2) Prinsip Aman Syar’i 
Sebagai salah satu pilar rukun Islam, maka proses pengumpulan 
dana harus mengikuti kaidah-kaidah yang tidak bertentangan dengan 
nilai-nilai syariah. para calon muzakki yang disegmen dan ditarget harus 
sesuai dengan kualifikasi dan kriteria seorang muzaki. Harta yang 
hendak disalurkan oleh setiap muzaki juga harus dipastikan bersumber 
dari kegiatan yang halal. Selain itu, dana zakat perlu dipisahkan dan 
tidak boleh dicampur dengan dana sosial lainnya sebab penyaluran dan 
pendistribusian zakat hanya diperuntukkan bagi mustahik (8 asnaf) 
sesuai ketentuan nash al-Qur‟an. Berbeda dengan dana sosial lain seperti 
infak dan shadaqah yang tidak ada ketentuan khusus bagi penerimanya.  
3) Prinsip Aman Manajemen. 
Zakat yang merupakan harta pemberian wajib dari seorang muzaki 
untuk para mustahik yang dikelola oleh amil menuntut adanya 
pengelolaan yang baik, profesional serta transparan. Mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga monitoring evaluasi, 
semuanya akan berjalan sesuai harapan jika pola manajemen yang 
dipakai mengikuti standar ketentuan yang berlaku. Minimal dalam 




dengan menyampaikan laporan penerimaan dana sesuai dengan 
sumbernya. Dengan begitu, tujuan utamanya dari gerakan zakat 
kemungkinan besar akan dapat terlaksana dengan baik. 
5. Strategi Fundraising Zakat 
Proses mempengaruhi dan mengedukasi masyarakat agar menyalurkan 
zakat melalui amil adalah kunci utama atas keberhasilan zakat sebagai 
problem solving di tengah masyarakat. Pasalnya, selama ini ditemukan 
banyak fakta yang menunjukkan jika kesadaran dan pengetahuan masyarakat 
terhadap kewajiban zakat masih sangat rendah. Dengan adanya fenomena 
semacam ini, tidak heran jika besarnya potensi zakat menjadi tidak bisa 
dimaksimalkan. Karena demikian, langkah awal yang perlu dilakukan adalah 
memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat. 
Saat ini, perkembangan teknologi dan infomasi begitu masif terjadi di 
tengah masyarakat. Ini menandakan jika akan terjadi globalisasi besar-
besaran di segala bidang, termasuk cara menyampaikan informasi kepada 
masyarakat yang bukan lagi masih tradisional. Globalisasi semacam ini perlu 
dimanfaatkan bukan saja oleh kalangan industri dan dunia bisnis, tetapi ini 
juga merupakan peluang untuk lebih mengenalkan eksistensi amil sebagai 
pengelola zakat di kancah lokal maupun global. 
Merujuk pada semboyan familiar al-muhafadzah „ala al-qadim al-
shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah (mempertahankan tradisi yang 
masih relevan dan mengadopsi perubahan yang lebih baik), maka langkah 
untuk mengedukasi dan melakukan sosialisasi dapat dilakukan dalam dua 
cara, yakni melalui offline dan online. Offline berarti masih menggunakan 
cara-cara yang masih umum digunakan sebelum-sebelumnya. Beberapa 







 Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 
Pembentukan UPZ dimaksudkan agar jangkauan amil zakat dalam 
rangka menghimpun dana zakat dari masyarakat menjadi semakin luas. 
Tentu hal ini dapat berpengaruh pada pencapaian perolehan zakat. UPZ 
dapat dibentuk di wilayah-wilayah yang mungkin jarang disentuh oleh 
Organisasi Pengelola Zakat. Dengan dibentuknya UPZ sedikit banyak 
dapat membantu melakukan pendataan potensi zakat sekaligus 
pengumpulan database masyarakat. Masyarakat yang menjadi muzakki 
dan masyarakat berhak menerima zakat (mustahik) menjadi dapat 
terdata seluruhnya dengan baik.       
 Pembukaan konter penerima zakat. 
Untuk meningkatkan konversi pembayaran zakat dari masyarakat, 
pembukaan konter penerima zakat menjadi hal yang tidak dapat 
dielakkan. Dengan membuka konter penerima zakat, maka tentu saja hal 
itu sangat membantu masyarakat dalam menyalurkan zakat mereka. 
Kemudahan donasi pada umumnya sangat mempengaruhi tingkat 
keinginan masyarakat dalam berdonasi. Tidak jarang orang menjadi 
tidak menyalurkan zakatnya kepada amil zakat resmi karena tidak 
adanya kemudahan untuk berdonasi. Salah satunya adalah terbatasnya 
jumlah konter penerima zakat.   
 Spesial Event (Gerai Ramadhan) 
Dalam dunia pemasaran, spesial moment menjadi salah satu kunci 
membangun awareness (pengetahuan) masyarakat. Berawal dari 
awareness, tidak menutup kemungkinan menjadi interest (tertarik) dan 
pada akhirnya donate (donasi). Moment Ramadhan dapat difungsikan 
oleh amil untuk mengedukasi masyarakat untuk berzakat melalui amil 
karena Ramadhan pada umumnya dijadikan sebagai bulan untuk 
meningkatkan intensitas beribadah seseorang. Ketika kesadaran 




waktu yang tepat memberikan edukasi masyarakat untuk berzakat 
kepada amil.   
 Kampanye melalui Media Cetak, Media Elektronik, Internet. 
Kampanye termasuk strategi fundraising yang cukup lama dipakai 
masyarakat dan terbilang masih power full untuk dipakai. Sejak adanya 
internet atau digital, jenis kampanye menjadi lebih beragam. Jika dulu 
masih melalui media cetak, maka sekarang sudah bisa dilakukan melalui 
media elektronik dan internet. Kampanye melalui media cetak dapat 
melalui koran, majalah, buletin, buku dan lainnya. Sementara kampanye 
media elektronik dapat dilakukan melalui televisi ataupun radio. Untuk 
saat ini, media internet sangat jauh lebih tinggi tingkat jangkauannya 
dibanding cetak dan elektronik karena masyarakat saat ini lebih akrab 
dengan internet. Kampanye melalui internet dapat berwujud website 
terpadu, media sosial, atau media online lainnya.    
 Kolaborasi dengan tokoh agama. 
Meskipun saat ini strategi fundraising semakin lebih variasi dan 
beragam, namun cara-cara lama yang masih relevan tidak boleh 
ditinggalkan. Cara lama tersebut yakni melibatkan tokoh agama atau 
juru dakwah dalam mengedukasi masyarakat agar membayar zakat bagi 
yang sudah wajib dan menyalurkannya melalui amil. Dalam acara-acara 
keagamaan, tokoh agama dapat mengusung tema atau minimal 
menyisipkan pesan kepada masyarakat pengetahuan tentang zakat dan 
pentingnya menyalurkan zakat melalui amil. Terbukti, dalam sejumlah 
penelitian ditemukan fakta bahwa indeks literasi zakat, khusus 
pengetahuan masyarakat tentang zakat masih didominasi oleh peran dari 
tokoh agama. Untuk itu, amil zakat perlu menjalin kolaborasi bersama 
tokoh agama maupun para akademisi dalam memberikan edukasi 





Proses pengumpulan dan penggalangan dana zakat, infak maupun 
shadaqah saat ini juga dapat dilakukan secara online malalui crowdfunding 
fintech maupun islamic social fund. Beberapa platform crowdfunding dan 
islamic social fund yang telah menjadi mitra amil zakat nasional dalam 
menggalang dana sosial berupa zakat, infaq dan shadaqah di antaranya 
kitabisa.com, benihbaik.com, sharinghappiness.org, solusipeduli.org, 
zakatpedia.com, kebaikanberbagi.id, zakatin.com, zakatkita.org, 
jadiberkah.id, waktumuhijrah.com, amalsholeh.com, dan platform online 
lainnya. Semua ini dilakukan bertujuan untuk memudahkan bagi setiap 
orang yang hendak menyalurkan dana sosialnya bagi mereka yang 
membutuhkan. 
Sebagai upaya untuk mempermudah para muzakki berzakat di era 
digital seperti sekarang, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah 
menyediakan layanan digital pembayaran bagi setiap orang yang hendak 
menyalurkan dana Zakat, Infak dan Shadaqahnya kepada BAZ dan LAZ. 
Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) bisa disalurkan melalui berbagai 
kanal meliputi e-commerce, Apps dan Social Media. E-Commerce yang 
dapat dipakai untuk menyalurkan zakat kepada BAZNAS antara lain 
Elevenia.co.id, Blibli.com, Shopee.co.id, Tokopedia.com, Lazada.com, 
Mataharimall.com, JD.id dan Bukalapak.com. Sedangkan Apps yang 
membuka layanan penyaluran zakat kepada BAZNAS antara lain; 
kitabisa.com, gopay, gopoints, gotix, OVO, Tcash, Kaskus, Invisee, Lenna, 
Mcash, Wisata Muslim, Oorth, Asuransi Jasindo Syariah. Adapun Sosial 
Media meliputi; Oy Indonesia dan Line (Zaki).  
C. Evaluasi  
1. Jelaskan pengertian fundraising ! 
2. Sebutkan tujuan fundraising ! 




4. Jelaskan prinsip fundraising zakat ! 
5. Sebutkan bentuk strategi fundraising zakat ! 
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PEMASARAN AMIL  
Kompetensi Dasar 
Setelah membaca diktat ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami ilmu 
pemasaran amil agar dapat lebih dipercaya sebagai lembaga pengelola zakat. Melalui 
diktat ini pula diharapkan mahasiswa dapat memahami cara mambangun value bagi 
amil sehingga rencana, program dan apa aja yang diharapkan dengan dibentuknya 
amil menjadi terlaksana sesuai harapan. Pemahaman pemasaran amil terdiri dari 
definisi pemasaran, tujuan dari pemasaran, strategi dan taktik pemasaran amil. 
Indikator 
1. Menjelaskan definisi Pemasaran  
2. Menjelaskan tujuan Pemasaran  
3. Menjelaskan strategi Pemasaran Amil  
4. Menjelaskan taktik pemasaran amil  
A. Pendahuluan  
Ada banyak bentuk kegagalan yang dialami oleh suatu lembaga baik yang 
bertujuan profit maupun non profit saat memasarkan produk atau jasa yang 
dimiliki. Namun dari sekian banyak kegagalan itu, salah satunya karena 
ketidaktepatan dalam melakukan pemasaran. Produk atau jasa cenderung 
ditawarkan asal-asalan sehingga hasilnya kurang dapat dirasakan.    
 Demi lebih meningkatkan keberhasilan amil zakat dalam mengenalkan 
program yang dimiliki, dibutuhkan pemahaman yang baik dalam pemasaran. 
Pemahaman yang dimaksud dimulai dari memahami makna pemasaran, tujuan 







B. Pembahasan  
1. Definisi Pemasaran  
Menurut Kotler dan Keller, marketing itu berhubungan dengan 
mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Atau dengan 
bahasa yang lebih singkat, marketing adalah “meeting needs profitably” atau 
memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Agar lebih mudah dipahami, 
Kotler & Keller menganalogikan makna marketing dengan contoh dua 
perusahaan kenamaan, yakni Google dan IKEA. Google menyadari bahwa 
orang-orang butuh akses informasi dari internet yang lebih efektif dan 
efisien. Menyadari kebutuhan orang-orang itulah membuat Google berupaya 
menciptakan mesin pencari yang dapat menjawab kebutuhan tersebut. Hal 
yang serupa juga dilakukan oleh IKEA. IKEA mengamati bahwa orang-
orang ingin memiliki perabotan yang bagus namun dengan harga yang 
sangat terjangkau. Itu adalah awal yang menginisiasi IKEA menciptakan 
knockdown mebel. Dua contoh ini merupakan hasil demonstrasi makna 
pemasaran yang dimaksudkan Kotler.
56
       
Sedangkan American Marketing Association menawarkan definisi 
marketing dengan aktifitas, serangkaian institusi, dan proses untuk 
menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran 




Menurut Tung Desem Waringin, marketing merupakan proses 
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2. Tujuan dan Fungsi Pemasaran  
Secara umum, marketing memiliki tujuan yaitu memperkenalkan 
produk atau jasa kepada calon consumen. Dalam konteks amil zakat, tujuan 
marketing ialah membuat masyarakat menjadi tahu atas keberadaan amil, 
program atau jasa yang amil tawarkan, hingga manfaat menyalurkan zakat 
melalui amil. Singkatnya, marketing buat orang yang tidak tahu akhirnya 
menjadi tahu, dan bagi yang sudah tahu menjadi tertarik.  
Dalam implementasi, tujuan utama suatu lembaga menjalankan 
marketing dalam dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tujuan meningkatkan 
market share, tujuan mind share, dan tujuan heart share. Berikut ulasan 
masing-masing.  
a. Tujuan market share 
Hal utama yang paling diinginkan bagi suatu produsen adalah 
produknya dibeli dan dipakai oleh masyarakat. Begitu juga dengan amil 
zakat. Melalui marketing, amil zakat berharap mereka dipercaya dan 
difungsikan oleh masyarakat sebagai lembaga pengelola zakat.  
Market share bicara soal seberapa besar persentase masyarakat 
yang menyalurkan zakat kepada kita di pasaran dibandingkan dengan 
persentase keseluruhan (termasuk amil zakat lainnya). Tujuan 
marketingnya ialah meningkatkan jumlah pengguna jasa kita sebagai 
amil. Apabila suatu amil zakat sudah berada pada tingkatan market 
leader (pemain utama), itu berarti market share-nya sudah tinggi, 
jangkauannya sudah luas, dan jumlah muzakkinya banyak. Sementara 
second player, marketnya mulai membesar. Adapun sisanya, market 
share-nya tidak sebanyak para pemain utama. Bagaimana cara 
meningkatkan jumlah market share agar semakin besar ? maka hal itu 
tergantung dan kembali pada strategi dan taktik yang dipakai.   
b. Tujuan mind share 




Tujuan mind share berarti membuat sasaran segmen agar aware dan 
terus ingat pada amil zakat tertentu, atau dalam bahasa lain ialah 
membangun kekuatan merk. Melalui marketing, ingin membuat amil 
menjadi merk pertama yang diingat dan cari oleh calon muzakki yang 
ingin menyalurkan zakatnya. Calon muzakki sudah tidak bingung 
kemana zakat harus dibayarkan karena sudah amil zakat tertentu yang 
mereka selalu ingat. Memiliki tawaran program atau jasa yang lebih 
spesifik tentu akan semakin mempermudah masyarakat untuk 
mengingat. Untuk memudahkan pemahaman, berikut ilustrasi 
mudahnya. 
 Amil yang fokus menyalurkan dana zakat dalam bentuk sembako 
bagi warga fakir-miskin adalah amil zakat A.   
 Amil yang fokus menyalurkan dana zakat dalam bentuk beasiswa 
atau sarana pendidikan bagi warga kurang mampu ialah amil zakat 
B 
 Amil yang fokus menyalurkan dana zakat dalam bentuk 
pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah amil zakat C, dan 
seterusnya.    
Dengan demikian, diferensiasi program antar amil dalam konteks 
ini menjadi penting. Tujuan utamanya adalah masing-masing amil dapat 
meningkatkan mind share sesuai segmen yang mereka bidik. Ketika 
ingatan masyarakat pada suatu amil sudah kuat, itu berarti amil tersebut 
memiliki mind share yang tinggi.    
c. Tujuan heart share 
Kepuasan pelanggan merupakan sesuatu yang sangat diharapkan 
setelah konsumen memakai produk atau jasa yang kita tawarkan. Para 
pengguna (muzakki) menjadi “ketagihan” dengan apa yang kita 
tawarkan sehingga mereka akan terus-terus memakai jasa kita. Tujuan 




lebih besar kepada para pelanggan dibanding yang lain dengan melalui 
aktivitas branding (membangun ikatan emosi), memberi service 
(pelayanan) yang terbaik, serta menjalankan process (proses) yang 
maksimal.      
3. Strategi Pemasaran Amil  
Strategi pemasaran merupakan perencanaan atau penyusunan program 
untuk mencapai suatu tujuan. Strategi ibarat payung yang menjadi acuan 
bagi seluruh anggota amil zakat sehingga semuanya memiliki arah dan 
tujuan sama. Strategi pemasaran digunakan untuk meningkatkan mind share. 
Beberapa hal yang termasuk bagian dari strategi pemasaran antara lain 
segmentasi, targeting dan positioning. Berikut ini penjelasan masing-masing.  
a. Segmentasi 
Dalam rangka memberikan pelayanan dan memasarkan value 
yang dimiliki amil kepada muzaki, amil dapat membuat ketentuan 
segmentasi berdasarkan beberapa variabel, yakni variabel geografis, 
demografis, psikografis, dan perilaku.  
 Variabel geografis 
Maksud dari variabel geografis ialah membagi pasar 
berdasarkan lokasi atau “keberadaan” calon muzaki yang akan 
dilayani. Dimanakah domisili dari para calon muzakki. Amil dapat 
memberikan pelayanan kepada calon muzakki berdasarkan dari segi 
kepadatan penduduknya, misalnya antara perkotaan atau pedesaan.  
Berbeda lokasi tentu akan berbeda pula cara yang akan 
dipakai dalam pemasaran. Pada umumnya area pedesaan masih 
didominasi dengan profesi petani dan padat karya, serta belum 
terlalu akrab dengan teknologi dan internet sehingga penggunaan 
internet marketing masih kurang signifikan perannya. Oleh karena 
itu, door to door langsung kepada masyarakat tetap menjadi cara 




dihuni oleh para profesional yang memiliki mobilitas kegiatan yang 
cukup tinggi serta sudah akrab sangat akrab dengan teknologi dan 
internet sehingga pemasaran dapat dapat dilakukan melalui internet 
marketing.  
 Variabel demografis 
Maksud dari variabel demografis ialah membagi pasar 
berdasarkan data tentang “siapakah” calon muzaki yg akan dilayani. 
Mereka dapat terdiri dari individu atau institusi.  
Calon muzakki dari golongan individu dapat ditinjau 
berdasarkan; rentang usia, jenis kelamin, status keluarga (menikah 
atau belum), besaran pengeluaran tiap bulan, atau juga jenis 
pekerjaan. Sedangkan calon muzakki dari golongan institusi atau 
perusahaan dapat ditinjau berdasarkan; ukuran perusahaan, jumlah 
pegawai, jenis industri, atau usia berdiri, dll. 
 Variabel psikografis 
Maksud dari variabel prikografis adalah membagi pasar 
berdasarkan alasan atau motif “kenapa” target muzaki melakukan 
itu. Selalu akan alasan bagi seseorang mau berzakat. 
Seseorang yang hendak berzakat ada yang sekedar formalitas 
atau menggugurkan kewajiban dan adapula yang memiliki tingkat 
kepedulian membantu sesama yang cukup tinggi. Loyalitas bagi 
orang yang memiliki sifat altruisme akan jauh lebih tinggi 
dibanding yang hanya formalitas.  
Selain formalitas dan altruisme,  variabel psikografis juga 
dapat ditinjau berdasarkan gaya hidup (life style) maupun 
kepribadian (ikut-ikutan, tampil beda), orientasi politik (pro 
pemerintah, kontra, atau netral). Orientasi politik umumnya juga 
cukup mempengaruhi kemauan menyalurkan zakat melalui amil 




 Variabel perilaku 
Maksud dari variabel perilaku yaitu membagi pasar 
berdasarkan “bagaimana” calon muzaki yang akan dilayani 
menggunakan produk atau jasa yg kita tawarkan. Apakah mereka 
termasuk yang memiliki tingkat loyalitas tinggi ataukah tidak. 
Dengan kata lain, mereka akan kembali menyalurkan zakat di 
tempat amil yang sama dengan sebelumnya atau akan selalu 
berpindah. 
Selain aspek loyalitas, variabel perilaku juga dapat ditinjau 
berdasarkan pola penggunaan layanan, yakni yang menyalurkan 
zakat secara bulanan, musiman, atau tidak tentu. Hal lain yang 
termasuk bagian dari variabel perilaku dapat ditinjau berdasarkan 
penggunaan media, apakah termasuk yang korservatif dan 
tradisional, atau melek digital. 
b. Targeting 
Secara umum, adanya targeting bertujuan untuk memilah dan 
memilih segmen mana yang akan dibidik dan dilayani dan segmen mana 
yang tidak dibidik. Dengan melalui targeting, amil juga dapat 
menentukan skala prioritas di antara segmen-segmen yang dibidik.  
Dalam rangka melakukan targeting, ada beberapa hal yang dapat 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan, di antaranya; 
 Ukuran segmen 
Tidak perlu semua segmen harus ditarget. Pilih dari sekian 
banyak segmen yang paling potensial dan memiliki peluang lebih 
besar menerima program atau layanan yang ditawarkan oleh amil.  
 Pertumbuhan segmen 
Bukan saja soal besarnya potensi, namun yang perlu juga 
diperhatikan adalah apakah segmen yang dipilih tersebut untuk 




kemungkinan besar tidak dapat memiliki prospek yang baik. Ada 
banyak jenis profesi yang dulu tidak ada tetapi saat ini menjadi 
primadona, adapula yang pekerjaan yang dulu sangat menjanjikan 
tetapi sekarang sudah tidak relevan. Oleh karena itu, seorang amil 
harus dapat membaca dan memprediksi manakah segmen yang 
memiliki proses cukup baik di masa mendatang.   
 Keunggulan kompetitif 
Amil zakat dalam rangka memberi pelayanan kepada calon 
muzakki tetap harus mempertimbangan kesiapan sumber daya yang 
dimiliki. Perlu dimulai dari skala yang lebih kecil dulu dan yang 
memungkinkan dijangkau. Tidak perlu berlebihan sehingga 
memaksa untuk mentarget skala yang lebih luas sementara sumber 
daya yang tersedia masih sangat terbatas. Kekuatan dan 
kemampuan untuk melayani tetap harus diperhitungkan.  
 Situasi persaingan  
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses marketing juga 
perlu melihat situasi persaingan yang ada di lapangan. Ketika 
segmen tertentu sudah banyak yang melayani, maka perlu beralih 
pada segmen yang masih jarang. Tujuannya agar tidak terjadi red 
ocean (tinggi kompetisi) karena para amil zakat yang melayani di 
segmen yang sama cukup banyak. Untuk menghindari itu, perlu 
dicari segmen yang masih sedikit dan jarang ditarget oleh amil 
zakat lain.  
c. Positioning 
Merupakan proses membangun „persepsi‟ atau menanamkan citra 
(image) tertentu lembaga dibenak muzakki yang dibidik. Melalui 
positioning yang tepat, calon muzakki juga dapat membayangkan 
manfaat apa yang akan didapat apabila menyalurkan zakat melalui amil. 




setiap muzakki.   
Selain berguna bagi muzakki, positioning juga berguna bagi amil 
sendiri sebagai acuan  pada saat menentukan kebijakan dan menjalankan 
setiap aktifitas. Positioning ibarat “payung” yang menaungi setiap 
penyusunan program. Selain itu, positioning juga dapat berfungsi 
menyatukan visi para anggota amil zakat terkait program yang hendak 
dijalankan.   
Misalnya, Yatim Mandiri memiliki positioning sebagai Lembaga 
Nirlaba yang konsen pada upaya memandirikan anak yatim & dhuafa 
melalui Program Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Kemanusiaan dan 
Dakwah. Dompet Dhuafa (DD) adalah organisasi non-profit yang 
berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan 
dana ZISWAF. Sementara Nurul Hayat (NH) mengkampanyekan 
bahwa mereka tidak mengambil dana zakat dan sedekah ummat. Gaji 
karyawan dipenuhi secara mandiri dari hasil usaha yayasan.  
Dari positioning, maka jika diperas hingga menghasilkan sari pati, 
maka akan lahir sebuah tagline (slogan). Tagline adalah intisasi dari 
positioning yang dikemas dalam bentuk kata-kata yang ringkas, 
menarik, dan mudah diingat. Misalnya, Mandiri, amanah, profesional, 
dan memberdayakan. Tagline bukanlah sekedar „kata mutiara‟, 
melainkan suatu janji dari lembaga yang benar-benar akan ditepati. 
4. Taktik pemasaran amil  
Taktik pemasaran merupakan tindakan atau cara untuk melakukan 
strategi atau ia merupakan penerapan dari strategi yang telah direncanakan. 
Taktik pemasaran digunakan untuk meningkatkan market share. Secara 
umum, beberapa hal yang termasuk dalam bagian taktik pemasaran antara 
lain differensiasi, marketing mix dan selling. Berikut penjelasan masing-





Sebuah pepatah arab mengatakan “ َخاهِْف ُتْػَرْف”, yang artinya 
berbedalah maka kamu akan diingat atau dikenali. Diferensiasi 
berfungsi membuat perbedaan dengan mengintegrasikan aspek konten, 
konteks, dan infrastruktur dari jasa atau program yang ditawarkan 
kepada calon muzakki.  
Aspek konten (what to offer) dapat dipahami sebagai apa yang 
yang ditawarkan dan benefit apa yang akan diterima bagi setiap 
muzakki. Konten tersaji dalam bentuk jasa (layanan) atau program yang 
dimiliki oleh amil. Sementara inti konteks (how to offer) adalah 
bagaimana cara menawarkan konten kepada calon konsumen (muzakki) 
baik melalui pengemasannya maupun penyampaiannya. Semakin unik 
dan berbeda dengan lain akan memudahkan calon konsumen mengenali 
dan berusaha untuk mencoba. Sedangkan aspek infrastruktur (enabler) 
dimaksudkan sebagai faktor pendukung bagi terwujudnya diferensiasi, 
baik melalui teknologi, berbagai fasilitas maupun sumber daya yang 
dimiliki (resource).  
Diferensiasi sangat penting untuk dimiliki bagi setiap penyedia 
produk atau jasa. Melalui diferensiasi, suatu produk atau jasa menjadi 
dapat keluar dari „jebakan komoditas‟ sehingga tidak lagi dihargai 
berdasarkan takaran, timbangan, atau ukuran lainnya. Ia akan jauh lebih 
dihargai dibanding hanya sekedar sebagai sebuah produk atau jasa yang 
sama seperti pada umumnya tanpa ada beda.   
Keunikan menjadi kata kunci dalam diferensiasi, namun masih 
tetap dalam koridor yang wajar. Keunikan dimaksud dapat dihasilkan 
melalui tiga cara, yakni keyvisual, keyword, atau keysound. Keyvisual  
dapat berasal dari tampilan atau apa yang dapat dilihat oleh setiap calon 




Sementara keyword dapat dimulai dari merk yang dibuat dan tagline 
yang dipilih. Sedangkan keysound dapat berupa jingle atau themesong. 
Belajar membangun diferensiasi dapat mencontoh apa yang 
pernah dilakukan oleh Mayapada Hospital dimana mereka berani tampil 
dengan desain ruangan yang tidak seperti pada umumnya. Predikat 
seram dan mencekam terhadap rumah sakit tidak berlaku bagi 
Mayapada Hospital karena mereka telah merombak desain ruangan 
sehingga tidak menyerupai rumah sakit. Tampilannya lebih ramah 
sehingga pengunjung merasa lebih nyaman berada di sana.
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 Ini hanya 
salah satu contoh dari diferensiasi.  
Menemukan diferensiasi yang tepat bukan perkara yang mudah. 
Dibutuhkan kecermatan dan ketelitian dalam membaca setiap celah 
yang tidak dimiliki kompetitor atau pihak lain. Menurut catatan yang 
disampaikan oleh Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, diferensiasi 
dapat dibangun melalui lima dimensi, yakni product (produk), service 
(pelayanan), personnel (personal), channel (saluran), dan image 
(citra).
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 Melalui kelima dimensi ini, Organisasi Pengelola Zakat dapat 
memanfaatkannya sebagai cara untuk membangun diferensiasi bagi 
institusinya masing-masing. Berikut ulasan singkat dari kelima dimensi 
direfensiasi tersebut.  
 Diferensiasi Produk 
Produk atau program yang ditawarkan dapat dipakai untuk 
membangun diferensiasi. Ada sebagian LAZ yang telah menjadikan 
program mereka sebagai bagian dari membangun diferensiasi. Sebut 
saja Yatim Mandiri. Ciri khas yang digarap oleh program LAZ 
Yatim Mandiri adalah spesifik pemberdayaan anak-anak yatim. 
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Dengan program yang spesifik tersebut, orang tidak perlu bingung 
jika ingin menyalurkan zakat untuk pemberdayaan anak yatim. 
Mereka dengan mudah dapat menyalurkan zakatnya melalui Yatim 
Mandiri. Hal yang sama juga dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap 
yang secara spesifik menangani proses recovery bagi masyarakat 
pasca terkena bencana. Ini hanya sebagian contoh saja dan dapat 
dikembangkan lebih lanjut dalam membangun diferensiasi melalui 
produk atau program lainnya.      
 Diferensiasi Layanan  
Sejak pesatnya perkembangan era digital seperti sekarang ini, 
BAZNAS telah menerbitkan Outlook Zakat Indonesia 2020 yang 
diantaranya memuat wacana digitalisasi pengelolaan zakat. Ini salah 
satu wujud merespon masuknya era industri 4.0 seperti sekarang.  
Digitaisasi pengelolaan zakat yang dicanangkan oleh BAZNAS 
meliputi pengumpulan zakat, penyaluran zakat, serta manajemen 
zakat.  
Upaya pengumpulan zakat saat ini sudah dapat dijalankan 
melalui platform baik internal maupun eksternal. Platform internal 
dapat melalui website dan aplikasi, sedangkan platform eksternal 
dapat melalui e-commerce (tokopedia), ride-hailing (unit 
perusahaan Gojek bernama Go-Give), crowdfunding (kitabisa.com), 
dan e-wallet (Gopay, Linkaja, OVO). Adapun penyaluran zakat 
dapat melalui ATM Beras dan data terpadu kesejahteraan. Dalam 
konteks manajemen zakat, saat ini sudah ada SIMBA, Blockcain (i-
zakat) dan layanan muzakki berbasis aplikasi.
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Pada saat Organisasi Pengelola Zakat menggunakan aplikasi 
sebagai sarana dalam memberikan layanan, satu hal yang perlu 
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diperhatikan adalah aplikasi yang user friendly atau adanya 
kemudahan. Itu artinya aplikasi harus bisa dijalankan oleh siapa saja 
tanpa ada banyak hambatan selama penggunaan. Dengan adanya 
aplikasi sebagai penunjang efektifitas serta efisiensi pengelolaan 
zakat, maka fast report (laporan cepat) sangat memungkinkan untuk 
dilakukan. Menyediakan laporan yang cepat dapat menunjukkan 
kinerja yang lebih profesional serta hal itu termasuk salah satu dari 
cara untuk membangun kepercayaan dari masyarakat. Hal lain yang 
juga merupakan bagian dari diferensiasi layanan antara lain seperti 
konsultasi gratis atau layanan jemput zakat.  
 Diferensiasi Personal 
Diferensiasi personal dapat dicirikan melalui keunggulan 
personal dari OPZ. Hal ini dapat ditunjukkan oleh kredibilitas, 
kesopanan, ramah, dapat diandalkan, cepat tanggap, komunikasi 
yang baik. Membangun kedekatan dengan muzakki sangatlah 
penting. Diferensiasi yang dibangun melalui jalinan kedekatan 
dengan muzakki memang dibutuhkan usaha ekstra dari operator. 
Mereka harus lebih sering menyapa para donatur yang menjadi 
muzakki, baik mengucapkan selamat ulang tahun jika ada yang 
ulang tahun, atau sekedar menyapa keadaan muzakki serta 
mendoakan kelancaran rejeki mereka. Jika hal ini dilakukan secara 
kontinyu, maka memungkinkan akan terjalin ikatan emosi yang 
kuat antara pihak amil dengan muzakki.    
 Diferensiasi Saluran 
Saluran distribusi dapat menjadi media dalam membangun 
diferensiasi bagi organisasi pengelola zakat. Mereka dapat 
memfungsikan tiga bentuk saluran distribusi yang sesuai dengan 
karakteristik bagi calon muzakki. Pertama, distribusi intensif. 




terhadap segmen muzakki yang paling mudah ditemui. Kedua, 
distribusi selektif. Saluran ini lebih tepat dipergunakan bagi segmen 
yang lebih jarang keberadaannya. Ketiga, distribusi eksklusif. 
Saluran ini dapat dipergunakan untuk seorang kepala atau pimpinan 
suatu institusi atau organisasi.
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 Diferensiasi Citra 
Baik atau tidaknya citra organisasi pengelola zakat akan 
mempengaruhi tingkat loyalitas muzakki. Namun perlu terlebih 
dahulu dibedakan antara identitas dan citra. Identitas lebih dibentuk 
oleh lembaga sementara citra datang dari persepsi masyarakat. Di 
antara LAZ Nasional terdapat LAZ yang dicitrakan sebagai LAZ 
yang bekerja sepenuh hati. Persepsi bisa saja lahir dari kebijakan 
LAZ tersebut yang tidak mengambil haknya sebagai amil. 
Sementara sumber pendapatan amil ialah berasal dari hasil usaha 
sampingan yang dimiliki oleh LAZ tersebut.    
b. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 
1) Product (program-program yang ditawarkan) 
Sebagai organisasi nirlaba, maksud dari pada produk adalah 
program dan layanan bagi para stake holder. Sebaiknya produk 
maupun layanan yang ditawarkan harus kongkrit sehingga membuat 
para stake holder termasuk para calon muzakki menjadi tertarik 
untuk menyalurkan zakatnya melalui amil. Program yang kongkrit 
dapat diawali dengan merancang bentuk program yang sesuai 
dengan target, menentukan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk 
program tersebut, serta apa indikator keberhasilannya. Dengan 
begitu, orang cenderung tidak akan keberatan menyalurkan 
zakatnya melalui amil jika bentuk program yang ditawarkan jelas 
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Sebaiknya produk yang ditawarkan itu spesifik atau fokus. 
Produk yang spesifik akan mengesankan profesionalisme sebab hal 
itu akan menjadi differensiasi (pembeda) atas institusi lain yang 
menawarkan pelayanan atau jasa yang serupa. Penawaran program 
unggulan merupakan salah dari pengejahwantahan fokus atau 
spesifik. Selain spesifik, efisiensi biaya juga tetap menjadi acuan 
selama menggulirkan program. Jangan sampai ada kesan dari 
muzakki bahwa melakukan program itu secara mandiri –tanpa 
melalui amil– jauh lebih efisien dibanding harus dilimpahkan 
kepada amil. Ketika itu terjadi, maka bukan tidak mungkin 
kepercayaan masyarakat terhadap amil menjadi menurun. 
Seluruh program yang direncanakan harus selalu didasarkan 
pada penanaman value yang kuat. Tahapan membangun value suatu 
program dapat mengacu pada solution (solusi), advantage 
(manfaat), emotion (emosi), accesable (jangkauan), price (biaya), 
ciri daerah, dan lain-lain.  
2) Price 
Yang dimaksud harga di sini bukan seperti harga yang 
ditetapkan oleh suatu peruhaan komersial atas suatu produk, namun 
yang dimaksud harga dalam konteks organisasi nirlaba adalah 
besaran dana atau biaya untuk merealisasikan program atau layanan 
dari pihak organisasi pengelola zakat. Penjelasan ini 
mengindikasikan jika “apa yang ditawarkan” (offer) oleh pengelola 
zakat kepada muzakki merupakan hasil gabungan antara harga 
(price) dengan program (product).  
Dalam rangka menentukan besaran biaya atau dana yang 
dibutuhkan, semakin masuk rasional maka membuat calon muzakki 




“worth it”. Jika kepercayaan itu sudah muncul, maka tidak menutup 
kemungkinan calon muzakki secara kontinyu akan mempercayakan 
penyaluran zakatnya melalui amil tersebut, bahkan tidak menutup 
kemungkinan merekomendasikan kepada pihak lain.    
3) Place (saluran distribusi) 
Sebaik apapun program yang telah dicanangkan apabila tidak 
tepat pemilihan saluran distribusinya akan menyebabkan tidak 
tersampaikan misi yang ingin dituju. Saluran distribusi ini 
diperlukan agar program yang ditawarkan oleh amil zakat bisa 




Sehubungan dengan pemilihan saluran distribusi, ada baiknya 
mempertimbangkan segmentasi dari calon muzakki. Sebab saluran 
distribusi harus sesuai dengan karakteristik muzakki. Para calon 
muzakki akan lebih “welcome” dengan kehadiran dan penawaran 
amil zakat selama mereka ditemui dengan cara yang mereka sukai, 
di tempat mereka berkumpul, serta di waktu yang tepat menjumpai 
mereka. Upaya ini akan jauh lebih efektif dan efisien jika langsung 
masuk dalam asosiasi atau komunitas yang mereka miliki. 
Adapun hal-hal yang dapat dimanfaatkan sebagai saluran 
distribusi antara lain sebagaimana yang tertera dalam gambar 
berikut ini. 
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Gambar Saluran Distribusi 
4) Promotion  
Seiringin dengan pesatnya perkembangan digital dan 
teknologi, maka model promosi saat ini sudah dapat diintegrasikan 
dan dikombinasikan antara offline dan online.
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 Hal ini dikenal 
dengan istilah integrated marketing communication (IMC) atau 
komunikasi pemasaran terpadu. Promosi yang bersifat offline atau 
tradisional lazimnya berbentuk iklan di televisi, radio, majalah, 
koran, papan reklame atau transportasi. Sedangkan promosi secara 




Dalam rangka menjalankan promosi secara online, sarana 
yang biasa dipakai perlu dilakukan optimasi. Tujuannya adalah agar 
eksistensi amil zakat semakin diketahui dan bahkan diakui sebagai 
pengelola zakat yang tepat bagi masyarakat.        
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c. Penjualan (Selling) 
Selling adalah aktifitas menginfomasikan produk atau jasa dengan 
sejelas-jelasnya hingga dimengerti oleh calon konsumen. Selling 
bukanlah seni atau teknik yang dipakai untuk mengelabui dan menipu 
calon konsumen (muzakki) sehingga mereka mau menggunakan jasa 
amil.  
Secara fungsi, selling dapat dipakai untuk mengkomunikasi value 
yang dimiliki lembaga zakat sehingga calon muzakki menjadi paham 
tentang biaya yang dikeluarkan dan manfaat (benefit) yang akan 
didapat. Adapun perbedaan mendasar antara selling dan promotion 
adalah selling untuk membuat orang donasi (donate) sedangkan promosi 
adalah untuk menarik orang agar melihat program atau layanan yang 
dimiliki oleh amil zakat, lalu masuk ke tahap selling dan akhirnya 
closing atau donate.   
Secara umum, tipologi penjual (seller) ada tiga macam, yaitu: 
order seeker, profesional, dan consultant.
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 Tipe pertama ialah pengejar 
order sehingga prinsip yang dipegang adalah program harus closing 
pada hari itu meskipun dengan membual dan sensasional offer. Tipe 
kedua, fokusnya ialah mencari relasi dan tidak berharap harus langsung 
closing pada hari itu juga. Calon muzakki akan dihubungi kembali pada 
waktu yang tepat. Sedangkan tipe penjual ketiga, fokusnya adalah 
kepuasan pelanggan, mengutamakan solusi bagi konsumen sehingga 
terkadang bisa saja merekomendasikan program-program lain. Untuk 
meningkatkan konversi closing bagi para marketer amil zakat, tipe 
menjual pertama harus selalu dihindari. Ketika selling dilakukan secara 
online melalui media website, media sosial, atau sejenisnya, maka perlu 
juga didukung dengan copy writing dan story telling yang menarik.   
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1. Jelaskan definisi Pemasaran  
2. Menjelaskan tujuan Pemasaran  
3. Menjelaskan strategi Pemasaran Amil 
4. Menjelaskan taktik pemasaran amil 
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MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT 
Kompetensi Dasar 
Setelah membaca diktat ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami 
manajemen pengelolaan dan pengembangan zakat, manajemen distribusi zakat, 
manajemen risiko pengelolaan zakat dan manajemen pelaporan pengelolaan zakat.   
Indikator 
1. Memahami Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Zakat  
2. Memahami Manajemen Distribusi Zakat  
3. Memahami Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat  
4. Memahami Manajemen Pelaporan Pengelolaan Zakat  
A. Pendahuluan  
Di antara agenda besar yang mesti dilakukan oleh Organisasi Pengelola 
Zakat (OPZ) setelah berhasil menghimpun dana zakat adalah mengelola dan 
mendistribusikan zakat kepada para mustahik. Transparansi dalam pengelolaan 
dan ketepatan dalam pendistribusian zakat harus menjadi perhatian utama bagi 
OPZ, baik transparansi laporan keuangan, manajemen maupun program. Hal ini 
perlu dilakukan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja amil. 
Dari aspek pendistribusian, orientasinya dapat berwujud pemberian 
santunan (charity), pemberdayaan (empowerment), investasi sumber daya insani 
(human invesment), ataupun investasi infrastruktur (infrastructure invesment). 
Untuk mendapatkan hasil pengelolaan yang lebih optimal dibutuhkan manajemen 
risiko yang baik agar pengelolaan dana amanah dari para muzakki yang 







B. Pembahasan  
1. Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Zakat  
Zakat yang berhasil dihimpun dari masyarakat dan disalurkan kepada 
para mustahik merupakan dana publik. Oleh sebab itu, jika menyangkut dana 
publik, maka isu yang krusial bagi organisasi pengelola zakat adalah tentang 
transparansi pengelolaan. Aspek transparansi sangat berpengaruh pada 
reputasi, dan reputasi sering kali dijadikan ukuran yang dapat mempengaruhi 
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). 
Rendahnya transparansi bisa berpengaruh pada pengumpulan zakat melalui 
OPZ.    
Dalam menyelaraskan tata kelola OPZ di Indonesia, BAZNAS sebagai 
otoritas zakat telah menyiapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk 
memperbaiki tingkat transparansi bagi OPZ dalam mengelola zakat. 
Kebijakan tersebut antara lain dikeluarkannya dokumen zakat core prinsiple 
(ZCP) oleh BAZNAS dan Bank Indonesia pada tahun 2017. 
Upaya pemantauan perlu terus dilakukan agar implementasi 
transparansi oleh OPZ benar-benar dilaksanakan dengan baik. Salah satunya 
dengan melalui metode yang dapat mengukur tingkat tranparansi yang lebih 
akurat, yaitu Indeks Transparansi OPZ. Sedikitnya ada 3 aspek utama yang 




a) Transparansi laporan keuangan 
Berkaitan dengan transparansi laporan keuangan, langkah 
mengukur transparansi ialah melalui dua variabel, yakni variabel 
publikasi laporan keuangan dan variabel kualitas laporan keuangan.  
b) Transparansi manajemen. 
Berkaitan dengan transparansi manajemen, ada empat variabel 
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yang menjadi ukuran, yakni tata kelola, company profile, pusat 
informasi data (PID), dan sistem saluran pengaduan.  
c) Transparansi program.  
Adapun menyangkut transparansi program, variabelnya antara lain 
aktifitas realtime penghimpunan dan penyaluran, database muzaki 
danmustahik, serta database penghimpunan dan penyaluran zakat.  
2. Manajemen Distribusi Zakat  
Ada sejumlah prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam rangka 
distribusi harta zakat. Pada intinya semua kebijakan yang menyangkut 
pendistribusian zakat harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah serta 
mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  
Prinsip pertama yang perlu dipahami dalam upaya melakukan 
pendistribusian zakat adalah harus menganut prinsip “kewilayahan”. 
Artinya, zakat yang berhasil dihimpun dari para muzakki di suatu daerah 
harus disalurkan kepada mustahik yang berada di daerah tersebut. Praktik 
semacam ini sesuai dengan hadits Rasulullah ketika menugaskan Muadz bin 
Jabal pada saat berada di Yaman untuk memungut zakat dari para muzaki 
setempat. Jadi, prinsip yang dianut bukan sentralisasi, melainkan 
desentralisasi.  
Ketentuan yang sama juga diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 
2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan 
jika pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan 
memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.   
Berkaitan dengan waktu pendistribusian, zakat yang telah berhasil 
dihimpun oleh amil harus segera disalurkan kepada para mustahik 
seluruhnya dengan tidak melebihi satu tahun. Tidak boleh ada dana zakat 
yang mengendap dalam rekening amil pada tahun yang sama. 
Dalam kegiatan penyaluran atau pendistribusian, yang perlu 




zakat. Orientasi tersebut dapat berupa penyantunan (charity), pemberdayaan 
(empowerment), investasi sumber daya insani (human invesment), ataupun 
investasi infrastruktur (infrastructure invesment).
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 Guna menghasilkan 
proses distribusi yang tepat sasaran, amil mulai memikirkan pembuatan 
sistem data base mustahik nasional. Salah satunya caranya adalah dengan 
mengintegrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data lembaga 
zakat. Bagi amil zakat, model pendistribusian zakat dapat berbentuk 
konsumtif-tradisional, konsumtif-kreatif, produktif-tradisional, produktif-
kreatif. 
3. Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat  
Dalam melakukan proses manajemen risiko (risk management 























Lebih lanjut, pengendalian risiko dapat pula dilakukan melalui lembar 
perencanaan manajemen risiko. Berikut ini adalah bentuk lembar 
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 Lebih lanjut, lihat:  Office of Communities, Risk Management For Not-For-Profit 
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 Bentuk risiko apa yang mungkin terjadi ? 
 Bagaimana kita meresponnya? 
 Menurut espektasi kita, akankah respon tersebut akan berhasil ? 
 




















      
C. Evaluasi 
1. Jelaskan Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Zakat!  
2. Bagaimana bentuk Manajemen Distribusi Zakat ?  
3. Bagaimana bentuk Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat ? 
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MENGENAL AMIL ZAKAT INDONESIA 
 
Kompetensi Dasar 
Setelah membaca diktat ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami amil zakat 
di Indonesia. Memahami amil zakat dapat dimulai dari mengerti makna amil dan 
kriterianya, macam-macam amil, hingga mekanisme pengawasan amil.  
Indikator 
1. Menjelaskan Makna Amil dan Kriterianya  
2. Menjelaskan Macam-Macam Amil Zakat  
3. Menjelaskan Badan Amil Zakat (BAZ)  
4. Menjelaskan Lembaga Amil Zakat (LAZ)  
5. Menjelaskan Mekanisme Pengawasan Amil  
A. Pendahuluan  
Kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, keterbelakangan termasuk 
sederet persoalan di tengah masyarakat yang masih belum sepenuhnya dapat 
diselesaikan. Keterbatasan anggaran dan banyaknya persoalan yang harus 
diselesaikan membuat anggaran negara tak cukup untuk mengatasi itu semua. 
Negara butuh dukungan dan kerjasama agar dapat menuntaskan persoalan yang 
sedang dihadapi, termasuk butuh keterlibatan negara dalam menekan problem 
sosial masyarakat yang banyak dihadapi hampir semua negara.       
Zakat sebagai bentuk tarikan paksa (wajib) bagi setiap muslim yang 
memiliki harta mencapai nishab sebenarnya cukup potensial dalam membantu 
negara dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang ada. Melalui 
zakat, masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan menjadi dapat hidup 
dengan layak seperti masyarakat pada umumnya, seperti bisa makan, memiliki 
hunian dan pakaian layak, hingga dapat mengakses pendidikan dan kesehatan 




dibayarkan masyarakat dapat dikelola secara optimal.     
Untuk menjadikan zakat agar dapat berfungsi secara optimal, maka 
dibutuhkan pihak-pihak yang mau mendedikasikan diri mereka secara full time 
dan full heart dalam mengelola zakat. Tanpa dikelola secara profesional, zakat 
tidak akan dapat berdampak signifikan bagi kelangsungan hidup masyarakat. 
Mereka yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat sering 
dikenal dengan istilah amil. Bagaimana makna amil menurut hukum positif 
maupun hukum Islam, kriteria, macam-macam serta mekanisme pengawasannya 
akan diuraikan dalam pembahasan berikut.   
B. Pembahasan  
1. Makna Amil dan Kriterianya  
Besarnya potensi zakat bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan 
baik maka dampaknya tidak akan terlalu dapat dirasakan. Untuk itu 
dibutuhkan pihak-pihak yang diberi amanah untuk mengelola dana zakat 
tersebut agar bisa lebih optimal. Salah satunya adalah dengan cara 
mengangkat amil. Tetapi amil yang dimaksud bukan asal amil, melainkan 
amil yang mendapat rekomendasi dan persetujuan dari pemerintah. 
Ketentuan ini bukan saja menjadi kesepakatan di kalangan para ahli fikih, 
akan tetapi undang-undang yang berlaku di Indonesia menyangkut 
pengelolaan zakat juga mempersyaratkan hal yang sama.   
Di antara ahli fikih seperti Abu Bakar al-Husaini, ia memberikan 
definisi amil zakat dengan “orang yang ditugasi oleh imam (pemimpin) 
untuk menghimpun zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak 
menerima sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah”.
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 Dalam Fatwa 
MUI No. 08 Tahun 2011 tentang Amil Zakat disebutkan bahwa amil zakat 
adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah 
untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau seseorang atau sekelompok 
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orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk 
mengelola pelaksanaan ibadah zakat.  
Sementara Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Zakat tidak secara spesifik menyebutkan definisi dari amil. Namun dalam 
Pasal 38 Undang-Undang tersebut dinyatakan secara tegas jika setiap orang 
dilarang dengan sengaja bertindak selalu amil zakat melakukan 
pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat 
yang berwenang. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan jika amil perlu 
diangkat secara resmi oleh pemerintah. Jika yang mengelola zakat berbentuk 
lembaga, maka semua pihak yang terkait dengannya termasuk amil. Mulai 
dari direktur, para pegawai di bidang manajemen, keuangan, pendistribusian, 




Dalam realitas yang terjadi di masyarakat, tidak semua yang bertugas 
menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan zakat selalu terdaftar dan 
mendapat legalitas dari pemerintah. Ketika bulan Ramadhan misalnya, ada 
sejumlah entitas dakwah yang mengatasnamakan diri mereka sebagai amil 
padahal mereka tidak mendapatkan izin resmi untuk mengelola zakat. 
Mereka yang tidak terdaftar secara resmi sebenarnya tidak termasuk dalam 
kategori amil sebagaimana definisi yang telah dikemukakan di atas, 
melainkan mereka adalah panitia zakat. Untuk lebih memahami perbedaan 
antara amil zakat dan panitia zakat, berikut perbedaan masing-masing.
72
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PERBEDAAN AMIL ZAKAT DAN PANITIA ZAKAT 
AMIL ZAKAT PANITIA ZAKAT 
1. Diangkat imam/pemerintah 
2. Wakil mustahik 
3. Jika amil tidak mendapat gaji, 
maka berhak mendapat bagian dari 
zakat sebagai amil 
4. Tidak wajib dlaman, jika terjadi 
kekeliruan 
5. Zakat muzakki sah, jika sudah di 
tangan amil 
1. Tidak diangkat 
imam/pemerintah 
2. Wakil muzakki 
3. Digaji atau tidak, tidak 
mendapat bagian zakat 
karena sebagai panitia 
4. Wajib dlaman jika terjadi 
kekeliruan 
5. Zakat muzaki belum sah, 
jika masih berada di tangan 
panitia 
 
Menurut kriteria fikih (mengacu pada uraian Yusuf al-Qardlawi dalam 




a. Beragama Islam 
b. Mukallaf (telah dewasa dan sehat akal pikirannya 
c. Memiliki sifat amanah dan jujur 
d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia 
mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berhubungan dengan 
zakat kepada masyarakat 
e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya 
f. Kesungguhan amil zakat dalam menjalankan tugas dengan sebaik-
baiknya (full time dan tidak dengan sambilan),  
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Adapun kriteria-kriteria pengelola zakat berbentuk institusi atau 
lembaga antara lain : 
74
  
a. Amanah dan terpercaya, baik bagi pihak muzaki maupun mustahik 
b. Profesional dalam manajemen, operasional pengelolaan, maupun jajaran 
SDM-nya 
c. Transparan dan memenuhi kriteria standar audit 
d. Memiliki dewan syariah yang kompeten sebagai pengawal, pengawas, 
dan rujukan syar‟i bagi lembaga dalam menunaikan amanat umat 
e. Berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana ZISWAF (zakat, infaq, 
sedekah dan wakaf) dari umat dan untuk umat 
f. Memiliki wilayah jangkauan yang luas 
g. Memenuhi unsur legal formal sebagai lembaga pengelola ZISWAF 
sehingga akan lebih leluasa dalam berkiprah di tengah-tengah 
masyarakat. 
Pengelolaan yang baik sebagaimana kriteria di atas merupakan harapan 
bagi setiap masyarakat. Untuk itu perlu dibentuk organisasi yang bertugas 
mengelola dana zakat secara lebih profesional. Di Indonesia, secara umum 
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terbagi menjadi dua; Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keberadaan masing-
masing semakin diakui sejak keluarnya regulasi pengelolaan zakat, yakni 
Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 
dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2014 
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Zakat.  
Selain dua regulasi di atas, ada sejumlah regulasi lain yang juga 
berkaitan dengan pengelolaan zakat. Berikut daftar regulasi yang dapat 
dijadikan sebagai rujukan dalam pengelolaan zakat. 
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 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengeloaan 
Zakat 
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2014 
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 
Tentang Pengelolaan Zakat. 
 Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 03 Tahun 2014 
Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, 
Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretarian Jenderal Komisi 
Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan 
Usaha Milik Daerah memalui Badan Amil Zakat Nasional.  
 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/ 
Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan 
Badan Amil Zakat Nasional Kota dan Kabupaten.  
 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi. 
Dalam perkembangannya, Undang-Undang No.38 Tahun 1999 terus 
mengalami perbaikan sehingga melahirkan Undang-Undang No.23 Tahun 
2011 yang ketentuan pengelolaan zakatnya hampir serupa dengan yang 
tercantum pada Undang-Undang sebelumnya. Adapun beberapa perubahan 
yang menjadi pembedanya adalah sebagai berikut.
75
 
 Dalam UU No.38 Tahun 1999, posisi pemerintah dan masyarakat sejajar 
dalam pengelolaan zakat, sedangkan dalam UU No.23 Tahun 2011 
posisi pemerintah dan BAZNAS lebih tinggi.  
 Dalam UU No.38 Tahun 1999, masyarakat diberi kebebasan mengelola 
zakat, sedangkan dalam UU No.23 Tahun 2011 hanya masyarakat yang 
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mendapat izin saja yang diperbolehkan.  
 Dalam UU No.38 Tahun 1999, Lembaga Amil Zakat dibentuk oeh 
masyarakat, sedangkan dalam UU No.23 Tahun 2011 Lembaga Amil 
Zakat dibentuk organisasi kemasyarakatan Islam 
 Dalam UU No.38 Tahun 1999 tidak diatur adanya sanksi dan ketentuan 
pidana, sedangkan dalam UU N0.23 Tahun 2011 terdapat sanksi 
administratif (pasal 36) bagi pelanggaran atas pasal 19, 23 ayat (1), 
pasal 28 ayat (2) dan (3), serta pasal 29 ayat (3), dan ketentuan pidana 
(pasal 39). 
Sukses dan tidaknya pengelolaan zakat sangat tergantung oleh 
bagaimana Organisasi Pengelola Zakatnya baik BASNAS maupun LAZ. 
BAZNAS maupun LAZ dalam rangka mengelola amanah masyarakat 
terutama muzakki harus memiliki sifat sebagai berikut:  
 Independen 
 Netral 
 Tidak berpolitik (praktis) 
 Tidak diskriminatif. 
2. Macam-Macam Amil Zakat 
Di Indonesia, amil yang mengurusi zakat dibagi menjadi dua, yaitu 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). 
Adapun detail penjelasan dari kedua amil zakat tersebut akan diuraikan 
dalam penjelasan berikut ini. 
a. Badan Amil Zakat (BAZ)   
Menurut UU No.23 Tahun 2011 Pasal 1 disebutkan bahwa  Badan 
Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS merupakan  
lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS 
merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan 
Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan 




tingkat nasional. Keberadan BAZNAS semakin diakui setelah terbitnya 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengeolaan Zakat. 
Berdasarkan UU tersebut, BAZNAS diposisikan sebagai lembaga 
pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab 
kepada Presiden melalui Menteri Agama.  
Guna semakin memperlancar pelaksaan tugas dan tanggung 
jawab, BAZNAS diperkenankan mengangkat Unit Pengumpul Zakat 
(UPZ).
76
 UPZ dibentuk bertujuan untuk membantu BAZNAS dalam 
mengumpulkan zakat. Namun dalam hal diperlukan, UPZ dapat 
melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan 
zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAZ, BAZNAS Provinsi, atau 
BAZNAS Kabupaten/Kota. Dengan membantu BAZNAS, mereka 
(UPZ) akan mendapatkan hak sesuai aturan yang berlaku.
77
 
Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 8 Peraturan Badan Amil Zakat 
Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja 
Unit Pengumpul Zakat, fungsi yang dimiliki UPZ dalam melaksanakan 
tugas membatu BAZNAS antara lain:  
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Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 35, UPZ dapat 
hak amil paling banyak 12,5% dari realisasi tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan 
zakat. Jika tuganya hanya pengumpulan, maka paling banyak sebesar 5% dari hasil pengumpulan 
untuk operasional UPZ. 
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Maksud dari Institusi yang menaungi UPZ adalah lembaga negara, kementerian/lembaga 
pemerintah non kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan nasional swasta dan asing, 
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badan usaha milik daerah provinsi, perusahaan swasta skala provinsi, perguruan tinggi, masjid raya, 
kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota, kantor institusi vertikal tingkat 
kabupaten/kota, perusahaan swasta skala kabupaten/kota, masjid, mushalla, langgar, surau atau nama 




 Pengumpulan zakat pada masing-masing institusi yang menaungi 
UPZ 
 Pendataan dan layanan muzaki pada masing-masing institusi yang 
menaungi UPZ 
 Penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor 
Zakat (BSZ) yang diterbitkan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau 
BAZNAS Kabupaten/Kota kepada muzaki di institusi masing-
masing. 
 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) untuk 
program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS 
Kabupaten/Kota; dan 
 Penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan 
pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, BAZNAS 
Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/.Kota. 
Selain merujuk pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional 
Nomor 2 Tahun 2016, regulasi lain yang lebih teknis mengatur 
pelaksanaan UPZ agar lebih optimal dapat dilihat dalam Keputusan 
Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat 
Nasional.  
b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)  
Menurut UU No.23 Tahun 2011 Pasal 1 disebutkan bahwa 
Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ merupakan 
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu 
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Di samping 
bertugas mengurus perihal persoalan zakat, Lembaga Amil Zakat 
                                                                                                                                                                     
Lihat: Pasal 1 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang 




terkadang juga menerima dana di luar zakat yang disalurkan dari 
masyarakat, seperti dana infaq, shadaqah dan wakaf.  
Sebagai amil yang dibentuk melalui usulan masyarakat, LAZ 
wajib mendapat legalitas perizinan dari Menteri atau pejabat yang 
ditunjuk oleh Menteri. Setelah terbentuk, LAZ wajib melaporkan 
pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat 
yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Adapun beberapa 
persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka mengajukan izin 
pendirian LAZ antara lain :  
a) Terdaftar sebagai organinasi kemasyarakatan Islam yang mengelola 
bidang pendidikan, dakwah, dan sosial 
b) Berbentuk lembaga berbadan hukum 
c) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS 
d) Memiliki pengawas syariat 
e) Memilliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk 
melaksanakan kegiatannya 
f) Bersifat nirlaba 
g) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan 
umat; dan  
h) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. 
Secara umum, tipologi Lembaga Amil Zakat (LAZ) berdasarkan 




a. LAZ Berbasis Masjid 
LAZ berbasis masjid ini muncul diawali oleh adanya 
perkembangan yang pesat dari manajemen masjid maupun 
kepercayaan masyarakat (jamaah masjid) yang tinggi atas 
                                                          
79
 Sri Fadilah dkk, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ); Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek 




pengelolaan keuangan masjid (termasuk dana ZIS oleh DKM 
masjid) sehingga mendorong terbentuknya LAZ. Dengan 
terbentuknya LAZ diharapkan dapat menjadikan pengelolaan 
keuangan masjid lebih profesional sekaligus sebagai tanggung 
jawab pengelola untuk meningkatkan peran masjid kepada 
masyarakat, baik masyarakat sekitar masjid maupun masyarakat 
luas. Beberapa masjid yang masuk kategori ini antara lain: LAZ 
Rumah Amal Salman (Masjid Salman ITB), LAZ Al-Azhar Peduli 
(Masjid Al-Azhar), dan LAZ DPU-DT (Masjid Daarut Tauhid).  
b. LAZ Berbasis Organisasi Massa (Ormas) 
Berdirinya LAZ ini tidak lain bertujuan agar menjadi media 
dalam rangka meningkatkan peran organisasi massa bagi 
masyarakat, baik masyarakat yang menjadi anggota organisasi 
tersebut maupun masyarakat luas. Beberapa di antara LAZ Berbasis 
Ormas seperti LAZ NU (ormas NU), LAZ Muhammadiyah (Ormas 
Muhammadiyah), LAZ Pusat Zakat Ummat (Ormas Persis), dan 
lain-lain.    
c. LAZ Berbasis Perusahaan (Corporate) 
LAZ yang berbasis perusahaan ini umumnya berdiri sebagai 
program pertanggung jawaban sosial perusahaan (CSR). Dana CSR 
yang berasal dari perusahaan cukup besar sehingga perlu dikelola 
lebih profesional oleh lembaga yang profesional. Oleh karena itu, 
dengan berdirinya LAZ diharapkan program-program CSR lebih 
terarah, sistematis, dan berdampak jangka panjang demi 
meningkatkan peran perusahaan bagi masyarakat khusus di bidang 
sosial kemasyarakatan. Beberapa contoh LAZ berbasis perusahaan 
seperti LAZ Baitul Maal Muttaqien (PT. Telkom), Baitul Maal 
Muamalat (Bank Muamalat Indonesia), Baitul Maal BRI (Bank 




d. LAZ Berbasis Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ) 
LAZ yang masuk dalam kategori ini sudah umum dikenali 
oleh masyarakat. Sejak awal ia didirikan memang untuk menjadi 
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Motivasi berdirinya LAZ ini 
adalah sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang berhubungan 
dengan pengelolaan dana ZIS yang lebih profesional. LAZ berbasis 
OPZ seperti LAZ Dompet Dhuafa, LAZ Rumah Zakat Indonesia, 
LAZ Yatim Mandiri, dan lain-lain.   
Pembagian berdasarkan alasan atau sejarah pendirian LAZ akan 
menentukan pola pengelolaan dana zakat, sebagai berikut: 
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Deskripsi Lembaga Amil Zakat Berdasarkan alasan pendiriannya 
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 Masyarakat luas 






















 Masyarakat luas 
 Diperuntukkan 
bagi mustahik 










































yang bisa diakses 
masyarakat luas 
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3. Hak dan Kewajiban Amil 
a. Hak Amil 
Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang No.23 
Tahun 2011, hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat 
dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai 
syariat Islam. Sementara Fatwa MUI No. 08 Tahun 2011 tentang Amil 
Zakat merinci hak amil sebagai berikut: 
 Biaya pengelolaan zakat disediakan oleh pemerintah (ulil amri). 
Bagi amil zakat bentukan pemerintah yaitu BAZNAS, biaya 
operasional dianggarkan dari APBN apabila skalanya nasional dan 
APBD apabila skalanya provinsi dan kabupaten. Sedangkan bagi 
LAZ, biaya kegiatan operasional diambil dari hak amil. Lihat 
penjelasannya dalam pasal 30 hingga 32 UU No.23 Tahun 2011.     
 Ketika amil tidak dibiayai oleh pemerintah atau dibiayai namun 
tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakatnya 
diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil dalam batas 
kewajaran atau diambil dari dana di luar zakat.  
 Bagi amil zakat yang telah mendapatkan gaji dari negara atau 
lembaga swasta tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang 
menjadi bagian amil.  




lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat sebagai 
imbalan dengan tetap dalam batas kewajaran. 
b. Kewajiban Amil  
Sebagaimana yang diketahui bersama, tugas utama dan kewajiban 
yang harus dilakukan oleh amil zakat antara lain: 
 Menghimpun dan memungut zakat dari masyarakat.  
Ketika muzakki tidak dapat menghitung sendiri besaran zakat 
yang harus dikeluarkan, maka tugas amil adalah membantu 
muzakki menghitung zakat. Amil zakat wajib memberikan bukti 
setoran zakat kepada setiap muzakki.     
 Mengelola dan mendistribusikan zakat kepada mustahik 
Dalam menyalurkan zakat kepada para mustahik, kebijakan 
amil harus didasarkan skala prioritas dengan memperhatikan 
pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Jika zakat yang berhasil 
dihimpun amil hendak disalurkan dengan tujuan produktif bagi 
fakir-miskin, maka hal itu dapat dilakukan setelah kebutuhan dasar 
mustahik telah terpenuhi.   
 Melaporkan kegiatan pengelolaan zakat 
Setelah kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat 
terlaksana, kewajiban dari amil zakat adalah melaporkan seluruh 
kegiatannya secara berkala. Kegiatan yang dimaksud meliputi 
pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan 
lainnya sesuai dengan jenjang wilayah yang menjadi 
kewenangannya. Bagi amil zakat tingkat kabupaten harus 
melaporkan kegiatannya ke tingkat wilayah dan seterusnya, 
termasuk melaporkan ke pemerintah daerah hingga menteri. Selain 
itu, laporan neraca amil zakat juga harus diumumkan melalui media 





1. Jelaskan pengertian dari amil zakat ! 
2. Apa saja kriteria yang harus dimiliki oleh orang-orang yang bertugas sebagai 
amil zakat ? 
3. Sebutkan dan jelaskan macam-macam amil zakat yang ada di Indonesia ! 
4. Sebutkan hak-hak yang diterima oleh amil dan apa saja yang menjadi 
kewajibannya. !  
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KONSEP DASAR INFAQ & SHADAQAH 
Kompetensi Dasar 
Setelah membaca diktat ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep 
dasar tentang infak dan sedekah serta pengelolaan keduanya. Pemahaman tersebut 
dimulai dari memahami definisi masing-masing serta persamaan dan berbedaan 
antara infak, sedekah, zakat maupun wakaf.  
Indikator 
1. Menjelaskan Makna Infak dan Sedekah  
2. Menjelaskan perbedaan antara Infak, Shadaqah, zakat dan wakaf. 
A. Pendahuluan  
Infak maupun sedekah adalah dua konsep yang sudah sangat dikenal oleh 
masyarakat. Meskipun status infak dan sedekah itu sama dengan zakat maupun 
wakaf sebagai bagian dari ajaran filantropi Islam, namun infak dan sedekah 
memiliki aturan yang lebih luwes dan longgar dibanding zakat dan wakaf. 
Terbukti tidak adanya kriteria khusus atau aturan hukum yang mengikat bagi 
setiap pengelola dana infak dan sedekah sebagaimana yang ditemukan dalam 
amil zakat dan nazhir wakaf. Semua kembali pada kesepakatan kedua belah 
pihak yang berakad.  
Keberadaan dana infak dan sedekah sebenarnya sangat membantu dalam 
mengisi kebutuhan operasional dakwah. Jika zakat bertugas membackup setiap 
anggota masyarakat agar dapat hidup layak dan wakaf untuk kebutuhan 
infrastruktur atau fasilitas hidup, maka infak dan sedekah bertugas sebagai bahan 
bakar untuk mensupport agar infrastruktur dapat berjalan sesuai harapan. Dengan 
demikian, infak dan sedekah menjadi pelengkap bagi dana zakat dan fasilitas 





B. Pembahasan  
1. Makna Infak dan Sedekah  
Infak dan sedekah termasuk di antara bentuk filantropi yang diajarkan 
dalam Islam. Secara operasional, ditemukan fakta bahwa dalam al-Qur‟an 
istilah infak maupun shadaqah terkadang diposisikan sebagai sinonim dari 
zakat. Infak yang dianggap sebagai sinonim dari zakat dapat dilihat dalam 
surat al-Baqarah ayat 267. Begitu pula dengan shadaqah yang dianggap 
sebagai sinonim dari zakat di antaranya dapat dilihat dalam surat at-Taubah 
ayat 60. 
Infak termasuk kata yang berasal dari bahasa Arab anfaqa-yunfiqu-
infaqan yang berarti membelanjakan atau membiayai. Apabila merujuk pada 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), infak diartikan sebagai pemberian 
(sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan. 
Sedangkan sedekah yang merupakan kata lain dari derma menurut KBBI 
berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak 
menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan 
kemampuan pemberi.    
Apabila dikaji lebih lanjut, infak dapat dibagi ke dalam 4 macam 
hukum, yaitu mubah, wajib, sunnah dan haram.  
1) Infak berhukum mubah apabila harta itu dikeluarkan untuk segala 
sesuatu yang bersifat mubah 
2) Infak wajib berarti mengeluarkan harta untuk hal-hal yang bersifat 
wajib, seperti nafkah bagi anak, istri dan keluarga bagi seorang kepala 
rumah tangga, pembayaran maskawin, atau pemberian yang disebabkan 
oleh adanya nadzar.  
3) Infak haram berarti pemberian yang dilakukan untuk perbuatan yang 
haram, seperti infaknya seorang kafir yang hendak menghalangi  syiar 




“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka 
untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan 
harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan 
dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu 
dikumpulkan”. (QS. Al-Anfal:36) 
4) Infak sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niatan sedekah. Adapun 
implementasi dari infak jenis ini biasanya ada dua macam, yaitu infak 
untuk berjihad dan infak yang disalurkna untuk membantu sesama yang 
membutuhkan.  
2. Perbedaan Antara Infak, Sedekah, Zakat dan Wakaf 
Secara arti, antara infak dan sedekah tidak memiliki perbedaan yang 
signifikan. Keduanya sama-sama menunjukkan arti sebuah pemberian 
kepada orang lain secara sukarela. Sedangkan perbedaan di antara keduanya 
terletak pada jenis harta yang menjadi obyeknya dimana obyek infak hanya 
bersifat materi sementara obyek dari sedekah dapat berwujud materi maupun 
nonmateri.  
Lebih lanjut, untuk lebih memahami perbedaan filantropi dalam Islam, 




NO INDIKATOR ZAKAT INFAK SEDEKAH HIBAH WAKAF 






















Kasih saying Mendekatkan 




3 Jenis harta Tertentu saja Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 
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1. Apa yang dimaksud dengan infak ? Jelaskan ! 
2. Apa yang dimaksud dengan sedekah ? Jelaskan ! 
3. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara infak, sedekah, zakat dan wakaf  ! 
D. Referensi 
Bank Indonesia dan Universitas Airlangga, Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola 
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KONSEP DASAR WAKAF 
Kompetensi Dasar 
Setelah membaca diktat ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep 
dasar wakaf yang meliputi makna wakaf, sumber hukum wakaf, tujuan dan fungsi 
wakaf, rukun-rukun wakaf beserta syarat-syaratnya.  
Indikator 
1. Menjelaskan Makna Wakaf  
2. Menjelaskan Sejarah Awal Wakaf  
3. Menjelaskan Sumber Hukum Wakaf  
4. Menjelaskan Tujuan Dan Fungsi Wakaf 
5. Menjelaskan Rukun Dan Syarat Wakaf 
A. Pendahuluan  
Diktat ini membahas tentang konsep dasar wakaf yang harus diketahui dan 
dipahami terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam bahasan tentang pengelolaan 
wakaf. Tanpa memahami konsep dasarnya terlebih dahulu, pengelolaannya tidak 
menutup kemungkinan menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Harta benda 
wakaf harus tetap utuh dan yang boleh habis dimanfaatkan hanyalah hasil dari 
pengelolaan harta benda wakat tersebut. Prinsip-prinsip dasar semacam ini harus 
dipahami demi menjaga pengelolaan yang selalu sejalan dengan aturan-aturan 
syariat. Adapun bagian-bagian yang termasuk dasar dalam zakat meliputi makna 
wakaf, sumber hukum wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, rukun dan syarat wakaf.      
B. Pembahasan  
1. Makna Wakaf 
Kata “wakaf” atau “waqf” secara bahasa berasal dari bahas Arab yaitu 




“menahan”, “berhenti”, “berdiam di tempat” atau “tetap berdiri”. Sedangkan 
apabila makna wakaf ditinjau dari segi istilah, ulama memberikan beberapa 
alternatif definisi. Berikut ini adalah pendapat dari ulama empat mazhab 
tentang definisi wakaf ditinjau menurut istilah.  
Menurut Imam Hanafi sebagaimana yang dikutip dalam al-Inayah 
Syarh al-Hidayah,dikatakan bahwa : 
َْاقِِف  ْ ِِب َذَِيَفَث/ َذبُْس اهَْػْْيِ لََعَ ِموِْك ال
َ
ََْد أ ِع ِغ ْ َْ ِِف الَّشَّ ُِ ْنِهَِث َو ًَ ِ َفَػِث ة
َْ ًَ ْ ُق ةِال وَاتلََّصدُّ
 اهَْػارِيَّثِ 
Wakaf dalam istilah syara‟ menurut Imam Abu Hanifah diartikan 
dengan menahan harta milik wakif dan mensedekahkan manfaatnya 
yang menempati posisi akad „ariyah (pinjaman).
82
   
Ibnu „Arafah yang termasuk bermazhab Maliki sebagaimana yang 
disebutkan dalam Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil 
mendefinisikan wakaf dengan :  
 ُِ ِْدهِ اَلزًِيا َبَقاُؤهُ ِِف ِموِْك ُيْػِعي  وُُح
ةَ ٍء ُيدَّ َفَػِث ََشْ َْ َْْرُف َمْصَدًرا إْخَعاُء َي ْ ٌُ َغَرفََث ال ْْ وَ  قَاَل اْب َ ل
 َتْقِديرًا 
Ibnu „Arafah mengatakan bahwa makna wakaf secara mendasar 
merupakan upaya memberikan manfaat suatu benda semasa wujud 




Pendapat dari kalangan mazhab syafi‟i yang di antaranya adalah 
syeikh Taqiyuddin memberikan penjelasan wakaf dengan :  
ِف ِِف َخيْ  ٌَ اتلَََّصُّ ٍع ِي ْْ َُ ًْ ُِ َم ُِ َيَع َبَقاءِ َخْيَِ ِ ٌُ ااِْلٍْخَِفاُع ة ِس ًْ ِع َذبُْس َياٍل ُح ْ هُ ِِف الَّشَّ ُِ وََذدُّ َِ 
Batas wakaf menurut istilah syara‟ adalah menahan harta yang dapat 
mungkin diambil manfaatnya dengan tidak berkurang wujud bendanya 
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serta terhalang untuk dipindahtangankan.
84
  
Sedangkan Ibnu Qudamah mewakili kalangan mazhab Hanbali 
mendefinisikan wakaf dengan:  
َرةِ ََتْتِيُْس  ًَ ْصِن، َوتَْصبِْيُن اثلَّ
َ
 اْْل
Menahan pokok dan menjalankan (menyalurkan) manfaat atau 
keuntungannya.85 
Adapun menurut hukum positif dapat dilacak definisi wakaf menurut 3 
sumber, yakni:  
 PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik bahwa Wakaf 
adalah “perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang 
memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan 
melembagakan selama-lamanya untuk  kepentingan peribadatan atau 
kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam 
 Kompilasi Hukum Islam, Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, 
sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari 
benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna 
kepentingan ibadah atau keperluan  umum lainnya sesuai ajaran Islam. 
 UU No.41 tahun 2004 tentang Perwakafan (pasal 1 ayat 1), wakaf 
adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan 
sebagian harta miiknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk 
jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 
ibadah dan kesehahteraan umum menurut syariah. 
Dari sejumlah definisi yang telah disebutkan di atas, pada intinya 
wakaf merupakan harta yang diserahkan oleh wakif yang pokok hartanya 
tetap utuh dan terpelihara, sedangkan hasil dari pokok harta wakaf 
disalurkan kepada yang berhak menerima. Pokok harta benda wakaf tidak 
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boleh berkurang sehingga tugas bagi pengelolanya adalah memastikan 
bahwa aset wakaf tersebut aman dan terjaga. 
2. Sumber Hukum Wakaf  
Dalam Islam, legalitas wakaf ada yang didasarkan atas ayat al-Qur‟an 
dan adapula yang didasarkan atas hadis. Di antara ayat al-Qur‟an yang 
menjadi dasar hukum wakaf adalah:  
ٍء فَإِنَّ  ٌْ ََشْ ْا ِي ِفُق َْ ا َُتِتَُّْن َوَيا ُت ًَّ ْا ِم ِفُق َْ ْا اهِِْبَّ َذَّتَّ ُت ُ ََال ٌْ َت ُِ َغوِيٌى َ هَ ِ َ ة  {29اَّللَّ
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan 
apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah 
mengetahuinya. (QS. Ali Imran: 92) 
Ayat lain yang juga menjadi dasar hukum wakaf adalah surat al-
Baqarah ayat 261 yang berbunyi: 
ََاةَِن ِِف ُُكِّ ُشنُْتوَ  ٍْبََخْج َشْتَع َش
َ
َثِن َذتٍَّث أ ًَ ِ َل ْى ِِف َشبِيِن اَّللَّ ُّ َ َْال ْم
َ
َِْفُقَْن أ ٌَ ُح ي ِ ََّ ٍث ِيائَُث َيَثُن ا
ٌْ يَشَ  ًَ ِ ُ يَُضاِغُف ل ُ وَاِشٌع َغوِيٌى ََذتٍَّث وَاَّللَّ  (902اُء َواَّللَّ
Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir 
benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. 
Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. 
dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al-
Baqarah: 261). 
Salah satu sumber hadits yang menjadi rujukan legalitas wakaf adalah  
 ُِ نَّ َرُشَْل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َغوَْي
َ
َريَْرةَ، أ ُِ ِِب 
َ
ٌْ أ ُُ َخ َْ نَْصاُن اْجَقَعَع َخ اَل/ " إَِذا َياَت اإْلِ
وََشوََّى، قَ
ْو َوََلٍ َصاهٍِد يَْدُغْ ََلُ 
َ




ٌْ َصَدقَ ٌْ ثَََلثٍَث/ إاِلَّ ِي ُُ إاِلَّ ِي وُ ًَ  " َخ
Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: 
“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah 
amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang 
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Riwayat yang berkisah tentang Umar bin Khattab yang kebingungan 
atas tanah yang ia dapatkan di Khaibar.  
ِمرُهُ 
ْ
ُِ َوَشوََّى يَْصَخأ ََت اجلَِِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َغوَْي
َ
، فَأ ْرًضا َِبَْيَِبَ
َ
ُر أ ًَ َصاَب ُخ
َ
َر، قَاَل/ أ ًَ ٌِ ُخ








ا  َذَقاَل/ يَا َرُشَْل اهللِ، إِِّنِّ أ ًَ ، َذ ُُ َْ َِْدي ِي ْجَفُس ِغ
َ
َْ أ ُِ َرطُّ 
؟ قَاَل/  ُِ ِ ُمُرِن ة
ْ
ا»حَأ َّ ِ ْقَج ة ا، َوحََصدَّ َّ
ْصوَ
َ
ُُ اَل «إِْن ِشْئَج َذبَْصَج أ ٍَّ
َ
ُر، أ ًَ ا ُخ َّ ِ َق ة اَل/ َذَخَصدَّ
، قَ
 ًَ َق ُخ ُب، قَاَل/ َذَخَصدَّ َِ ا، َواَل يُبَْخاُع، َواَل يَُْرُث، َواَل يُْ َّ ْصوُ
َ
ُر ِِف اهُْفَقرَاءِ، َوِِف اهُْقْرََب، ُحَتاُع أ




ا أ َّ ٌْ َوحِلَ ََاَح لََعَ َي ْيِف، اَل ُح بِيِن، وَالضَّ ٌِ الصَّ
قَاِب، َوِِف َشبِيِن اهللِ، وَاةْ ا َوِِف الرِّ
. ُِ ٍل ذِي ِّْ ًَ ْو ُحْعِػَى َصِديًقا َدًْرَ ُيَخ
َ
ْػُروِف، أ ًَ ْ  ةِال
“Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Umar Ibn Khattab ra. memperoleh 
sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah 
saw. untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Wahai Rasulullah saw., 
saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan 
harta sebaik itu, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan 
tanah itu?” Rasulullah saw bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan 
(pokoknya) tanah itu, dan engkau sadekahkan (hasilnya). “Kemudian 
Umar mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak 
diwariskan dan pula tidak dihibahkan. Ibnu Umar berkata: “Umar 
menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang 
fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. 
Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazir) wakaf makan dari 
hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan 
orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).   
Riwayat yang berkisah tentang Ustman ibn „Affan yang mewakafkan 
sumur Rumah dapat dibaca dalam uraian berikut: 
اَن رِِضَ اهلُل غَُ،  ٌِ غفَّ الَ غٌ ُغثًاَن ة
نُْشُدُزىْ / قَ
َ
ِ  فَأ ِي ةِاَّللَّ ََّ ، إاِلَّ  إََِلَ  اَل  ا َْ ْن  ُِ ْنَ  َِ ًُ  َتْػوَ
نَّ 
َ
ِ  َرُشْلَ  أ ُِ  اهللُ  َصَّلَّ  اَّللَّ ٌْ / »قَالَ  َوَشوََّى، َغوَْي ُ  َدَفرَ  ُروَيثَ  ةِْئَ  يَبَْخاعُ  َي َتْيُج  «ََلُ؟ اَّللَّ
َ
 َرُشْلَ  فَأ
 ِ ُِ  اهللُ  َصَّلَّ  اَّللَّ ا/ »قَالَ  ُروَيَث، ةِْئَ  اْبَخْػُج  قَدْ / َذُقْوُج  َوَشوَّىَ  َغوَْي َّ ًِْيَ  ِشَقايَثً  فَاْحَػوْ ْصوِ ًُ  لِوْ
ا َِ ْحُر
َ
ْا ،«لََك  وَأ ُ  َجَػْى،/ قَال
Dari Ustman ibn „Affah Ra., ia berkata, “Aku bersumpah pada kalian 
atas nama Allah Swt. yang tiada tuhan kecuali Dia, apakah kaliah tahu 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: “siapa yang membeli sumur 




Rasulullah Saw. dan berkata, “sungguh aku yang telah membeli sumur 
Rumah tersebut”, lalu Rasulullah berkata, “Jadikalah sumur itu untuk 
mencukupi kebutuhan minum kaum muslimin dan pahalanya 
senantiasa untukmu”, lalu mereka (sahabat) menjawab, “Iya”.
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Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, legalitas wakaf ada 
yang didasarkan sejumlah peraturan yang antara lain:  
 PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik 
 Permendagri No.6 Tahun 1977 Tentang Tata  Pendaftaran Tanah 
mengenai Perwakafan Tanah Milik 
 Permenag No.1 Tahun 1978 tentang Peraturan  Pelaksanaan PP No. 28 
Tahun 1977 Perwakafan  Tanah Milik, dan berbagai surat keputusan 
Menag dan Dirjen Bimas Islam Depag 
 Intruksi Presiden No.1 Tahun 1992 yang menetapkan Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) yang memuat Hukum Perwakafan 
 UU No.41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. 
 PP No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 
tentang Perwakafan. 
Meskipun pada dasarnya ajaran wakaf bersumber dari agama Islam, 
namun di nusantara tempo dulu ditemukan sejumlah praktik dalam hukum 
adat yang secara substansi memiliki kemiripan dengan ajaran wakaf. 
Kemiripan itu terletak pada penahanan pokok benda dan mendistribusikan 
manfaatnya kepada orang lain. Ajaran tersebut dapat terlihat dalam uraian 
berikut: 
 Pada Suku Badui di Cibeo (Banten Selatan) dikenal “Huma Serang”. 
Huma  adalah ladang-ladang yang dikerjakan secara bersama dan 
hasilnya untuk kepentingan bersama 
 Di Bali terdapat tanah dan barang-barang perhiasan yang disimpan di 
dalam candi yang menjadi milik para Dewa. 
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 Di Lombok terdapat tanah “Preman”, yakni tanah negara yang 
dibebaskan dari pajak (landrente) untuk  diserahkan kepada desa-desa 
Subak. 
 Di Jawa terdapat tanah seperti tanah wakaf yang dinamakan tanah 
perdikan yang  dibagi dalam:  
 Desa Pesantren, tanah diberikan kepada seorang kyai untuk 
mengajar agama Islam 
 Desa Mijen, yakni tanah yang diberikan pada seseorang untuk 
menanam benih sayuran atau buah-buahan untuk kepentingan raja 
 Desa Keputihan, yakni tanah yang diberikan kepada orang sakti 
 Desa Pakuncen,  tanah diberikan pada juru kunci pemakaman raja 
 Desa atau tanah tersebut semua adalah milik raja yang dipinjamkan 
kepada seseorang atau keluarganya sebagai hadian atau gaji dan 
dibebaskan dari pajak, dan berahir seperti wakaf. 
3. Tujuan Dan Fungsi Wakaf  
Seseorang bersedia melaksanakan wakaf antara lain bertujuan untuk 
beribadah dan demi mendekatkan diri kepada Allah. Sebab tujuan diciptakan 
manusia di muka bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah 
SWT. Hal ini sejalan dengan firman Allah Surat Adz-Dzariyat ayat 56. 
Dalam implementasinya, beribadah dan berupaya mendekatkan diri kepada 
Allah banyak ragam bentuknya. Ada ibadah yang benar-benar murni hanya 
untuk Allah yang kemudian dikenal istilah ibadah madhah, dan ada pula 
yang masih ada hubungannya dengan sesama manusia yang dikenal dengan 
istilah ibadah ghairu mahdah. Ibadah yang berdimensi ghairu mahdah ini 
antara lain adalah berwakaf. Adanya syariat wakaf ini diharapkan dapat 
memperlihatkan dan mewujudkan Islam sebagai agama yang “rahmatan lil 





Setiap manusia yang hidup di dunia tentu memiliki batas waktu dalam 
beribadah, yakni sesuai dengan jumlah umur yang dimiliki selama hidup. 
Setelah manusia meninggal, segala upaya yang sebelumnya dapat 
mendatangkan pundi-pundi pahala sebagai bekal menuju alam akhirat sudah 
tidak dapat dilaksanakan lagi. Kesempatan beribadah sudah habis seiring 
dengan berakhirnya nafas seseorang. Pemahaman seperti ini adalah lazim 
diyakini semua manusia. Namun di balik keterbatasan akan terputusnya amal 
ibadah seseorang ketika sudah meninggal, Allah masih memberikan 
kesempatan kepada manusia untuk mewujudkan sumber pahala yang tidak 
terputus walaupun manusia telah tiada. Hal inilah yang biasa dikenal dengan 
istilah amal jariyah. Hal ini pula yang mendorong dan memotivasi manusia 
untuk berwakaf, yakni bertujuan untuk mendapatkan “pasif income” pahala 
yang tidak pernah putus sebagaimana yang disabdakan Rasulullah dalam 
salah satu haditsnya.        
Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, 
dikatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai 
dengan fungsinya. Fungsi tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam 
Pasal 5 yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf 
untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. 
Dalam tataran implementasi, setidaknya ada 4 fungsi yang dapat dihasilkan 
oleh wakaf, yakni fungsi ibadah, fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan bahkan 
fungsi akhlak atau moral. Semua fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai 
berikut : 
1) Fungsi ibadah 
Sebagaimana praktik awal wakaf yang dicontohkan oleh 
Rasulullah Saw. dengan Masjid Nabawi, maka harta benda wakaf dapat 
berfungsi sebagai sarana ibadah. Masjid dapat menampung berbagai 
kegiatan ubudiyah yang menjadi rutinitas dan ritual masyakat, mulai 




pendidikan dan kajian-kajian keagamaan yang seluruhnya biasa 
diselenggarakan di masjid.     
2) Fungsi sosial 
Fungsi sosial wakaf juga dapat diteladari dari praktik wakaf yang 
dilakukan oleh Ustman ibn „Affan. Hak milik atas suatu harta 
dilepaskan demi membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan 
adanya wakaf dalam bentuk sumur Rumah di Madinah yang dibeli dari 
tangan orang yahudi sangat membantu masyarakat setempat yang 
mengalami kesulitan air bersih. Fungsi sosial bukan saja terjadi dalam 
konteks sumur, tetapi segala bentuk harta benda wakaf yang 
memungkinkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai fasilitas 
publik termasuk bagian dari fungsi sosial wakaf. Misalnya jalan, 
jembatan, dan infrastruktur lain yang pada umumnya dimanfaatkan 
bersama-sama oleh masyarakat.       
3) Fungsi ekonomi 
Jika harta benda wakaf dikelola secara profesional sebenarnya 
dapat menghasilkan nilai ekonomi tinggi masyararakat. Sebagai contoh, 
tanah Khaibar yang diwakafnya oleh Umar ibn Khattab sangat 
membantu mencukupi kebutuhan ekonomi orang-orang fakir, para 
kerabat famili, para pejuang, ibnu sabil hingga dapat digunakan untuk 
memulyakan tamu. Segala kebutuhan orang-orang yang tidak mampu 
dapat ditopang dari hasil paneh kurma yang ditanam di atas tanah yang 
diwakafkan Umar di Khaibar. Melalui pengelolaan wakaf yang 
produktif, kemiskinan menjadi dapat ditekan dan bahkan dihilangkan. 
Hasil wakaf dapat digunakan modal usaha bagi mereka yang memiliki 
keterampilan berdagang. Tidak hanya itu, wakaf juga sebagai sarana 
distribusi pendapatan agar kekayaan tidak hanya menumpuk di 





4) Fungsi akhlak 
Fungsi wakaf tidak saja berhubungan dengan ibadah, sosial dan 
ekonomi, melainkan juga fungsi akhlak. Artinya, syariat wakaf 
mengajarkan kepada manusia agar tidak selalu serakah atas harta yang 
dimiliki. Harta yang terus ditumpuk dan disimpan tidak akan pernah 
dibawa mati. Berbeda konteksnya ketika harta itu diwakafkan. Ia dapat 
menjadi sumber pertolongan di akhirat. Wakaf melatih manusia agar 
tidak tamak dan serakah terhadap urusan duniawi serta menumbuhkan 
altruisme dalam diri seseorang. Dengan cara demikian, seorang hamba 
(yang berwakaf) dapat membuktikan ketakwaannya karena 
melaksanakan salah satu perintah Tuhan.      
4. Rukun Dan Syarat Wakaf  
Secara umum, kalangan ulama fikih menyebutkan jika rukun wakaf 
ada 4, yang meliputi : 1) orang yang berwakaf (wakif), 2) harta yang 
diwakafkan (mauquf bih), 3) penerima manfaat wakaf (mauquf „alaih), dan 
4) pernyataan atau ikrar wakaf (shighat).
88
 Adapun menurut ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan yang mengatur urusan 
perwakafan, yakni Undang-Undang No.41 Tahun 2004, unsur (rukun) wakaf 
terdiri dari enam hal, yaitu 1) orang yang berwakaf (wakif), 2) pengelola 
harta wakaf (nazir), 3) harta benda wakaf (mauquf „alaih), 4) ikrar wakaf 
(shighat), 5) peruntukan harta benda wakaf (mauquf „alaih), dan 6) jangka 
waktu wakaf.  
Apabila diperhatikan, terdapat perbedaan dalam jumlah rukun antara 
fikih dan undang-undang dimana dalam Undang-Undang Wakaf memuat 
tambahan 2 rukun selain empat rukun yang telah disebutkan dalam fikih. 
Tambahan tersebut yaitu unsur „nazir‟ dan „jangka waktu wakaf ‟.  
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Uraian lebih lanjut tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 
setiap unsur yang menjadi rukun wakaf dapat dilihat dalam uraian berikut.     
a. Syarat wakif 
Bagi setiap orang yang hendak berwakaf (wakif), terlebih dahulu ia 
harus memiliki kecakapan hukum (legal competent). Kecakapan hukum 
ini dimaksudkan bahwa seseorang telah sah bertindak hukum dan 
membelanjakan hartanya sesuai dengan kehendaknya. Dalam konteks 
fikih, kecakapan hukum ini dikenal dengan istilah kamal al-ahliyah.  
Minimal ada empat (4) kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang 
calon wakif yang hendak mewakafkan hartanya, yaitu 1) merdeka, 2) 
berakal sehat, 3) dewasa, 4) baligh. Sedangkan jika merujuk pada 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 8, persyaratan seorang 
wakif antara lain 1) dewasa, 2) berakal sehat, 3) tidak tehalang melakukan 
perbuatan hukum, dan 4) pemilik sah harta benda wakaf. Dari semua 
uraian tentang kriteria seorang wakif, tidak ada ketentuan yang 
menyebutkan jika wakif adalah harus muslim. Oleh sebab itu, siapapun 
berhak berwakaf sekalipun dia termasuk dari kalangan non muslim.
89
   
Semua sepakat jika harta wakaf memiliki dampak yang besar bagi 
kesejahteraan masyarakat jika mampu dikelola dengan baik. Karena 
demikian, pemerintah memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk 
berpartisipasi menjadi wakif.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
pasal 7 juga telah menyebutkan jika wakif tidak terbatas perseorangan 
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saja, melainkan bisa organisasi dan badan hukum. Bagi wakif yang 
berbentuk organisasi, wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf 
apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda 
wakaf millik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang 
bersangkutan. Sedangkan ketentuan wakif badan hukum, ia hanya dapat 
melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk 
mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan 
anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.  
b. Syarat Nazir 
Menurut Wahbah az-Zuhaili, nazir yang dapat diamanahi untuk 
mengelola harta wakaf harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:
90
  
1) Adil (al-„adalah). Maksud kata adil dalam konteks ini adalah nazir 
termasuk orang yang memegang prinsip ajaran agama baik dalam 
melaksanakan perintah maupun menjauhkan diri dari larangan. 
Jumhur ulama berpendapat jika adil merupakan syarat bagi seorang 
nazir sementara kalangan Hanabilah tidak menjadikan adil sebagai 
syarat nazir.   
2) Memiliki kecakapan (al-kifayah). Seorang nazir harus memiliki 
kompetensi dan kemampuan dalam mengelola dan menjaga aset 
wakaf. Cakap berarti ia telah masuk kriteria mukallaf yang 
dibuktikan dengan telah baligh dan berakal. Seorang nazir tidak 
dituntut harus laki-laki sebab Umar pernah berwasiat kepada Hafshah 
sebagai nazir.  
3) Islam. Persyaratan Islam ini berlaku jika peruntukan wakaf (mauquf 
alaih) secara khusus adalah untuk orang Islam atau kepentingan 
peribadatan umat Islam, misalnya masjid dan sejenisnya. Ketentuan 
ini bersandar pada surat An-Nisa‟ ayat 141. Sedangkan jika 
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peruntukan wakaf tidak secara khusus untuk umat Islam, maka tidak 
dipersyaratan bagi nazir harus beragama Islam.   
Adapun menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 10, 
nazir dapat berbentuk perorangan, organisasi, serta badan hukum. Bagi 
nazir perorangan, syarat yang harus dipenuhi antara lain : 
1) Warga negara Indonesia 
2) Beragama Islam 
3) Dewasa 
4) Amanah 
5) Mampu secara jasmani dan rohani,serta 
6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 
Nazir yang berbentuk organisasi diharuskan memenuhi syarat, yaitu 
pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazir 
perorangan dan organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, 
kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Sedangkan nazir yang 
berbentuk badan hukum harus memenuhi kriteria di antaranya; 
1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan 
nazir perseorangan 
2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, 
pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. 
c. Syarat mauquf bih 




1) Harta yang mutaqawwim, yakni bernilai dan bermanfaat menurut 
syariat, dapat disimpan dan halal dalam keadaan normal  
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2) Keberadaan dan wujudnya diketahui dengan yakin ketika diwakafkan 
3) Milik penuh wakif 
4) Terpisah, bukan milik bersama (musya‟) yang tidak diketahui bagian 
yang menjadi hak. 
Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 15, tidak 
disebutkan adanya aturan yang ketat bagi harta benda yang boleh 
diwakafkan. Yang terpenting, harta yang hendak diwakafkan merupakan 
hak milik yang dikuasai oleh wakif secara sah.  
Secara umum, harta benda yang diwakafkan terdiri dari dua 
kategori, yakni benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak. Di 
antara benda tidak bergerak antara lain : 
1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum 
terdaftar 
2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah 
sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. 
3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah 
4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
5) Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
Sedangkan benda yang termasuk dalam kategori benda bergerak 
yaitu benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi. Benda-benda 
tersebut antara lain : 
1) Uang 
2) Logam mulia 
3) Surat berharga 
4) Kendaraan 




6) Hak sewa,dan    
7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Terdapat banyak pendapat terkait status hukum wakaf benda 
bergerak. Pendapat dari ulama ahli fikih secara umum dapat diuraikan 
sebagai berikut : 
92
  
1) Ulama‟ Hanafiyah: mereka berpendapat jika pada prinsipnya benda 
yang dapat diwakafkan adalah benda tidak bergerak sebab yang obyek 
wakaf harus bersifat tetap yang dapat dimanfaatkan terus menerus. 
Kaidah yang mereka pegang adalah “pada prinsipnya yang sah 
diwakafkan adalah benda tidak bergerak”. Substansi dari benda wakaf 
adalah ta‟bid (tahan lama).  
2) Ulama Malikiyah : mereka berpendapat jika boleh mewakafkan benda 
bergerak dengan syarat dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau 
dalam jangka waktu tertentu. 
3) Ulama Syafi‟iyah : mereka berpendapat jika boleh mewakafkan benda 
apapun dengan syarat barang yang diwakafkan berupa barang yang 
kekal manfaatnya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.  
4) Ulama Hanabilah : mereka berpendapat jika boleh mewakafkan benda 
yang bergerak (seperti kendaraan, senjata untuk berperang, hewan 
ternak dan kitab-kitab yang bermanfaat) atau benda yang tidak 
bergerak (rumah, tanaman, tanah, dan benda lainnya).   
Dalam konteks kadar harta yang diwakafkan, belum ada ketentuan 
khusus yang mengaturnya. Kalangan mazhab Hanafi bahkan 
membebaskan dan tidak membatasi jumlah harta yang akan diwakafkan 
agar dapat menghargai keinginan wakif. Wakif bebas mewakafkan harta 
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yang ia miliki. Namun pandangan ini pada akhirnya dapat menimbulkan 
penyelewengan sebagian wakif dimana ia mewakafkan semua harta benda 
yang dimiliki tanpa memperhitungkan keadaan keluarga yang 
ditinggalkan. Karena demikian, sebagian ulama memberikan pembatasan 
kadar harta yang boleh diwakafkan, kecuali jika wakif saat wafat tidak 
mempunyai ahli waris sama sekali. Adapun batas harta yang boleh 
diwakafkan ialah tidak melebihi sepertiga harta wakif untuk kepentingan 
kesejahteraan anggota keluarganya.
93
     
d. Syarat mauquf ‘alaih 
Mauquf „alaih ialah peruntukan wakaf atau pihak yang 
mendapatkan manfaat dari harta wakaf. Sebab salah satu tujuan dari 
wakaf adalah beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka harta 
benda wakaf hanya boleh dimanfaatkan untuk kebajikan yang sesuai 
batas-batas yang diperkenankan menurut syariat. 
Peruntukan wakaf menurut Musthafa al-Khin terbagi menjadi 
macam, yaitu peruntukan yang bersifat khusus (sudah ditentukan dan 
disebutkan) dan tidak ditentukan atau tidak disebutkan.
94
 Jika peruntukan 
harta wakaf termasuk yang sudah ditentukan, maka syarat yang harus 
dipenuhi yaitu wujudnya mauquf „alaih pada saat diwakafkan. Maka 
hukumnya tidak boleh mewakafkan harta untuk anak padahal saat 
mewakafkan, wakif belum memiliki anak. Hukum yang sama juga 
berlaku bagi wakif yang mewakafkan harta untuk dirinya sendiri sebab 
hal itu tidak terlalu berarti baginya (tahsil al-hasil).
95
 Jika mauquf „alaih 
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dari harta wakaf adalah non muslim (kafir dzimmi), maka hal itu masih 
diperbolehkan dengan catatan selama tidak untuk tujuan kemaksiatan. 
Adapun peruntukan wakaf (mauquf „alaih) tidak disebutkan secara 
khusus (berarti untuk kepentingan umum), maka syaratnya hanyalah tidak 
boleh dipergunakan untuk kemaksiatan.     
Sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 
Pasal 22, dikatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi 
wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :  
1) Sarana dan kegiatan ibadah 
2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan 
3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa 
4) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya ang tidak bertentangan 
dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. 
Apabila dalam berikrar wakaf, wakif tidak menetapkan peruntukan 
harta benda wakaf, maka nadzir dapat menetapkan peruntukan harta 
benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.   
e. Syarat shighat/ikrar 
Shighat wakaf merupakan segala ucapan, tulisan atau isyarat dari 
orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa 
yang diinginkannya. Tidak ada ketentuan bahwa dalam shighat wakaf 
harus ada qabul dari mauquf „alaih, sebab shighat wakaf cukup hanya 
dengan adanya ijab saja. Shighat wakaf ada dua macam, yaitu sharih dan 
kinayah. Shighat harih berarti menggunakan lafadz atau kata yang tidak 
mengandung pengertian lain kecuali kepada wakaf. Misalnya dalam 
redaksi berbahasa Arab bunyinya :  َْصُج ، َشتَّوُْج َوَرْفُج ، َذب  , atau dalam 
redaksi berbahasa Indonesia wakif mengatakan “saya wakafkan...”. 
Sedangkan shighat kinayah berarti menggunakan lafadz dan kata kiasan. 




ْيُج  ْقُج ، َذرَّ ةَّْدُت حََصدَّ
َ
، أ , atau dalam redaksi berbahasa Indonesia seseorang 
berkata “saya sedekahkan....”. Shighat kinayah ini baru bermakna wakaf 
jika disertai niat wakaf dari wakif.
96
  
Secara umum, syarat sahnya shighat ijab dalam wakaf, baik yang 
berupa ucapan maupun tulisan, yaitu : 
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1) Shighat harus munjazah (terjadi seketika/ selesai). Maksudnya ialah 
shighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf 
seketika setelah shighat ijab diucapkan atau ditulis, misalnya berkata 
: “saya mewakafkan tanah saya... atau saya sedekahkan tanah saya 
untuk wakaf”. 
2) Shighat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat 
yang menodai atau mencedera dasar wakaf atau meniadakan 
hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian. Misalnya wakif berkata : 
“saya wakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, 
kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu-cucu 
saya dengan syarat bahwa saya boleh menjual atau menggadaikannya 
kapan saja saya kehendaki.... atau jika saya meninggal, wakaf ini 
menjadi harta waris bagi para ahli waris saya”. 
Shighat wakaf atau yang dalam istilah perundang-undangan di 
Indonesia dikenal dengan istilah ikrar wakaf harus tertuang dalam Akta 
Ikrar Wakaf (AIW). Dalam pelaksanaannya, menuangkan ikrar wakaf 
kedalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) memiliki sejumlah prosedur.  Dalam 
KHI Pasal 223 dikatakan: 
a) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di 
hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk 
melaksanakan ikrar wakaf. 
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b) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama 
c) Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf 
dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 
(dua) orang saksi.  
d) Dalam melakukan Ikrar seperti dimaksudkan ayat (1) pihak yang 
mewakafkan diharuskan menyertakan kepada Pejabat yang tersebut 
dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut : 
1) Tanda bukti pemilikan harta benda 
2) Jika benda yang diwakafkan beruba benda tidak bergerak, maka 
harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat 
oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak 
bergerak dimaksud 
3) Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari 
benda tidak bergerak yang bersangkutan.  
Sedangkan dalam Pasal 21 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 
tentang wakaf, pernyataan kehendak wakif yang tertuang dalam shighat 
ijab atau ikrar wakaf memiliki sejumlah ketentuan, antara lain : 
a) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf 
b) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 paling 
sedikit memuat : 
1) Nama dan identitas wakif 
2) Nama dan identitas nadzir 
3) Data dan keterangan harta benda wakaf 
4) Peruntukan harta benda wakaf, dan  
5) Jangka waktu wakaf 
c) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana 





1. Jelaskan makna wakaf ! 
2. Sebutkan sumber hukum wakaf ! 
3. Sebutkan tujuan dan fungsi wakaf ! 
4. Sebutkan dan jelaskan rukun dan syarat wakaf !. 
D. Referensi 
Hasan Abdullah Amin, Idarah wa Tamtsir Mumtalakat al-Auqaf (Jeddah: al-
Ma‟had al-Islamiy li al-Buhuts wa al-Tadrib al-Bank al-Islamiy li 
Tanmiyyah, 1989). 
Muchlasin, Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia, (Salatiga: STAIN 
Salatiga Press, 2014) 
Dirjen Bimas Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf (Jakarta: 
Kementerian Agama, 2006). 
Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Wakaf, Pedoman dan Pengelolaan 
Perkembangan Wakaf (Jakarta: Kementerian Agama, 2013).  
Pascale Ghazaleh, Held in Trust: Waqf in the Islamic World, (Cairo: the 
American University in Cairo Press, 2011) 
Siah Khosyi‟ah, Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya 
di Indonesia, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) 
Bank Indonesia dan Universitas Airlangga, Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola 
yang Efektif, Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah (Departemen Ekonomi 
dan Keuangan Syariah Bank Indonesia: Jakarta, 2016). 
Badan Wakaf Indonesia, Buku Pintar Wakaf, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 
T.Th) 














Setelah membaca diktat ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami nazhir 
selaku pihak yang bertugas mengelola harta benda wakaf dan Badan Wakaf Indonesia 
(BWI) selaku lembaga yang membina nazhir dan mengkoordinir seluruh perwakafan 
di Indonesia. Memahami nazhir wakaf dimulai dari pemahaman tentang makna 
nazhir, syarat nazhir, hak dan kewajiban nazhir, macam-macam nazhir, pelaporan dan 
pengawasan nazhir, syarat pengalihan nazhir hingga sengketa yang dialami nazhir.  
Sedangkan pemahaman tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI) dimulai dengan 
memahami makna, tugas dan wewenang, peran, struktur organisasi hingga 
perwakilan BWI di masing-masing daerah.   
Indikator 
1. Menjelaskan Makna Nazir Wakaf 
2. Menjelaskan Syarat Nazir 
3. Menjelaskan Hak dan Kewajiban Nazhir 
4. Menjelaskan Pelaporan dan pengawasan Nazir  
5. Menjelaskan Syarat pengalihan nazhir 
6. Menjelaskan sengketa nazhir 
7. Menjelaskan Badan Wakaf Indonesia (BWI)  
8. Menjelaskan Tugas dan Wewenang  
9. Menjelaskan Peran Badan Wakaf Indonesia  
10. Menjelaskan Struktur Organisasi 







A. Pendahuluan  
Keberhasilan perwakafan sebenarnya sangat ditentukan oleh kualitas para 
pengelolanya. Ketika nazhir yang bertugas sebagai pengelola menjalankan 
tugasnya secara profesional, maka harta benda wakaf akan memberikan manfaat 
yang besar bagi umat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, nazhir akan dibantu 
dan dibina oleh Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia sengaja 
dibentuk dalam rangka membantu mengembangkan dan memajukan perwakafan 
di Indonesia. Detail penjelasan tentang nazhir maupun Badan Wakaf Indonesia 
akan diuraikan dalam pembahasan berikut.  
B. Pembahasan  
1. Nazir Wakaf 
a. Makna Nazir Wakaf 
Dalam wakaf, keberadaan nazhir sangat krusial sebab sukses dan 
tidaknya pengelolaan wakaf sangat bergantung pada profesionalisme 
seorang nazhir. Secara bahasa, istilah nazhir berasal dari bahasa Arab 
yang merupakan isim fa‟il ( ٌٍَاِظر) dari fi‟il madli “nadzara” ( ََجَظر) yang 
berarti penjaga, pemelihara, pengelola dan pengawas.  
Sedangkan secara istilah, nazhir merupakan orang atau 
sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif 
mengelola wakaf. Dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang 
wakaf, nazhir didefinisikan dengan pihak yang menerima harta benda 
wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan 
peruntukannya.    
Berdasarkan definisi di atas, seseorang yang ditunjuk sebagai 
nazhir tidak cukup sekedar menerima harta benda wakaf lalu 
mengamankannya saja. Namun yang paling penting, seorang nazhir 
harus mampu mengelola dan mengembangkannya, tidak dibiarkan 




b. Syarat Nazir 
Secara umum, nazhir wakaf yang dapat ditemukan di Indonesia 
ada 3 macam, nazhir perseorangan, nazhir organisasi dan nazhir badan 
hukum.  
1) Nazhir perseorangan. 
Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang 
terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat 
menjadi ketua.
98
 Masing-masing orang yang menjadi nazhir 
perseorangan harus memenuhi kriteria antara lain: a) warga negara 
Indonesia, b) beragama Islam, c) dewasa, d) amanah, e) mampu 




Nazhir perseorangan wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI 
melalui Kantor Urusan Agama setempat. Apabila tidak terdapat KUA 
di daerah tersebut, maka pendaftaran nazhir dapat melalui KUA 
terdekat, Kantor Kemenag, atau perwakilan BWI daerah setempat. 
Salah seorang nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di 
kecamatan tempat benda wakaf tersebut berada.  
2) Nazhir Organisasi. 
Jika nazhir berbentuk organisasi, maka persyaratan yang harus 
dimiliki antara lain a) pengurus organisasi yang bersangkutan 
memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, dan b) organisasi yang 
bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau 
keagamaan Islam.
100
 Nazhir organisasi didaftarkan pada Menteri dan 
Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat. 
Salah seorang dari pengurus organisasi harus berdomisili di 
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kabupaten/kota letak benda wakaf berada.  
Persyaratan lain yang dibutuhkan dan harus dilampirkan pada 




1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar 
2) Daftar susunan pengurus 
3) Anggaran rumah tangga 
4) Program kerja dalam pengembangan wakaf 
5) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari 
kekayaan lain atau merupakan kekayaan organisasi, dan  
6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. 
3) Nazhir Badan Hukum. 
Apabila yang akan menjadi nazhir adalah berbentuk badan 
hukum, maka persyaratan yang harus dipenuhi meliputi: a) pengurus 
badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir 
perseorangan, b) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan c) badan 
hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, 
kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
102
 Adapun persyaratan 
lain yang perlu dilampirkan selama pendaftaran kurang lebih sama 
dengan nazhir organisasi.  
Lebih rinci, selain syarat nazhir yang telah disebutkan di atas, 
setiap orang yang ditunjuk sebagai nazhir harus memenuhi tiga syarat, 
yakni syarat moral, syarat manajemen dan syarat bisnis.
103
 Penjelasan 
lebih lanjut dari ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut: 
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1) Syarat Moral 
Di institusi manapun terutama bila berhubungan dengan 
keuangan, aspek moralitas menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki 
oleh setiap orang. Berawal dari moral, orang lain akan percaya. 
Semakin baik dan berkualitas moral seseorang maka akan semakin 
tinggi pula orang menaruh kepercayaan kepadanya.  
Beberapa bentuk syarat moral yang perlu dimiliki oleh setiap 
nazhir antara lain : 
a) Paham tentang hukum wakaf.  
Adalah menjadi sebuah keniscayaan apabila setiap orang 
yang ditunjuk menjadi pengelola aset wakaf harus paham terhadap 
hukum wakaf, baik dalam tinjauan hukum syariah maupun 
perundang-undangan yang berlaku. Tanpa didukung dengan 
pemahaman yang baik tentang hukum wakaf, maka besar 
kemungkinan akan terjadi penyelewengan dalam setiap kebijakan 
pengelolaan.      
b) Jujur, amanah dan adil  
Kriteria jujur, amanah dan adil sebenarnya bukan saja perlu 
dimiliki oleh seseorang yang ditugasi untuk menjadi nazhir wakaf, 
tetapi ini juga berlaku bagi setiap umat Islam tanpa batas. Ketiga 
sifat tersebut juga yang akan mendasari seseorang apakah layak 
dipercaya untuk mengemban tanggung jawab ataukah tidak. 
Apalagi kondisi saat ini tengah memasuki fase fasad al-zaman 
(masa kerusakan) yang ditandai dengan tingginya dekadensi moral 
yang terjadi membuat nilai-nilai dan etika yang diajarkan oleh 
agama melalui Rasulullah SAW menjadi sesuatu yang langka dan 
mahal.   
c) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha 




besar kecilnya potensi keuntungan yang bisa didapatkan. Hal ini 
juga berlaku dalam konteks pengelolaan aset wakaf. Ketika aset 
wakaf yang dikelola semakin berkembang, maka dapat 
dimungkinkan godaan semakin besar. Walaupun aset yang 
dikelola terus mengalami perkembangan, Nazir yang baik akan 
tetap fokus dan bekerja secara profesional dalam mengelola aset 
wakaf tanpa sedikitpun tergoda untuk memanipulasi dan membuat 
laporan fiktif dan manipulatif untuk meraih keuntungan pribadi.   
d) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan 
Untuk menghasilkan nazhir yang profesional, selain melalui 
jalur seleksi, menjadi seorang nazhir adalah harus didasari atas 
kemauan dan kehendak pribadi calon nazhir, bukan atas dasar 
paksaan seseorang. Tanpa ada keikhlasan, akan sulit menghasilkan 
nazhir yang profesional. Seorang nazhir dalam menjalankan 
tugasnya juga harus bersungguh-sungguh dan ia juga termasuk 
orang yang menyukai tantangan. Menyukai tantangan itu adalah 
salah satu indikator pribadi yang dapat tumbuh dan berkembang 
sehingga akan lebih bijak.      
e) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual 
Cerdas secara emosional dan spiritual sangat penting 
dimiliki oleh seorang nazhir.  
2) Syarat manajemen, antara lain:  
a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership 
b) Visioner 
c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan 
pemberdayaan 
d) Profesional dalam bidang pengelolaan harta 





3) Syarat bisnis, di antaranya yaitu : 
a) Mempunyai keinginan 
b) Mempunyai pengalaman 
c) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya 
enterpreneur 
d) Dari persyaratan di atas menunjukkan bahwa nadzir menempati 
pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. 
Di tinjau dari segi tugas nadzir, dimana nadzir berkewajiban untuk 
menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat harta yang 
diwakafkan bagi orang-oramg yang berhak menerimanya. 
c. Hak dan Kewajiban Nazhir 
1) Hak Nazhir 
Meskipun jabatan nazhir sangat lekat sekali dengan sebuah 
bentuk pengabdian seorang kepada kemaslahatan umat, tetapi Islam 
tetap memberikan apresiasi bagi setiap orang yang bertugas sebagai 
nazhir. Tenaga dan waktu yang telah disumbangkan untuk 
mengelola aset wakaf perlu juga tetap dihargai walaupun bentuk 
penghargaan tersebut tentu tidak dapat disamakan dengan jabatan 
dalam lembaga bisnis yang sejak awal hanya berorientasi profit. Di 
luar tugasnya sebagai pengelola aset wakaf, seorang nazhir juga 
terkadang memiliki tanggung jawab menafkahi keluarga sehingga 
menjadi tidak masuk akal apabila tugas mengabdi pada umat lantas 
mengabaikan tanggung jawab kepada keluarganya sendiri. Oleh 
karena itu, guna menyeimbangkan keduanya, Islam 
memperkenankan seorang nazhir mengambil haknya atas hasil 
keuntungan yang dapat ia peroleh dari mengelola aset wakaf untuk 
memenuhi dan mencukupi keluarga yang menjadi tanggungannya. 
Wujud apresiasi yang diterima oleh seorang nazhir tidak 




ini penjelasan masing-masing 
a) Hak materi 
Ketentuan bahwa nazhir boleh dan diperkenankan 
mengambil keuntungan dari hasil pengelolaan wakaf tercermin 
dalam kisah yang dialami oleh Umar bin Khattab dengan tanah 
Khaibar miliknya sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu 
Umar. Di akhir kisah itu dikatakan “Dan tidak dilarang bagi 
yang mengelola (nazir) wakaf makan dari hasilnya dengan 
cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain 
dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.
104
 Kebolehan 
mengambil hak atas hasil pengelolaan wakaf ini tidak 
disebutkan secara detail tentang besarannya, hanya berdasarkan 
ukuran kepantasan. Oleh karena itu, besaran hak tersebut 
dikembalikan pada „urf (tradisi) yang berlaku di masyarakat.  
Di Indonesia, hak seorang nazhir telah diatur oleh 
pemerintah, tepatnya dalam Undang-Undang No.41 Tahun 
2004 tentang Wakaf pasal 12 yang berbunyi bahwa “nazhir 
dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak 
melebihi 10% (sepuluh persen)”.    
b) Hak non materi  
Untuk melahirkan nazhir yang profesional, dibutuhkan 
pendampingan dan pembinaan secara berkala dari pemerintah 
yang memiliki otoritas di bidang perwakafan, yakni Badan 
Wakaf Indonesia (BWI). Tujuannya agar pengelolaan aset 
wakaf menjadi lebih maksimal dan produktif. Oleh karena itu, 
peran dari BWI dalam membina para nazhir wakaf menjadi 
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sangat penting.  
Ketika seseorang ditunjuk sebagai nazhir wakaf, tidak 
semuanya langsung dapat memahami cara mengelola aset 
wakaf tersebut dengan baik, mulai dari membuat perencanaan 
hingga membuat pelaporan karena tidak semua nazhir memiliki 
basik seorang manajer ataupun akuntan. Dengan adanya 
pembinaan dari nazhir, minimal ada proses belajar dari para 
nazhir sehingga secara bertahap dapat meningkatkan kualitas 
dalam pengelolaan wakaf dan semakin profesional.   
2) Kewajiban Nazhir 
Sebelum nazhir mendapatkan haknya sebagai pengelola 
wakaf, ada sejumlah tugas dan kewajiban yang harus dijalankan 
setiap orang yang menjadi nazhir. Beberapa kewajiban yang 
menjadi tanggung jawab nazhir antara lain:
105
 
a) Pengadministrasian harta benda wakaf; 
b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 
tujuan, fungsi, dan peruntukannya; 
c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; 
d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 
Besarnya potensi manfaat yang dapat dihasilkan oleh aset 
wakaf membuat nazhir harus benar-benar serius dalam mengelola 
aset wakaf tersebut. Ia tidak boleh “asal-asalan” dalam mengelola, 
apalagi hingga membiarkan aset wakaf terlantar sehingga tidak 
termanfaatkan. Selama ditunjuk sebagai nazhir, seseorang harus 
dapat menyiasati agar aset wakaf terus terpelihara melalui 
menyisihkan keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut untuk 
keperluan perawatan (maintenence). Seorang nazhir harus dapat 
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memastikan aset wakaf tetap aman, terawat, dan termanfaatkan. 
Segala kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pribadi nadzhir 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab nazhir. 
Selama ditunjuk sebagai nazhir baik sebagai nazhir 
perseorangan, organisasi atau badan hukum, apabila nazhir dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf (AIW) dibuat 
tidak melaksanakan tugasnya, maka kepada KUA baik atas inisitatif 
sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak 
mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian 
nazhir.  
Masa bakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat 
kembali. Pengangkatan kembali nazhir dilakukan oleh BWI apabila 
yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam 
periode sebelumnya sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan 
peraturan perundang-undangan. 
d. Macam-Macam Nazir  
Secara umum, berdasarkan jenis harta wakafnya, bentuk nazir 
wakaf yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu 
nazir wakaf tanah dan nazir wakaf uang.   
Dari ribuan nazir wakaf tanah yang ada di Indonesia, 60% 
berbentuk perorangan, 16% berbentuk organisasi, dan 18% berbentuk 
badan hukum. Sedangkan dalam nazir wakaf uang, terdapat 236 nazir 
wakaf uang yang meliputi 157 berbentuk Koperasi Syariah dan BMT, 
39 berbentuk yayasan, 27 berbentuk lembaga yang memiliki induk amil 
zakat, 8 berbentuk lembaga dan perkumpulan ormas, dan 5 berbentuk 




penerima wakaf uang berjumlah 21. 
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Secara umum di Indonesia berdasarkan jenis harta wakafnya, nazir 
terbagi menjadi dua, yaitu nazir wakaf tanah dan nazir wakaf uang. 
Ribuan nazir tanah wakaf dalam dikelompokkan menjadi 3 , 60% nazir 
perorangan 
e. Pelaporan dan Pengawasan Nazir  
Selama menjalankan tugasnya, nazhir berkewajiban membuat 




1) Pelaporan nazhir wakaf tanah dilakukan sekali setiap akhir tahun 
yang isi laporannya memuat : 
a) Profil nazhir 
b) Luas dan legalitas tanah wakaf 
c) Peruntukan atau mawquf „alaih 
d) Lokasi tanah wakaf 
e) Pengelolaan 
f) Nilai jual objek pajak 
2) Pelaporan nazhir wakaf uang ; 
a) Nazhir wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya dua kali dalam 
satu tahun 
b) Pelaporan pengelolaan wakaf uang disampaikan oleh nazhir 
setiap enam bulan sekali paling lambat minggu pertama juli dan 
januari. 
c) Pelaporan yang dilakukan nazhir terdiri dari : 
 Seluruh harta benda wakaf 
 Hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
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d) Bentuk pelaporan nazhir terdiri dari  
 Posisi keuangan 
 Rincian aset wakaf 
 Aktifitas 
 Arus kas, dan  
 Catatan atas laporan keuangan. 
Ketika nazhir wakaf uang tidak melaporkan pelaksanaan tugas 
pengelolaan wakaf kepada BWI, maka BWI dapat memberi sanksi 
administratif kepada nazhir. Sanksi tersebut dapat berupa ; 1) Peringatan 
tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali setiap bulan secara 
berturut-turu sejak nazhir tidak memberikan aporan wakaf uang, 2) 
Pencabutan sementara tanda bukti pendaftaran, dan 3) Pencabutan 
selamanya tanda bukti pendaftaran nazhir (PBWI No.1 Tahun 2019 
tentang pedoman pengelolaan  dan pengembangan harta benda 
wakaf).
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f. Syarat pengalihan nazhir 
Sebagaimana manusia pada umumnya, posisi dan jabatan apapun 
tidak ada yang abadi, termasuk posisi nazhir tidak selamanya dapat 
dijalankan oleh seseorang. Ada keterbatasan-keterbatasan yang 
menjadikan seorang nazhir pada akhirnya akan dan harus diganti oleh 
orang lain. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan nazhir 
wakaf harus diganti : 
1) Meninggal dunia 
2) Berhalangan tetap 
3) Mengundurkan diri 
4) Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir atau melanggar aturan 
hukum 






5) Dijatuhi hukuman pidana 
6) Bubar atau dibubarkan oleh pengadilan 
7) Diberhentikan oleh BWI 
Setelah nazhir dapat dipastikan tidak mungkin dapat 
melaksanakan tugasnya lagi, maka posisi nazhir tersebut perlu diganti 
dan dialihkan kepada orang lain. Syarat-syarat yang harus dipenuhi 
dalam rangka pengalihan nazhir dari yang lama ke yang baru adalah 
sebagai berikut: 
1) surat pengantar permohonan penggantian Nazhir dari KUA 
setempat yang ditujukan kepada BWI; 
2) Surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan 
penggantian Nazhir kepada BWI dengan menyebutkan alasan 
penggantian Nazhir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 
3) hasil keputusan rapat penggantian Nazhir dengan menyebutkan 
struktur Nazhir paling kurang 3 (tiga) orang terdiri dari ketua, 
sekretaris dan bendahara serta melampirkan daftar peserta rapat 
4) daftar riwayat hidup calon Nazhir 
5) foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) calon Nazhir 
6) foto kopi AIW dan Surat Pengesahan Nazhir yang dilegalisir KUA 
setempat 
7) foto kopi sertifikat tanah wakaf (jika sudah bersertifikat). 
g. Sengketa Nazhir 
Ketika terjadi sengketa nazhir, pertama kali penyelesaian sengketa 
dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila cara 
musyawarah tidak mendatangkan titik temu, maka selanjutnya upaya 
untuk mengatasi sengketa dapat ditempuh melalui mediasi, arbitrase 
atau pengadilan. Apabila sengketa telah terjadi dan di sana belum ada 




bersengketa dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
109
 
1) Berkonsultasi kepada BWI untuk memperoleh pendapat hukum 
dan/atau solusi baik secara lisan maupun tertulis.  
2) Bersepakat di hadapan BWI untuk mengangkat BWI sebagai 
mediator atau sebagai arbritator. 
a) Dalam hal para pihak yang bersengketa mengangkat BWI 
sebagai mediator atau arbritator, maka BWI menyelenggarakan 
persidangan di kantor BWI  sebanyak 3 (tiga) kali sidang 
selama 30 hari sejak para pihak bersepakan untuk menunjuk 
BWI sebagai mediator maupun arbitrator. 
b) Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak yang 
bersengketa, dimana para pihak masing-masing diberi 
kesempatan untuk menyampaikan argumentasinya. 
c) Pada sidang kedua, dihadiri hanya oleh salah satu pihak yang 
bersengketa, dengan diadakan tanya jawab antara mediator 
dengan pihak yang bersengketa. 
d) Pada sidang ketiga, dihadiri hanya oleh pihak yang menjadi 
lawan sengketa 
e) Setelah 3 kali sidang, BWI membuat rekomendasi tertulis (jika 
sebagai mediator) dan putusan tertulis (jika sebagai arbitrator). 
Baik BWI sebagai mediator maupun arbitrator disyaratkan 
sedikitnya 3 (tiga) anggota BWI. 
f) Dalam hal BWI bertindak sebagai arbitrator, maka putusan 
bersifat final dan harus dipatuhi oleh para pihak. Sedangkan 
ketika BWI bertindak sebagai mediator, maka rekomendasinya 
hanya bersifat anjuran. 
 






Jika dalam penyelesaian sengketa telah ada keterlibatan dari pihak 
penegak hukum baik perdata maupun pidana, maka BWI tidak boleh 
lagi terlibat dalam penyelesaian sengketa kecuali hanya sebagai pemberi 
keterangan sebagai ahli atau sebagai regulator. 
2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
a. Makna Badan Wakaf Indonesia 
Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen 
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan 
memajukan perwakafan di Indonesia. Anggota BWI diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden dengan masa jabatannya selama 3 tahun dan 
dapat diperpanjang.  
BWI dibentuk tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas 
pengelolaan aset wakaf yang telah dijalankan oleh para nazhir. Posisi 
nazhir sebagai pengelola tetap tidak tergantikan. Kehadiran BWI justru 
bertujuan untuk membina para nazhir agar aset wakaf dapat dikelola 
menjadi lebih baik serta lebih produktif. Dengan peningkatan 
pengelolaan maka dapat meningkatkan pula besaran manfaat yang 
dihasilkan oleh aset wakaf. Manfaat yang dimaksud dapat berwujud 
pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, ataupun pembangunan 
infrastruktur publik.  
Keberadaan Badan Wakaf Indonesia, selain sebagai koordinator 
nasional dalam pengelolaan wakaf, sejumlah tugas yang perlu menjadi 
konsentrasi BWI antara lain :
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1) Merumuskan kembali fikih wakaf baru di Indonesia, agar wakaf 
dapat dikelola lebih praktis, fleksibel dan modern tanpa kehilangan 
wataknya sebagai lembaga Islam yang kekal. 
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2) Membuat sejumlah kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf 
produktif, mensosialisasikan kebolehan wakaf benda-benda 
bergerak dan tunai kepada masyarakat 
3) Menyusun dan mengusulkan regulasi bidang wakaf kepada 
pemerinah. 
b. Tugas dan Wewenang 
Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 
Pasal 49          ayat 1, disebutkan bahwa tugas dan wewenang BWI 
sebagai berikut: 
1) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan 
mengembangkan harta benda wakaf 
2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
berskala nasional dan internasional 
3) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan 
dan status harta benda wakaf 
4) Memberikan dan mengganti nazhir 
5) Memberikan persetujuan atas pertukaran harta benda wakaf 
6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam 
penyusunan kebijakan di bidang perwakafan 
Sedangkan tugas dan wewenang organisasi Badan Wakaf 
Indonesia (BWI) menurut ketentuan Peraturan BWI No.1 tahun 2007 
sebagai berikut:  
1) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan 
mengembangkan harta benda wakaf 
2) Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda 
wakaf 
3) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar 




perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf 
5) Memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan atas penukaran 
harta benda wakaf 
6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam 
penyusunan kebijakan di bidang perwakafan 
7) Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti 
pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah 
habis masa baktinya 
8) Memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu 
9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam 
menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang 
(LKS-PWU) 
10) Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak 
selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) 
Untuk lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan wewenang, 
BWI dapat bekerja sama dengan Kementerian Agama (c.q. Direktorat 
Pemberdayaan Wakaf), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan 
Pertanahan Nasional (BPN), Bank Indonesia (BI), Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (BPPN), Islamic Development Bank (IDB), dan 
lembaga-lembaga lainnya. Selain bekejasama dengan lembaga-lembaga 
yang telah disebutkan, BWI juga memungkinkan bekerja sama dengan 
pihak lain yang dapat membantu mengembangkan aset wakaf agar dapat 
lebih produktif, seperti pengusaha ataupun para investor.       
c. Peran Badan Wakaf Indonesia  
Secara umum, peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam 
Undang-Undang Wakaf adalah sebagai regulator dan kadang juga 
sebagai operator. Sebagai regulator, BWI melakukan sejumlah kegiatan, 
seperti memberikan pembinaan, persetujuan, pemberhentian, pertukaran, 




aturan di antaranya Peraturan Badan Wakaf Indonesia, Waqf Core 
Principle, Akuntansi Wakaf, Peraturan Pengelolaan Wakaf. Selain yang 
berwujud regulasi, sejumlah kegiatan yang telah BWI lakukan antara 
lain memberikan pelatihan, advokasi, pendampingan, kerjasama dan 
lain-lain.    
Bertindak sebagai operator, BWI dapat menjadi nazhir yang 
bertugas mengelola dan mengembangkan wakaf nasional maupun 
internasional. Beberapa kegiatan yang telah BWI jalankan di antaranya 
penghimpunan wakaf uang melalui LKS-PWU, mendirikan rumah sakit 
mata, Cash Waqf Linked Sukuk, Kalisa, Akbari, dan lain-lain.    
d. Struktur Organisasi 
1) Dewan Pertimbangan, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota 
2) Badan Pelaksana, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil 
Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara  
3) Divisi-Divisi : 
 Divisi Kelembagaan, Tata Kelola dan Advokasi, terdiri dari 
Ketua dan Anggota 
 Divisi Pembinaan dan Pemberdayaan Nazhir, terdiri dari Ketua 
dan Anggota 
 Divisi Humas, Literasi dan Sosialisasi Wakaf, terdiri dari Ketua 
dan Anggota 
 Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, terdiri dari 
Ketua dan Anggota 
 Divisi Pendataan dan Sertifikasi Wakaf, terdiri dari Ketua dan 
Anggota 
 Divisi Kerjama, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari 
Ketua dan Anggota 
e. Perwakilan BWI 




Pembentukan perwakilan BWI diusulkan kepada BWI oleh Kepala 
Kantor Wilayah Kementerian Agama dan  Kepala Kantor Kementerian 
Agama.  
Anggota Perwakilan BWI terdiri atas 14 orang. Sebanyak 3 orang 
duduk di Dewan Pertimbangan dan 11 orang lainnya di Badan 
Pelaksana. Ke-14 orang itu berasal dari unsur Kementerian Agama, 
pemerintah daerah, Majelis Ulama Indonesia, cendekiawan, nazhir, ahli 
hukum, dan wirausahawan. 
 Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat provinsi. 
 Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama 
dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas. 
 Membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda 
wakaf. 
 Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan 
BWI Provinsi, baik ke dalam maupun ke luar. 
 Memberhentikan dan/ atau mengganti nazhir tanah wakaf yang 
luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi. 
 Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir wakaf tanah yang 
luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi. 
 Melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya paling sedikit 
1.000 meter persegi yang diusulkan untuk diubah peruntukannya 
atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI. 
 Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan BWI. 
Perwakilan BWI Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang 
yang sama dengan Provinsi. Perbedaannya terletak pada luas tanah 







1. Jelaskan makna Nazir Wakaf ! 
2. Sebutkan Syarat-syarat menjadi seorang Nazir ? 
3. Jelaskan Hak dan Kewajiban Nazhir ! 
4. Bagaimana bentuk Pelaporan dan pengawasan Nazir ?  
5. Jelaskan Syarat pengalihan nazhir ! 
6. Jelaskan ketika terjadi sengketa dengan nazhir ! 
7. Jelaskan maksud Badan Wakaf Indonesia (BWI) !  
8. Sebutkan Tugas dan Wewenang !  
9. Jelaskan Peran Badan Wakaf Indonesia !  
10. Jelaskan Struktur Organisasi BWI dan perwakilannya di daerah ! 
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Setelah membaca diktat ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami nazhir 
macam-macam dari wakaf, mulai dari macam-macam wakaf berdasarkan jenis harta, 
tujuan, batasan waktu dan ketahanan, penggunaan, hingga pola pengelolaan.   
Indikator 
1. Menjelaskan Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Jenis Harta.  
2. Menjelaskan Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Tujuan  
3. Menjelaskan Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Batasan Waktu dan 
Ketahanannya  
4. Menjelaskan Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Penggunaan. 
5. Menjelaskan macam-macam wakaf berdasarkan pola pengelolaan  
A. Pendahuluan  
Apabila dikaji lebih dalam, wakaf dapat terbagi ke dalam beberapa macam 
pembahasan, mulai dari berdasarkan jenis harta, berdasarkan tujuan, berdasarkan 
batasan waktu, berdasarkan penggunaan dan pola pengelolaan. Penjelasan lebih 
lanjut masing-masing akan diuraikan sebagai berikut. 
B. Pembahasan  
1. Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Jenis Harta.  
Wakaf jika dilihat berdasarkan jenis hartanya terbagi menjadi menjadi 
dua macam, yaitu ; wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak.  
a) Wakaf benda tidak bergerak berarti benda yang diwakafkan termasuk 
benda yang tidak dapat berpindah atau dipindahkan. Beberapa bentuk 
benda yang termasuk dalam kategori tidak bergerak baik karena sifatnya 




1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum 
terdaftar 
2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah 
sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. 
3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah 
4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
5) Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
b) Wakaf benda bergerak yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena 
dikonsumsi. Suatu benda dikategorikan sebagai benda bergerak karena 
sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan 
undang-undang. Di antara harta yang tergolong dalam harta bergerak 
menurut ketentuan undang-undang yang berlaku antara lain ;  
1) Uang  
2) Logam mulia  
3) Surat berharga 
4) Kendaraan 
5) Hak atas kekayaan intelektual 
6) Hak sewa, dan   
7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2. Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Tujuan  
Wakaf jika dilihat berdasarkan tujuannya (pihak penerima manfaat) 
terbagi menjadi menjadi tiga macam, yaitu ; wakaf ahli/zurri, wakaf khairi, 
dan wakaf musytarak.  
a. Wakaf ahli/dzurri (keluarga).  




tersebut adalah untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, 
keturunannya, dan saudara-saudaranya. Sebagai contoh,    
b. Wakaf khairi (sosial).  
Sebuah wakaf disebut wakaf khairi apabila tujuan dari wakafnya 
adalah untuk kepentingan umum. Wakaf tipe ini dapat berwujud 
berbagai infrastruktur yang biasanya dibutuhkan dan dipakai oleh 
masyarakat umum. Misalnya tempat ibadah, pemakaman, lembaga 
pendidikan, rumah sakit, jembatan, dan segala bentuk infrastruktur 
lainnya.     
c. Wakaf musytarak (gabungan).  
Sebuah wakaf disebut wakaf musytarak apabila tujuan wakafnya 
adalah untuk keluarga dan kepentingan umum secara bersamaan.  
3. Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Batasan Waktu dan 
Ketahanannya  
Wakaf jika dilihat berdasarkan batasan waktu maupun ketahanan 
bendanya terbagi menjadi menjadi dua macam, yaitu ; wakaf abadi 
(muabbad) dan wakaf sementara (muaqqat).
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a. Wakaf abadi.  
Suatu wakaf disebut abadi apabila wakaf diikrarkan untuk 
selamanya dan tetap berlanjut sepanjang masa. Jika wakaf tidak 
disebutkan jangka waktunya oleh wakif, maka secara otomatis wakaf 
akan berlaku abadi dan selamanya. Adapula yang menyebutkan jika 
keabadian itu adalah dilihat dari segi bentuk barangnya yang tidak 
mudah rusak, seperti tanah atau benda tidak bergerak lainnya, atau 
benda bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan 
produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai dengan 
tujuan wakaf sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan 
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mengganti kerusakannya.   
b. Wakaf sementara.  
Suatu wakaf disebut sementara apabila wakaf diikrarkan dengan 
disertai batasan atau jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun, 5 tahun, 
10 tahun, dan seterusnya. Adapula yang menyebutkan bahwa dikatakan 
sementara apabila benda yang diwakafkan berupa benda yang mudah 
rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti 
bagian yang rusak. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika sementara 
itu bisa dilihat berdasarkan waktu dan berdasarkan bentuk barang 
wakafnya.  
Dalam impementasinya, wakaf sementara dapat terjadi ketika 
harta yang diwakafkan berupa hak guna bangunan (HGB), hak pakai, 
atau apapun yang bersistem kontrak. Pendapat yang secara tegas 
mengakomodir jenis wakaf sementara ini antara lain kalangan Maliki. 
Jika pendapat ini secara umum diterapkan, maka tentu saja akan 
memperluas kesempatan kepada semua pihak yang tidak memiliki 
benda permanen yang ingin diwakafkan tetapi masih memiliki benda 
yang bersifat temporari tersebut. Kesempatan berwakaf semakin luas, 
dan kekayaan wakaf akan semakin bertambah banyak dan 
memungkinkan dapat dikembangkan secara maksimal.
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4. Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Penggunaan 
Wakaf jika dilihat berdasarkan penggunaannya terbagi menjadi 
menjadi dua macam, yaitu ; wakaf langsung dan wakaf produktif.
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a. Wakaf langsung. 
Yang dimaksud dengan wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok 
barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk 
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shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk 
mengobati orang sakit, dan lain sebagainya. 
b. Wakaf produktif. 
Yang dimaksud wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok 
barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan 
sesuai dengan tujuan wakaf. 
5. Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Pola Pengelolaan 
Apabila wakaf ditinjau berdasarkan pola pengelolaan, maka kita bisa 
dapati bahwa pola pengelolaan wakaf terbagi menjadi tiga macam, yaitu: 




a. Pengelolaan wakaf tradisional  
Suatu pengelolaan aset wakaf disebut masih tradisional apabila 
masih dikelola sebagai sarana ibadah saja. Pada umumnya pengelolaan 
wakaf yang bersifat tradisional masih dominan ke arah pembangunan 
fisik 3M, yakni masjid, makam dan madrasah. 
b. Pengelolaan wakaf semi profesional   
Suatu pengelolaan aset wakaf disebut semi profesional ketika 
sudah adanya upaya pengembangan dari aset wakaf. Misalnya sisa tanah 
wakaf yang berada di area sekitar masjid tidak hanya difungsikan 
sebagai parkir jika lahan parkir sudah cukup, melainkan juga dibangun 
gedung-gedung komersil. Seperti ruko, fasilitas penginapan, hotel, 
pujasera, dan bangunan lain yang semuanya berdiri di atas tanah wakaf 
milik masjid. Hasil keuntungan yang diperoleh dari aset komersil 
tersebut dapat dipakai untuk operasional masjid atau pemberdayaan 
jamaah masjid.   
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c. Pengelolaan wakaf profesional 
Suatu pengelolaan aset wakaf disebut semi profesional dapat 
ditandai dengan pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional 
dalam pengelolaan. Mulai dari aspek manajemen, sumber daya manusia 
(SDM) nazhir, pola kemitraan usaha, dan bentuk wakaf benda bergerak, 
seperti uang dan surat-surat berharga sesuai dengan ketentuan undang-
undang wakaf yang masih berlaku. Hasil dari pengelolaan dapat 
disalurkan kedalam fasilitan pendidikan, pengembangan rumah sakit, 
pemberdayaan ekonomi umat, bantuan sarana dan prasarana ibadah, dan 
lain sebagainya. 
C. Evaluasi 
1. Jelaskan macam-macam wakaf berdasarkan jenis harta, berikan contohnya ! 
2. Jelaskan Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Tujuan, berikan contohnya ! 
3. Jelaskan Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Batasan Waktu dan 
Ketahanannya, berikan contohnya !  
4. Jelaskan Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Penggunaan, berikan 
contohnya ! 
5. Jelaskan macam-macam wakaf berdasarkan pola pengelolaan, berikan 
contohnya ! 
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Setelah membaca diktat ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami 
mekanisme atau proses mewakafkan harta benda, mulai dari harta benda yang tidak 
bergerak, harta benda bergerak berupa uang dan selain uang, serta mekanisme 
penukaran harta benda wakaf.     
Indikator 
1. Menjelaskan Mekanisme Berwakaf Benda Tidak Bergerak  
2. Menjelaskan Mekanisme Berwakaf Benda Bergerak Berupa Uang 
3. Menjelaskan Mekanisme Berwakaf Benda Bergerak Selain Uang 
4. Menjelaskan Mekanisme Penukaran Harta Benda Wakaf 
A. Pendahuluan  
Ada sejumlah persoalan yang sering menghambat perkembangan perwakafan 
khususnya di Indonesia. Di antaranya ialah tidak dilakukannya pencatatan dan 
pendaftaran harta benda wakaf. Wakif hanya mewakafkan secara lisan tanpa melalui 
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Akibatnya, banyak harta benda wakaf 
berupa tanah menjadi terbengkalai lantaran tidak diurus lagi oleh nazhir. Tidak hanya 
itu, hal yang lebih parah adalah harta benda yang sebenarnya berstatus wakaf dijual 
dan akhirnya berpindah kepemilikan. Ini tidak lain karena proses wakaf tidak 
dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang semestinya.  
Dalam rangka menghindari terjadinya penyelewengan harta benda wakaf, maka 
proses wakaf harus selalu mengikuti mekanisme yang telah berlaku, baik dalam 
mewakafkan harta benda bergerak maupun tidak bergerak. Adapun prosedur 






B. Pembahasan  
1. Mekanisme Berwakaf Benda Tidak Bergerak 
Ada beberapa jenis benda yang dikategorikan sebagai benda tidak 
bergerak yang dapat diwakafkan. Benda-benda tersebut antara lain:  
a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar 
b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah 
c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah 
d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku 
e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
Sedangkan mekanisme atau tata cara mewakafkan benda tidak 
bergerak adalah sebagai berikut :
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a. Perorangan atau badan hukum yang mewakafkan tanah hak miliknya 
(sebagai calon wakif) diharuskan datang sendiri di hadapan PPAIW 
untuk melaksanakan Ikrar Wakaf 
b. Calon wakif sebelum mengikrarkan wakaf, terlebih dahulu harus 
menyerahkan kepada PPAIW surat-surat sebagai berikut : 
1) Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah 
2) Surat keterangan Kepala Desa diperkuat oleh Camat setempat 
mengenai kebenaran pemilikan tanah dan tidak dalam sengketa 
3) Surat keterangan pendaftaran tanah 
c. PPAIW meneliti surat-surat dan syarat-syarat, apakah sudah memenuhi 
untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi 
dan mengeshakan susunan nadzir. 
d. Di hadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan atau 






mengucapkan kehendak wakaf itu kepada nazir yang telah disahkan. 
Ikrar Wakaf diucapkan dengan jelas, tegas dan dituangkan dalam bentuk 
tertulis (ikrar wakaf bentuk W.1). sedangkan bagi yang tidak bisa 
mengucapkannya (misalnya bisu), maka dapat menyatakan kehendaknya 
dengan suatu isyarat dan kemudian mengisi blanko dengan bentuk W.1.  
e. PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf (bentuk W.2) rangkap empat 
dengan dibubuhi materai menurut ketentuan yang berlaku dan 
selanjutnya selambat-lambatnya satu bulan dibuat ikrar wakaf, tiap-tiap 
lembar harus dikirim dengan pengaturan pendistribusiannya sebagai 
berikut :  
 Akta Ikrar Wakaf :  
1) Lembar pertama disimpat PPAIW 
2) Lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran 
tanah wakaf ke kantor Subdit Agraria setempat (W.7) 
3) Lembar ketiga untuk Pengadilan Agama setempat 
 Salinan Akta Ikrar Wakaf : 
1) Lembar pertama untuk wakif 
2) Lembar kedua untuk nazir 
3) Lembar ketiga untuk Kantor Kemenag Kabupaten/Kotamadya 
4) Lembar keempat untuk Kepala Desa Setempat.  
Pemerintah dari sejak awal sering menyerukan agar setiap orang yang 
hendak mewakafkan tanahnya untuk kepentingan publik dan sosial agar 
supaya didaftarkan dan dicatatkan. Tujuan utamanya ialah menghindari 
terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. 
Tujuan mulia berwakaf tidak serta merta selalu berjalan dengan baik. 
Kejadian yang tidak diharapkan pernah menimpa salah satu aset tanah wakaf 
yang diatasnya dibangun masjid yang berlokasi di daerah Sukoharjo Solo. 




usut, ketua takmir masjid tersebut menceritakan jika wakif saat mewakafkan 
tanah dan bangunan masjid di atasnya tanpa sepengetahuan Kantor Urusan 
Agama setempat. Hanya secara lisan dan tanpa disertai penyerahan sertifikat 
tanah. Salah seorang ahli waris dari wakif ternyata sebelumnya telah 
menggadaikan lahan tanah tersebut dan kemudian terjadi kredit macet.  
Belajar dari kejadian di atas, mendaftarkan dan mencatatkan tanah 
wakaf menjadi sesuatu yang sangat penting. Dengan didaftarkan dan 
dicatatkan, tanah wakaf tidak lagi dapat menjadi agunan kredit di perbankan. 
Selain bertujuan mengamankan aset wakaf, pencatatan tanah wakaf juga 
meminimalisir terjadinya sengketa ahli waris dari wakif.  
Mengingat pentingnya melindungi harta wakaf, pemerintah dalam hal 
ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia pada tahun 2017 telah menerbitkan peraturan Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. Adapun proses 
sertifikasi tanah wakaf menurut peraturan tersebut sebagai berikut :  
a. PPAIW atas nama Nazir menyampaikan AIW atau APAIW dan 
dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk pendaftaran tanah wakaf 
atas nama nazir kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatangan AIW atau APAIW (pasal 
2 ayat 2). 
b. Pemohon mengajukan permohonan kepada kantor BPN setempat 
dengan melampirkan ; 
1) Surat permohonan 
2) Surat ukur 
3) Serfitikat Hak Milik yang bersangkutan atau bukti kepemilikan 
yang sah 
4) AIW atau APAIW 
5) Surat pengesahan nazir yang bersangkutan dari KUA; dan  




perkara, sita, dan tidak dijaminkan.  
c. Kepala Kantor Pertanahan menerbutkan Sertifikat Tanah Wakaf atas 
nama Nazir, dan mencatat dalam Buku Tanah dan Sertifikat Hak atas 
Tanah pada kolom yang telah disediakan. 
Ketiga tahapan di atas merupakan proses sertifikasi tanah wakaf untuk 
mendapatkan sertifikat tanah wakaf di kantor BPN.    
2. Mekanisme Berwakaf Benda Bergerak Berupa Uang 
Sampai saat ini, tidak sedikit orang yang masih memiliki anggapan 
bahwa berwakaf itu membutuhkan harta yang banyak. Pandangan ini tidak 
lain merupakan hasil pengaruh dari paham tradisional dimana wakaf itu 
identik dengan harta benda tidak bergerak seperti tanah dan sejenisnya. 
Padahal, belakangan ini pemerintah telah memberikan kelonggaran dan juga 
telah mengeluarkan kebijakan adanya kebolehan berwakaf dengan uang.  
Munculnya wakaf uang bisa saja hasil inisiasi dan manivestasi dari 
kaidah   ُُ ُُ اَلُحُْتَُك ُُكُّ  yang artinya “segala sesuatu yang tidak dapat َيااَليُْدَرُك ُُكُّ
dicapai seluruhnya maka jangan ditinggalkan seluruhnya”. Jika orang yang 
bisa berwakaf hanya orang yang kaya saja karena mereka telah memiliki aset 
tanah luas yang bisa diwakafkan, maka bagi orang biasa yang tidak memiliki 
tanah perlu menunggu memiliki tanah dahulu untuk bisa berwakaf. Tentu 
saja untuk mencapainya membutuhkan waktu yang tidak tentu. Padahal di 
sisi lain, orang yang berada dalam jurang kemiskinan dan membutuhkan 
manfaat dari aset wakaf sangat banyak. Menjadi masuk akal jika proses 
untuk berwakaf perlu disederhanakan agar orang bisa leluasa dan mudah 
untuk berwakaf. Oleh sebab itu, lahirnya konsep wakaf uang.    
Seseorang yang ingin berwakaf uang tidak harus menunggu kaya. 
Sebab dengan uang Rp1.000.000, seseorang sudah bisa berwakaf untuk 
kemaslahatan umum dan ia juga berhak mendapatkan Sertifikat Wakaf 




tersebut, pemerintah dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia juga telah 
bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah memiliki 
jaringan luas. 
 Lembaga Keuangan Syariah termasuk lembaga badan hukum yang 
bergerak di bidang keuangan syariah dan telah mendapatkan izin dari 
pemerintah untuk menerima wakaf uang. Selanjutnya, lembaga ini dikenal 
dengan singkatan LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf 
Uang). Beberapa tugas dari LKS-PWU antara lain: 
a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS-PWU 
b. Menyediakan blanko Sertifikat Wakaf Uang 
c. Menerima wakaf uang dari wakif atas nama nazhir 
d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadiah) atas nama 
nazhir yang ditunjuk oleh wakif 
e. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis 
dalam formulir pernyataan kehendak wakif 
f. Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut 
kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang 
ditunjuk oleh wakif 
g. Mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama nazhir 
Uang yang telah disetor ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima 
Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk tujuan wakaf tidak sepeser pun berkurang 
jumlahnya. Selain aman, uang tersebut justru akan berkembang sebab akan 
diinvestasikan dan akan dikelola secara profesional serta transparan. Adapun 
hasil investasi dana uang wakaf tersebut akan disalurkan untuk peningkatan 
sarana ibadah, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat 
yang bisa dirasakan oleh masyarakat itu akan menjadi pahala bagi wakif 
yang terus mengalir meskipun wakif telah meninggal.  





a. Wakif datang ke LKS-PWU 
b. Mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu 
identitas diri yang berlaku 
c. Wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke 
rekening Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
d. Wakif mengucapkan shighat wakaf dan menandatangi AIW dengan 
disaksikan oleh 2 orang saksi serta 1 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 
(PPAIW) 
e. LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU) 
f. LKS-PWU memberikan AIW dan SWU kepada wakif.  
 
3. Mekanisme Berwakaf Benda Bergerak Selain Uang 
a. Hak Kekayaan Intelektual (KHI) 
Bagi kebanyakan masyarakat, wakaf Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI) merupakan sesuatu yang masih asing dan baru. Mungkin hanya 
sebagian kecil saja yang paham tentang HKI sehingga wakaf HKI belum 
banyak terlaksana di tengah masyarakat. Menurut Puji Sulistyaningsih 
dkk, persyaratan dan prosedur wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 







Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam wakaf antara 
lain : 
 Wakif 
1) Syarat wakif adalah mempunyai wewenang memberi, merdeka, 
sempurna akhlaknya, baligh, bijaksana dalam bertindak, bukan 
orang murtad, pemilik bagi yang diwakafkan serta keinginan 
sendiri. 
2) Persyaratan yang harus dilengkapi wakif : 
 Foto copy KTP & Kartu keluarga 4 lembar 
 Bukti kepemilikan HKI (sertifikat) dari Ditjen HKI 
 Bukti penetapan atas keterangan kepemilikan HKI dan tidak 
dalam keadaan sengketa disahkan oleh pengadilan 1 lembar 
 Surat pernyataan dari Kades/Lurah setempat disahkan oleh 
camat 
 Membawa formulir WK dan WD dari desa (bagi wakif yang 
telah meninggal dunia). 
 Membuat surat (blanko yang tersedia di KUA) kuasa kepada 
PPAIW untuk proses pendaftaran ke Badan Wakaf 
Indonesia (BWI) 
 Membawa materai 6000 
 Nadzir 
1) Syarat nadzir adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, 
dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak 
terhalang melakukan perbuatan hukum. 
2) Persyaratan yang harus dilengkapi nadzir : 
 Foto Copy KTP 4 lembar 
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 Membawa materai 6000 
 Saksi 
1) Syarat saksi adalah dewasa, beragama Islam, berakal sehat, tidak 
terhalang melakukan perbuatan hukum 
2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi : 
 Foto copy KTP 4 lembar 
 Membawa materai 6000 
Adapun prosedur wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah 
sebagai berikut:  
1) Wakif dan nazir serta 2 orang saksi datang ke Kantor Urusan 
Agama (KUA) untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) ke 
Petugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan 
masing-masing membawa dokumen persyaratan lengkap 
2) PPAIW memproses kebenaran surat dari wakif 
3) Petugas PPAIW jika wakif telah melengkapi persyaratan dan benar 
maka akan mengkonsultasikan wakaf tersebut kepada Kemenag. 
Jika persyaratan wakit tidak lengkap maka akan dikembalikan 
kepada wakif untuk melengkapi persyaratan wakaf di KUA 
4) PPAIW akan menunjuk susunan nadzir 
5) Wakif mengikrarkan wakaf kepada nadzir di hadapan PPAIW 
secara lisan atau tulisan serta menuliskan jangka waktu wakaf 
dengan jelas.  
6) Para pihak setelah mengikrarkan wakaf maka menandatangani Akta 
Ikrar Wakaf secara lengkap serta Petugas PPAIW merangkap AIW 
menjadi 3 rangkap untuk Wakif, Nadzir dan PPAIW, serta 
mendokumentasikannya.  





1) Bersertifikat Hak Milik 
 Model W1 (ikrar wakaf 1 lembar) PPAIW 
 Model W2, (akta ikrar wakaf 3 lembar) bermaterai 6000,- 
untuk PPAIW dan Kementerian Agama serta Ditjen HKI 
(rangcangan juklis para pihak) 
 Model W2a (Salinan Akta Ikrar Wakaf 4 lembar) lembaran 
untuk Wakif, Nadzir, Kelurahan/Desa dan Kemenag. 
 Model W5 (surat pengesahan Nadzir 8 lembar untuk 
lembaga/organisasi). 1 lembar arsip KUA, 1 lembar untuk 
nadzir, 1 lembar untuk lembaga untuk organisasi/yayanan, 1 
lembar untuk Ditjen HKI (rancangan juklis para pihak) 
 W7 (surat pengantar permohonan wakaf sesuai dengan objek 
wakaf dari KUA) 
 Lampiran sertifikat HKI foto copy disahkan KUA 
 NB: Surat penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa 
HKI tersebut tidak dalam sengketa. 
2) Wakif yang meninggal dunia 
 Model W1, W3 (akta ikrar wakaf), W5+W7+W3 (salinan akta 
pengganti AIW) 
 Bersertifikat hak milik dan tidak bersertifikat hak milik (model 
W3a lembar 1 untuk wakfi, lembar 2 untuk nadzir, lembar 3 
untuk Kelurahan/Desa, lembar 4 untuk Kemenag).  
Untuk lebih memudahkan mengetahui alur pendaftaran Hak 
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wakaf kepada Nadzir 
di hadapan PPAIW 
(lisan/tulisan) 
Menuliskan jangka 




Akta Ikrar Wakaf 
PPAIW membuat Akta 
Ikrar Wakaf rangkap 3 

























1. Bagimana mekanisme berwakaf benda tidak bergerak, jelaskan ! 
2. Bagimana mekanisme berwakaf benda bergerak berupa uang, jelaskan ! 
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